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ABSTRAK 
 

 

Mahanggi, Dinka Rizky Apriliana. 2014. Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-Kabupaten 

Purbalingga. Skripsi, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Eko 

Nuswantoro, M. Pd., Pembimbing II: Kusnarto Kusniawan M. Pd., Kons. 

 

Kata kunci : kebijakan kepala sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling 

 

Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak 

hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan guru BK itu sendiri, namun juga 

sangat ditentukan oleh komi`tmen dan keterampilan seluruh staf sekolah terutama 

dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Fenomena yang ada di 

lapangan yaitu masih banyak kepala sekolah yang belum memahami tugas dan 

tanggung jawabnya terhadap BK sehingga dalam memberikan kebijakan tidak 

sesuai dengan yang kebituhan guru BK dan siswa. Hal ini dibuktikan bahwa 

masih banyak kepala sekolah khususnya di Purbalingga yang kurang memberi 

akses terhadap pelaksanaan program BK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan 

dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan penelitian kebijakan. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subyek penelitian ini 

yaitu seluruh kepala SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan kebijakan sarana 

dan prasarana untuk BK sudah cukup lengkap walaupun belum maksimal karena 

minimnya anggaran dana. Dalam pemberian kebijakan alokasi jam BK, 

prosentasenya 20% yang sama sekali tidak ada jam BK, 40% yang semua kelas 

ada jam BK, sedangkan 40% lainnya ada yang masuk kelas dan ada yang tidak. 

Kebijakan mengenai kualifikasi akademik konselor, 50% dari jumlah seluruh guru 

BK yang berlatar belakang pendidikan BK, dan 50% lainnya non BK. Hampir 

semua guru BK sudah memenuhi kriteria beban kerja guru BK yaitu minimal 

mengampu 150 siswa. Supervisi BK oleh kepala sekolah masih belum optimal 

karena biasanya hanya dilakukan supervisi administratif. Anggapan BK sebagai 

polisi sekolah sudah mulai hilang karena kebijakan kepala sekolah yang 

menetapkan guru BK tidak boleh menghukum siswa.  

Simpulan penelitian ini bahwa pada dasarnya kebijakan kepala sekolah 

terhadap pelayanan BK mengimplementasikan kebijakan turunan dari kebijakan 

pendidikan nasional, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Secara umum kepala sekolah sudah 

mengetahui dan memahami peran serta tanggung jawab kepala sekolah terhadap 

pelayanan BK, tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah kurang menerapkan 

pemahaman tersebut serta kurang melihat kebutuhan dari guru BK dan siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak 

hanya ditentukan oleh keahlian dan ketrampilan para petugas bimbingan dan 

konseling, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh 

staf sekolah,  terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor.  

Sebagai administrator,  kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah yang dipimpinnya.  Karena posisinya yang sentral,  kepala 

sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau 

peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Sebagai 

supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-

program penilaian, penelitian dan perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan 

dan konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur 

bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. 

Adanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk 

memberi dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian dan keterampilan 

sosial para siswa. Selain itu, bimbingan dan konseling juga mendukung 

pencapaian kemampuan akademik, yang akhirnya bermuara pada terbentuknya 
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kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat pada masa depan 

para anak didik. 

Adanya draft usulan pergantian kurikulum dari Kurikulum KTSP menjadi 

Kurikulum 2013 menambah daftar peran guru BK di sekolah. Kurikulum 2013 

bertema dapat menghasilkan insan indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, 

afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Kurikulum 2013 memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan dan minat. Implementasi kurikulum 2013 akan 

dapat menimbulkan masalah bagi peserta didik SMA/MA dan SMK yang tidak 

mampu menentukan pilihan arah peminatan kelompok mata pelajaran dan mata 

pelajaran secara tepat. Dampaknya kesulitan belajar dan kecenderungan gagal 

dalam belajar dapat terjadi sehingga penentuan arah peminatan siswa hendaknya 

sesuai dengan kemampuan dasar, bakat, minat dan kecenderungan pilihan peserta 

didik agar proses belajar berjalan dengan baik dan berhasil dalam belajar. Oleh 

karena itu pelayanan BK mempunyai peranan penting dalam membantu siswa 

memilih dan menentukan arah peminatan  kelompok mata pelajaran agar dapat 

menentukan pilihan sesuai kemampuan potensi dirinya dan berhasil dalam belajar. 

Pelayanan BK ke arah peminatan sebagai upaya advokasi dan fasilitasi 

perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara sehingga mencapai perkembangan optimum. Perkembangan 

optimum siswa bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas 
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intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah kondisi 

perkembangan yang memungkinkan siswa mampu mengambil pilihan dan 

keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi 

terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya.  

Pelayanan BK dalam kurikulum 2013 khususnya di SMA mempunyai 

tugas khusus yaitu membantu siswa  memilih dan menentukan arah peminatanan 

kelompok mata pelajaran, arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri serta 

memilih pendidikan lanjutan  ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan 

dasar umum, bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. 

Memilih dan menentukan arah peminatan kelompok mapel adalah sebuah proses 

yang akan melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan oleh 

peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada 

di lingkungannya. Permasalahan akan terjadi jika peserta didik tidak mampu 

untuk menetukan arah peminatan kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran, 

sehingga akan menghambat dalam proses pembelajaran. Pelayanan BK diperlukan 

untuk membantu mencegah terjadinya masalah pada diri peserta didik, dan 

membantu memandirikan peserta didik melalui pengambilan keputusan terkait  

memilih, menentukan, meraih serta mempertahankan karier untuk mewujudkan 

kehidupan yang produktif dan  sejahtera, serta menjadi warga masyarakat yang 

peduli kemaslahatan umum. Untuk itu maka perlu adanya penguatan dan 

pemberdayaan guru didalam melakukan proses pembelajaran, guru BK atau 

konselor dalam melakukan  pelayanan BK arah peminatan serta kepala sekolah 

dalam melakukan manajemen pendidikan sekolah. 
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Menurut Direktorat Jendral PMTK, tugas kepala sekolah adalah 

mengkoordinasi segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan dan 

berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan 

dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis. 

Adapun tugas dari kepala sekolah antara lain adalah: 

 

a. Menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai 

fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan 

bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. 

b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan 

dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut 

pelayanan bimbingan konseling 

c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama 

dinas pendidikan yang menjadi atasannya 

d. Menyediakan fasilitas, kesempatan dan dukungan dalam 

kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah 

bidang bimbingan dan konseling 

 

 

Selain itu pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah 

mengeluarkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, di dalamnya mengatur tentang persyaratan kualifikasi dan 

kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Kehadiran 

peraturan ini tampaknya bisa dipandang sebagai suatu hal yang penting serta 

memuat pesan dan amanat penting, bahwa sekolah harus dipimpin oleh  orang 

yang benar-benar kompeten, baik dalam aspek kepribadian, sosial, manajerial, 

kewirausahaan, maupun supervisi. Berkaitan dengan Permendiknas tersebut, 

seharusnya kepala sekolah mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab 

guru BK sehingga tidak memberikan kebijakan ataupun tugas yang salah kepada 

guru BK yang akan membuat siswa menjadi berpandangan negatif terhadap BK.  
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Namun, implementasi layanan bimbingan dan konseling yang ideal itu 

berhadapan dengan berbagai hambatan dan sejumlah kendala. Banyak orang 

menganggap bahwa bimbingan dan konseling hanya menangani anak-anak 

bermasalah dan bertugas memberikan skorsing atas pelanggaran tata tertib yang 

dilakukannya. Munculnya pola sikap negatif dan kenakalan siswa sering dianggap 

sebagai dampak dari kurang berfungsinya layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. 

Persoalan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum dipahaminya 

paradigma hubungan kolaborasi antarprofesi dalam satuan pendidikan di sekolah. 

Kerja profesi guru di sekolah, termasuk kaitannya dengan bimbingan dan 

konseling, belum sepenuhnya mengimplementasikan pola kerja yang 

komprehensif, yang menekankan pada aspek hubungan kolaboratif dan saling 

mendukung antarguru yang terlibat. Layanan bimbingan dan konseling hanya 

dapat tercapai optimal jika terjadi kolaborasi profesional antarguru dan 

implementasi layanan harus ditopang oleh manajemen dan kepemimpinan sekolah 

yang kokoh (Kompas, 21 Oktober 2009). 

Tugas kepala sekolah tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan oleh 

kepala sekolah di semua sekolah agar bisa menunjang kegiatan bimbingan dan 

konseling. Akan tetapi pada kenyataanya di lapangan, masih banyak kepala 

sekolah yang memberikan kebijakan yang tidak sesuai. Misalnya dengan 

memberikan tugas kepada guru BK untuk menghukum atau memberi sanksi 

kepada siswa, sehingga banyak siswa yang menganggap BK adalah polisi sekolah. 

Selain itu, ada juga beberapa sekolah yang tidak memberikan kesempatan jam BK 
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untuk masuk kelas, sehingga guru BK menjadi sulit untuk lebih dekat dan 

memahami siswa. 

Menurut Muhdi SH Mhum, Rektor IKIP PGRI Semarang (dalam surat 

kabar harian Suara merdeka, Semarang edisi 15 Oktober 2011), Indonesia 

sekarang ini mengalami masalah serius. Dilihat dari statistik demografi, usia 

sekolah penduduk Indonesia masuk dalam daftar lima besar dunia. Hal itu 

membuat Indonesia berpotensi untuk menjadi negara maju, bahkan mungkin saja 

hingga lima besar dunia. Masalahnya adalah bagaimana proses pendidikan pada 

anak. Sebab untuk menjadi negara besar dibutuhkan pribadi-pribadi tangguh dan 

berkarakter, tidak hanya cukup dengan kecerdasan. Dengan begitu, guru BK 

sangat berperan dalam pembentukan karakter itu. Namun, kepala sekolah sering 

salah memberi peran pada guru BK. Guru tersebut sering diberi tugas sebagai 

polisi sekolah, yaitu menagih SPP siswa yang terlambat atau memberi hukuman 

siswa. Akibatnya, ada jarak antara guru BK dan siswa, bahkan wali siswa.  

Persoalan yang menimpa siswa menjadi salah satu penyebab menurunnya 

prestasi belajar. Apabila sudah seperti ini guru BK menjadi pihak yang seharusnya 

membantu menyelesaikannya. Tentu saja melalui program-program yang mereka 

susun. Akan tetapi, meski berorientasi pada penyelesaian masalah, tidak berarti 

semuanya bisa dengan mudah dilaksanakan. Menurut Mahendro Nugroho, guru 

BK SMK Muhammadiyah I Keling Jepara kendala justru datang dari kepala 

sekolah. Menurut penilaiannya, kepala sekolah (kepsek) kurang memberi akses 

terhadap pelaksanaan program yang ada. Dalam pandangan banyak kepala 

sekolah, program tersebut kurang membawa manfaat, hal ini mungkin karena 
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dirasa tidak membawa dampak langsung pada peningkatan prestasi akademik. 

Penganaktirian tidak hanya dirasa pada program tapi juga untuk penempatan 

ruang BK. Di banyak sekolah ruangan BK acap menempati ruang yang sempit 

dan tempatnya terpencil, seperti di belakang sekolah atau dekat kamar mandi. 

Yang jelas ruangan yang ada tidak nyaman untuk berkonsultasi (Suara Merdeka, 

27 Oktober 2008). 

Selain itu, kebutuhan akan guru BK sebanyak 92.572 sebagaimana 

diberitakan Harian Kompas (Rabu, 23 Januari 2013), menghendaki penyiapan 

guru BK secara sungguh-sungguh dan profesional. Hal itu berpayung pada UU 

No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, penyiapan guru BK profesional disiapkan 

di LPTK melalui pendidikan akademik S1 bidang Bimbingan dan Konseling dan 

Pendidikan Profesi Konselor sebagai suatu keutuhan sebagaimana diatur dalam 

Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Konselor Indonesia. 

Banyak guru BK yang dasar ilmunya tidak sesuai dengan ilmu yang telah 

diambil sebelumnya. Akibatnya, guru BK sering tidak memahami yang harus 

dilakukannya. Apa yang dilakukan pada akhirnya lebih kepada hal-hal 

administratif. Bahkan sampai muncul anggapan dari siswa bahwa guru BK adalah 

orang yang galak dan hanya menangani siswa nakal. Padahal guru BK tidak selalu 

berhubungan dengan kenakalan siswa. Guru BK dapat dijadikan tempat untuk 

pengembangan diri siswa. Dengan demikian, guru BK tidak sebatas mengatasi 

masalah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk pengembangan diri siswa 

seperti konsultasi pendidikan dan karir (Kompas, 25 Mei 2010). 
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Data yang telah diperoleh berdasarkan fenomena di lapangan, 

menunjukkan beberapa kebijakan kepala sekolah terhadap layanan bimbingan 

konseling yang tidak sesuai. Diperoleh data dari hasil observasi di beberapa SMA 

Negeri di kabupaten Purbalingga, diantaranya SMA Negeri 1 Kutasari, SMA 

Negeri 1 Padamara dan SMA Negeri 1 Rembang. Di SMA Negeri 1 Kutasari, 

terdapat 3 orang guru BK yang latar belakang pendidikan mereka tidak semuanya 

dari lulusan Bimbingan dan Konseling. Hanya satu orang saja yang lulusan BK, 

dua lainnya lulusan dari Psikologi. Untuk jam BK di sekolah ini hanya ada di 

kelas X dan XI saja, sedangkan kelas XII tidak ada jam BK masuk kelas dengan 

asumsi kelas XII butuh pemadatan materi untuk UAN. Padahal menurut guru BK 

di sana, kelas XII juga perlu mendapatkan jam BK untuk mendapatkan informasi 

terutama mengenai kelanjutan karir mereka setelah lulus. Di sekolah ini kesadaran 

siswa untuk memanfaatkan layanan BK belum muncul secara optimal karena 

anggapan BK sebagai polisi sekolah masih kental.   

Hasil observasi lainnya yang diperoleh dari SMA Negeri 1 Padamara, 

ditemukan bahwa di sekolah ini terdapat 3 orang guru BK yang salah satu di 

antaranya adalah lulusan Psikologi, bukan berlatar belakang bimbingan konseling. 

Di sekolah ini BK masuk disemua kelas, kecuali kelas XII IPA (2 kelas) dengan 

alasan kelas XII IPA tuntutan materi yang harus dipenuhi sangat banyak sehingga 

harus meniadakan jam BK. Salah seorang guru BK di sini juga merangkap 

sebagai petugas STP2K yang bertugas memberi sanksi kepada siswa yang 

melanggar peraturan. Hal ini sangat bertentangan dengan tugas seorang guru BK 
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yang seharusnya menjadi sahabat siswa dan tidak diperbolehkan memberi sanksi 

kepada siswa.  

Selain itu, diperoleh data dari SMA Negeri 1 Rembang bahwa BK 

mendapatkan jam masuk kelas hanya untuk kelas XII saja, sedangkan kelas X dan 

XI tidak ada jam BK. Alasannya adalah kelas XII lebih membutuhkan banyak 

informasi dibandingkan kelas X dan XI. Sementara jam kelas X dan XI 

dioptimalkan untuk guru sertifikasi agar bisa memenuhi jam guru yang masih 

kurang karena masing-masing guru harus mengajar minimal 24 jam dalam 

seminggu. Di sekolah ini terdapat 4 orang guru BK dimana dua di antaranya 

bukan berlatar belakang bimbingan dan konseling melainkan dari lulusan 

psikologi dan seni. 

Atas dasar tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Kebijakan 

Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 

se-Kabupaten Purbalingga”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah memotret bagaimana 

pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga dengan menuangkan data 

secara deskriptif. Dari batasan masalah tersebut, rumusan masalah yang muncul 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga? 
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2) Apa faktor pendukung dan penghambat kebijakan kepala sekolah terhadap 

pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-Kabupaten 

Purbalingga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 

se- Kabupaten Purbalingga. 

2) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung kebijakan 

kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 

se-Kabupaten Purbalingga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang dapat diambil, 

sebagai berikut: 

1.4.1 Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan 

tentang pentingnya peran kebijakan kepala sekolah terhadap bimbingan konseling 

dan juga diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan 

konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan terutama 

dalam hal yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. 
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1.4.2 Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 

sekolah khususnya kepala sekolah dan konselor mengenai betapa pentingnya 

peran kebijakan kepala sekolah terhadap bimbingan konseling untuk menunjang 

keberhasilan pelayanan program bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-

Kabupaten Purbalingga. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran serta 

mempermudah pembaca dalam mengetahui garis-garis besar dari skripsi ini, yang 

berisi sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi tentang: 

Judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak. 

1.5.2 Bagian isi terdiri dari: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Landasan Teori 

Pada bab ini menguraikan tentang konsep-konsep sebagai landasan teori 

yang berisi telaah pustaka yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang kebijakan kepala sekolah 

terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 
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Bab 3 : Metode Penelitian 

Berisi pendekatan penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik analisis data. 

Bab 4 : Hasil penelitian 

Pada bab ini memuat data-data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian 

dan dibahas secara deskriptif kualitatif. 

Bab 5 : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk 

landasan teori serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti dan 

pelengkap dari hasil penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan tinjauan teori 

yang dijadikan acuan bagi peneliti untuk menjadi landasan atau kajian teori dari 

sebuah variabel dalam penelitian. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum pemaparan landasan teori dari penelitian yang akan dilaksanakan 

yaitu tentang kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri Se-Kabupaten Purbalingga, terlebih dahulu akan 

diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. 

Penelitian pertama yang berkenaan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Sugiarto Fajar, yaitu Faktor Penghambat Pelaksanaan 

Layanan Bimbingan dan Konseling di SMK Negeri Se-Kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2011/2012. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hambatan 

pada pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling dapat dilihat dari beberapa 

faktor, yaitu faktor kompetensi konselor (37%), faktor beban tugas konselor 

(33%), faktor kepala sekolah (38%), faktor siswa (45%), dan faktor sarana 

prasarana (39%). (Fajar, 2012)  

Dari hasil penelitian Sugiarto Fajar tersebut dapat diketahui bahwa kepala 

sekolah merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan layanan Bimbingan 

dan Konseling dengan prosentase (38%). Kepala sekolah merupakan penanggung 
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jawab pendidikan pada satuan pendidikan secara keseluruhan, termasuk 

penanggung jawab dalam menyusun kebijakan pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling. Keberhasilan suatu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling 

tidak lepas dari peran kepala sekolah dalam mendukung segala bentuk kegiatan 

bimbingan dan konseling. Berdasarkan data kualitatif dari hasil penelitian, 

diketahui bahwa kepala sekolah menjalankan tugasnya yaitu berupa pengawasan 

yang bertujuan untuk mengevaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk kemajuan 

bimbingan dan konseling. Kepala sekolah mayoritas mengadakan pengawasan 

secara insidental sedangkan hanya beberapa yang mengadakan pengawasan secara 

berkala atau setiap satu bulan sekali.  

Penelitian kedua yang relevan dengan judul penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Rifki Nur Hanafi yaitu Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan 

dan Konseling Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 

SMP Negeri Se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri Se-Kota 

Semarang secara umum masih belum sesuai sepenuhnya dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu dengan prosentase perencanaan (50%), 

pelaksanaan (60%), dan evaluasi (60%). (Hanafi, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifki Nur Hanafi 

tersebut dapat diketahui bahwa kepala sekolah merupakan salah satu faktor 

eksternal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMP 

Negeri Se-Kota Semarang. Dari hasil analisis data kuantitatif dalam aspek kepala 
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sekolah, kepala sekolah sudah mendukung dan berperan sebagai manajer sekolah 

dan peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan suatu layanan. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Siti Aminah yaitu Implementasi 

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Turen Malang. Dari hasil 

penelitian ini dapat dipaparkan bahwa Kebijakan yang disusun oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di MTs Negeri Turen Malang 

adalah dengan mengadakan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) pada 

tingkat Tsanawiyah sub rayon, mengikuti studi banding, Workshop, mengikuti 

pengajian tafsir tiap satu bulan sekali dan juga adanya kursus komputer pada 

semua guru. Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi guru PAI di MTs Negeri Turen Malang adalah telah berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun pelaksanaan dalam 

kebijakan tesebut telah mengalami peningkatan pada kompetensi guru PAI baik 

itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan  

kompetensi sosial yang didukung dengan fasilitas yang ada dan biaya yang telah 

disiapkan dari sekolah. (Aminah, 2009). 

 

2.2 Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan Bimbingan 

dan Konseling 
 

Penjelasan mengenai kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan 

bimbingan dan konseling dimulai dengan uraian tentang pengertian kebijakan 

kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, tahapan kebijakan 

dan tugas serta tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling. 
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2.2.1 Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling 

 

Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling 

terdiri dari dua hal yaitu kebijakan kepala sekolah dan pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

2.2.1.1 Kebijakan Kepala Sekolah 

Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala 

sekolah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan kepala sekolah terlebih 

dahulu kita harus mengetahui makna dari kebijakan. 

2.2.1.1.1 Kebijakan 

2.2.1.1.1.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan menurut Harman (dalam Fattah, 2012: 135) mendefinisikan 

kebijakan sebagai spesifikasi implisit atau eksplisit dari serangkaian tujuan 

tindakan yang diikuti atau harus diikuti yang terkait dengan pengenalan masalah 

atau masalah penting dan petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

Sementara Hogwood dan Gunn (dalam Fattah, 2012: 135) membedakan 

kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan, kebijakan sebagai suatu ekspresi 

umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Sedangkan Harman 

(dalam Fattah, 2012: 135) mendefinisikan kebijakan sebagai spesifikasi implisit 

atau eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti yang 

terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan petunjuk untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga merupakan suatu keadaan atau 

pendirian yang dikembangkan untuk merespons masalah atau konflik dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Menurut Fattah (2012: 133), menunjukkan bahwa:  

 

Kebijakan lebih dari hanya sekedar wacana, kebijakan itu 

multidimensi, kebijakan itu memegang teguh nilai, kebijakan itu 

kontekstual, pembuatan kebijakan itu merupakan kegiatan negara, 

kebijakan pendidikan berhubungan dengan kebijakan bidang 

lainnya, implementasi kebijakan tidak pernah terus terang, dan 

akibat kebijakan tidak diinginkan seperti tidak diinginkannya 

dampak. 

 

Menurut Carley (dalam Fattah, 2012 : 136) ada tiga unsur kebijakan, yaitu 

pertama kebijakan politis tentang nilai-nilai yang akan dialokasikan, kedua 

determinasi rasional melalui langkah-langkah tertentu, dan yang ketiga perlunya 

pengakuan bahwa struktur birokrasi akan mempengaruhi pencapaian kebijakan. 

Tiga elemen kebijakan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan 

kebijakan publik. Lingkungan kebijakan yaitu konteks khusus di mana kejadian-

kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

penyusun kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, hal ini berarti bahwa 

dimensi objektif dan subjektif dari penyusunan kebijakan tidak terpisahkan di 

dalam praktiknya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Tiga Elemen Sistem Kebijakan 

Sumber: William N. Dunn (dalam Fattah, 2012: 136) 

Pelaku Kebijakan 

Kebijakan Publik Lingkungan 

Kebijakan 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dikembangkan untuk merespons 

terkait dengan keadaan atau permasalahan penting yang diikuti atau harus diikuti 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

 

2.2.1.1.1.2 Model-Model Kebijakan 

Menurut Stokey dan Zeckhuaser (dalam Fattah, 2012: 59) model adalah 

representasi dari sebuah aspek dalam dunia nyata yang disederhanakan. 

Terkadang model berupa objek, sebuah situasi atau proses. Terkait dengan model 

ini, William Dunn (dalam Fattah, 2012 : 61-63) menjelaskan ada sejumlah model 

analisis kebijakan, yaitu: 

1) Model Deskriptif 

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau memprediksikan 

sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. 

Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi 

kebijakan. 

2) Model Normatif 

Model ini bertujuan bukan hanya untuk menjelaskan dan atau 

memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk 

mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai). Di antara beberapa jenis 

model normatif yang digunakan oleh para analis kebijakan adalah model 

normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang 

optimum. Masalah-masalah keputusan normatif biasanya dalam bentuk 

mencari nilai-nilai variabel yang terkontrol (kebijakan) yang akan 
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menghasilkan manfaat terbesar (nilai) sebagai terukur dalam variabel 

keluaran yang hendak diubah oleh para penyusun kebijakan. Salah satu model 

normatif yang paling sederhana dalam dunia pendidikan contohnya adalah 

bagaimana penentuan standar kelulusan bagi siswa kelas III. Dampaknya 

banyak sekolah yang berupaya mencapai standar tersebut dengan berbagai 

cara baik yang sehat dan rasional maupun yang tidak sehat dan melanggar 

aturan yang telah ditetapkan. 

3) Model Verbal 

Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa 

logika simbolis dan matematika. Dalam menggunakan model verbal, analis 

berdasar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan 

rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan dalam 

bentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah 

dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. 

Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah-masalah yang digunakan 

untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau 

tersembunyi sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis 

argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan. 

4) Model Simbolis 

Model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk 

menerangkan hubungan di antara variabel-variabel kunci yang dipercaya 

memiliki sifat (characterize) suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal 

diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode matematika, 
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statistia, dan logika. Kelemahan model simbolis adalah hasilnya mungkin 

tidak mudah diinterpretasikan, bahkan di antara para spesialis karena asumsi-

asumsinya tidak dinyatakan secara memadai. 

5) Model Prosedural 

Menurut Fattah (2012 : 63-64), model ini menampilkan hubungan 

yang dinamis di antara variabel-variabel yang diyakini menjadi suatu ciri 

masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi optimal diperloleh dengan 

menyimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin. Model 

prosedural juga memanfaatkan model ekspresi yang simbolis. Perbedaan 

utama model simbolis dan prosedural adalah bahwa model simbolis 

menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan di antara variabel-

variabel kebijakan dan hasilnya, sedangkan model prosedural mengasumsikan 

hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Kelebihan dari model 

prosedural adalah bahwa model ini memungkinkan simulasi dan penelitian 

yang kreatif, kelemahannya adalah bahwa model ini sering mengalami 

kesulitan untuk mencari data atau argumen yang memperkuat asumsi-

asumsinya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah 

model yang bisa digunakan dalam menganalisis kebijakan yaitu model deskriptif 

dan model normatif. Model deskriptif berupaya menggambarkan dan menjelaskan 

sesuatu, atau memprediksi sebuah variabel yang dapat mereaksi perubahan dari 

suatu bagian sebuah sistem. Sedangkan model normatif bertujuan bukan hanya 

untuk menjelaskan atau memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan 
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rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai dan tujuan. Model 

lain yang bisa digunakan adalah model prosedural. Model ini menampilkan 

hubungan yang dinamis antara variabel-variebel yang diyakini menjadi ciri suatu 

masalah kebijakan. 

 

2.2.1.1.1.3 Faktor Penentu  Keberhasilan Kebijakan 

Tolok ukur suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi. Implementasi 

kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan 

mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut sebagai 

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan diterapkan, baik yang 

terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah maupun operasional yang 

ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, 

guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah diterapkan tersebut. Tingkat 

keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur yang bersifat mendukung 

atau menghambat serta lingkungan baik fisik maupun sosial budaya.  

Implementasi kebijakan baru akan terlihat setelah kebijakan tersebut 

dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan 

merupakan salah satu tahap penting dalam menentukan proses perumusan 

kebijakan selanjutnya sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam 

mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Berhasil atau tidaknya 

suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor.  

Solichin Abdul Wahab (dalam Bahtiar, 2011 : 42)  mengemukakan faktor-

faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain: 

1) Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan, 
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2) Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah, 

3) Sumber-sumber potensial yang mendukung, 

4) Keahlian pelaksanaan kebijakan 

5) Dukungan dari khalayak sasaran, 

6) Efektivitas dan efisiensi birokrasi. 

 

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Keberhasilan atau 

kegagalan dari implementasi kebijakan dapat dievaluasi kemampuan kebijakan 

tersebut yang secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang telah 

dirancang sebelumnya. Sebaliknya proses implementasi kebijakan perlu 

dievaluasi dengan cara mengukur dan membandingkan antara hasil akhir 

program-program yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan kebijakan. 

 

2.2.1.1.1.4 Prinsip-Prinsip Kebijakan 

Prinsip-prinsip diperlukan dalam suatu kebijakan sebagai acuan dalam 

menilai suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Dapat tidaknya prinsip-

prinsip yang dijadikan acuan dalam menilai kelayakan suatu kebijakan 

pendidikan, sangat ditentukan oleh kondisi konteks implementasi kebijakan.  

Menurut Bahtiar (2011 : 55) untuk menilai layak tidaknya suatu kebijakan, 

harus dilihat dari ukuran-ukuran berikut: 

1) Dari aspek formulasi kebijakan pendidikan ialah: (a) filsafat pendidikan yang 

dipakai dasar penyelenggaraan pendidikan; (b) teori dan ilmu yang dipakai 

rujukan untuk setiap komponen pendidikan (general theory, middle range 

theory, dan operational theory); (c) sistem nilai yang dijadikan dalam 

pengembangan asumsi-asumsi yang melandasi praktik-praktik pendidikan. 
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2) Pada tatanan implementasi kebijakan ialah: (a) prioritas permasalahan pada 

setiap aspek substansi pendidikan; (b) pendekatan, proses, dan prosedur 

implementasi yang digunakan; (c) peran-peran pelaku kebijakan dari policy 

maker, organizational level, dan operational level; (d) setting lingkungan 

yang sangat memungkinkan berpengaruh terhadap keseluruhan aspek 

kebijakan, baik pada saat proses perumusan, implementasi, maupun 

lingkungan.  

3) Pada tatanan evaluasi kebijakan pendidikan berkenaan dengan norma, alat 

ukur, dan prosedur yang digunakan. Terutama terhadap aspek: (a) dampak 

terhadap efisiensi penggunaan sumber daya; (b) kemanjurannya terhadap 

pencapaian target and means; (c) akuntabilitas para pelaku kebijakan pada 

semua tingkatan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

suatu kebijakan terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam menilai 

kelayakan suatu kebijakan. Pandangan nilai tentang suatu kebijakan tidak sekedar 

etika dalam arti baik atau tidak baik, tetapi lebih ditekankan pada tujuan dari 

penyusunan kebijakan tersebut.  

 

2.2.1.1.2  Kepala Sekolah 

Menurut Wahjosumidjo (2007:83), kata kepala sekolah terdiri dari 

“kepala“ dan “sekolah“. Kata “kepala“ dapat diartikan “Ketua“ atau “Pemimpin“ 

dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sedangkan “Sekolah“ adalah sebuah 

lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.  
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Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Dalam 

wikipedia, disebutkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang 

diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala 

sekolah pada hakekat etimologisnya merupakan padanan dari school principal, 

yang tugas kesehariannya menjalankan principalship atau kekepalasekolahan. 

Istilah kekepalasekolahan mengandung makna sebagai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah. Terdapat 

beberapa istilah untuk menyebut jabatan kepala sekolah, seperti administrasi 

sekolah (school administrator), pimpinan sekolah (school leader), manajer seolah 

(school manager), dan sebagainya. 

Kepala sekolah harus mempunyai kriteria atau kualifikasi umum sebagai 

seorang kepala sekolah, yaitu: (a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau 

diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi 

yang terakreditasi; (b) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia 

setinggi-tingginta 56 tahun; (c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-

kurangnya 5 tahun; (d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan non PNS disertakan dengan kepangkatan yang 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 

Tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengatur situasi, 

mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga dan menjadi juru 

bicara kelompok. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama 
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dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah 

dituntut untuk mampu berperan ganda, baik sebagai catalyst, solution givers, 

process helper, maupun resource linker. (a) Catalyst, berperan meyakinkan orang 

lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik; (b) Solution 

givers, berperan mengingatkan terhadap tujuan akhir dari perubahan; (c) Process 

helper, berperan membantu kelancaran proses perubahan, khususnya 

menyelesaikan masalah dan membina hubungan antara pihak-pihak yang terkait; 

(d) Resource linker, berperan menghubungkan orang dengan sumber dana yang 

diperlukan. 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin seharusnya dalam praktik 

sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan mempraktikkan fungsi 

kepemimpinan di dalam kehidupan sekolah, yaitu:  

1) Kepala sekolah harus dapat memperlakukan sama terhadap orang-orang yang 

menjadi bawahannya, sehingga tidak terjadi diskriminasi, sebaliknya dapat 

diciptakan semangat kebersamaan di antara mereka yaitu guru, staf dan para 

siswa, 

2) Sugesti atau saran sangat diperlukan oleh para bawahan dalam melaksanakan 

tugas. Para guru, staf dan siswa suatu sekolah hendaknya selalu mendapatkan 

saran anjuran dari kepala seolah sehingga dengan saran tersebut selalu dapat 

memelihara bahkan meningkatkan semangat, rela berkorban, rasa 

kebersamaan dalam melaksanakan tugas masing-masing, 

3) Dalam mencapai tujuan setiap organisasi memerlukan dukungan, dana, sarana 

dan sebagainya. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memenuhi atau 
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menyediakan dukungan yang diperlukan oleh para guru, staf dan siswa, baik 

berupa dana, peralatan, waktu, bahkan suasana yang mendukung, 

4) Kepala sekolah berperan sebagai katalisator, dalam arti mampu menimbulkan 

dan menggerakkan semangat para guru, staf dan siswa dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan,  

5) Kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat menciptakan rasa aman di 

lingkungan sekolah, 

6) Kepala sekolah pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para guru, staf 

dan siswa. Oleh sebab itu kepala sekolah harus selalu membangkitkan 

semangat para guru, staf dan siswa, 

7) Setiap orang dalam kehidupan organisasi baik secara pribadi maupun 

kelompok, keutuhannya diperhatikan dan dipenuhi. Penghargaan dan 

pengakuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan 

pangkat, fasilitas, kesempatan mengikuti pendidikan dan sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepala 

sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah yang harus mempunyai kriteria 

atau kualifikasi umum sebagai seorang kepala sekolah salah satu diantaranya 

adalah berjiwa kepemimpinan yang bertugas memimpin organisasi sekolah yaitu 

mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, dan memberdayakan 

masyarakat dan lingkungan sekitar.  

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala 

sekolah adalah hasil keputusan-keputusan yang disusun secara arif dan bijaksana 
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oleh kepala sekolah untuk seseorang/sekelompok orang guna untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan. 

Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam 

penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas pendidikan 

kabupaten / kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah. Seorang 

kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan 

nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kepala sekolah bertanggung 

jawab penuh akan sekolah tersebut. Sehubungan dengan hal itu seorang kepala 

sekolah merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga. Karena kepala sekolah 

adalah seorang pemimpin di lembaganya dan ia yang membawa lembaganya ke 

arah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.  

Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan 

sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan 

peranan kepala sekolah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin sekolah. Keberhasilan sekolah adalah merupakan salah satu usaha dari 

kepala sekolah. Dimana kepala sekolah tersebut menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik. Untuk mencapai peningkatan mutu sekolah, maka seorang 

kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformasikan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan 

sekolah merupakan suatu turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan. 

Menurut Beare dan Boyd (dalam Aminah, 2009 :31) terdapat 5 jenis 

kebijakan pendidikan yang mencakup:  
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1) Penataan / penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan  

2) Mengalokasikan sumber daya untuk dan pelayanan pendidikan  

3) Menentukan tujuan pemberian pelayanan pendidikan  

4) Menentukan pelayanan pendidikan yang hendak diberikan  

5) Menentukan tingkat investasi dalam mutu pendidikan untuk 

memajukan pertumbuhan ekonomi. 

 

Dari hal tersebut diatas diketahui bahwa peran seorang kepala sekolah 

sangat  dibutuhkan dalam lembaga tersebut. Dengan menjalankan fungsi kepala 

sekolah sebagai leader (pemimpin) dalam mengimplementasikan kebijakan 

pendidikan dalam semua aspek. 

 

2.2.1.2 Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

2.2.1.2.1 Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria 

maupun wanita yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan 

pendidikan yang memadai kepada seseorang, dari semua usia untuk membantunya 

mengatur kegiatan, keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri (Crow 

& Crow, dalam Mugiarso 2011: 2)  

Sertzer & Stone dalam Smit yang dikutip Prayitno (2004:100), 

mengemukakan bahwa konseling merupakan suatu proses dimana konselor 

membantu konseli dalam menyusun intepretasi-intepretasi tentang fakta-fakta 

yang berhubungan dengan pilihan, rencana, penyesuaian-penyesuaian yang perlu 

disusunnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan 

konseling adalah proses pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara 

individual maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara 
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optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, 

kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan 

kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.   

 

2.2.1.2.2 Kedudukan Bimbingan Konseling dalam Pendidikan di Sekolah 

Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan 

positif dalam diri siswa yang sedang berkembang menuju kedewasaannya secara 

utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam sistem pendidikan di sekolah telah 

dikembangkan 3 sub sistem, yang meliputi sub sistem administrasi 

(administration), sub sistem pengajaran (instruction) dan sub sistem pemberian 

bantuan atau pembinaan siswa(pupil/student personal service). Bidang bimbingan 

dan konseling termasuk pada bidang pemberian bantuan/pembinaan siswa. Untuk 

lebih jelasnya dapat disajikan gambar yang dikemukakan oleh Mortensen dan 

Schumuller (1976) yang dikutip Prayitno (2004:240): 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Bidang-Bidang Pelayanan di Sekolah 

Sumber: Prayitno (2004: 240) 
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Dalam gambar tersebut terdapat tiga bidang pelayanan pendidikan, yaitu 

bidang kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi dan supervisi, dan bidang 

bimbingan dan konseling. 

1) Bidang Kurikulum dan Pengajaran 

Bidang ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan 

pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. 

2) Bidang Administrasi dan Supervisi 

Bidang ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab 

dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan 

dan administrasi sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan dan 

pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, dan pengawasan. 

3) Bidang Bimbingan dan Konseling 

Bidang ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu 

kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta 

didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan tahap-tahap 

perkembangannya. 

Ketiga sub bidang ini bekerja sama menurut fungsinya masing-masing, 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya 

meliputi beberapa komponen/aspek yang secara bersama-sama merupakan suatu 

kebulatan. Komponen-komponen itu berupa komponen intelektual, komponen 

sikap, komponen nilai-nilai hidup dan juga komponen ketrampilan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut belum cukup apabila hanya melalui bidang pengajaran, 
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meskipun disadari bidang pengajaran memang merupakan bidang utama dalam 

keseluruhan pendidikan di sekolah.  

Antara bidang yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang saling 

isi mengisi. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan 

yang berarti terhadap pengajaran. Misalnya proses belajar mengajar akan berjalan 

dengan lancar apabila siswa terbebas dari masalah-masalah yang mengganggu 

proses belajarnya. Pembebasan masalah siswa tersebut dilakukan melalui 

pelayanan bimbingan dan konseling. Demikian juga terhadap administrasi dan 

supervisi, bimbingan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti, 

misalnya dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum, pengembangan 

program-program pengajaran, pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka 

penciptaan iklim yang benar-benar menunjang bagi pemenuhan kebutuhan dan 

perkembangan siswa. 

Bidang pengajaran dan administrasi juga dapat memberikan sumbangan 

besar bagi suksesnya bimbingan dan konseling. Bidang kurikulum dan pengajaran 

merupakan lahan yang efektif bagi terlaksananya program-program bimbingan 

dan konseling. Bidang administrasi dan supervisi memberikan sumbangan besar 

bagi pelayanan bimbingan dan konseling melalui berbagai kebijakan dan 

pengaturan yang menghasilkan kondisi yang memungkinkan berjalannya layanan-

layanan itu secara optimal, sehingga segenap fungsi-fungsi dan jenis layanan serta 

kegiatan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai 

sasaran.  
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Fungsi ketiga sub sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Sub 

sistem administrasi pendidikan sekolah berfungsi untuk mengatur kerja sama 

antara manusia dalam lembaga sekolah dengan pendayagunaan penunjang non 

manusia secara efektif dan efisien, yang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengawasan. Sub sistem pengajaran melaksanakan policy 

sekolah menurut kurikulum yang telah ditentukan. Sub sistem bimbingan dan 

konseling menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada siswa yaitu 

membantu siswa untuk mengambil manfaat semaksimal mungkin dari 

pendidikannya atau membantu siswa untuk berkembang secara optimal. Jelaslah 

bahwa apabila satu di antara ketiga sub sistem ini tidak berfungsi secara efektif, 

tentu saja akan berpengaruh pada pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. 

Bimbingan dan konseling sebagai salah salah satu sub sistem pendidikan 

di sekolah harus dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Setiap 

siswa dengan segala keunikannya masing-masing, dengan berbagai kebutuhannya, 

yang kadang-kadang memerlukan orang-orang/personil tertentu untuk 

membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan/keunikannya, 

memecahkan persoalan/masalah yang dihadapinya serta memenuhi kebutuhannya. 

Guru dan kepala sekolah telah banyak dituntut untuk melaksanakan tugasnya 

masing-masing, maka peranan guru BK di sekolah semakin penting. Pelayanan 

bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara efektif akan memberikan 

sumbangan yang berarti bagi keberhasilan pendidikan di sekolah. Bantuan 

terhadap siswa dalam mengatasi masalah belajar, masalah pribadi, masalah sosial, 

masalah karir merupakan tugas dari pada pelayanan bimbingan dan konseling. 
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2.2.1.2.3 Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Mugiarso (2011 : 110) mengemukakan bahwa manajemen bimbingan dan 

konseling di sekolah agar bisa berjalan seperti yang diharapkan antara lain perlu 

didukung oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Organisasi yang demikian 

itu secara tegas mengatur kedudukan, tugas dan tanggung jawab para personil 

sekolah yang terlibat. Demikian pula, organisasi tersebut tergambar dalam 

struktur atau pola organisasi yang bervariasi yang tergantung pada keadaan dan 

karakteristik sekolah masing-masing.  

Berikut ini contoh bagan struktur organisasi bimbingan dan konseling di 

Sekolah Menengah Atas (SMA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Bagan Struktur Organisasi BK di SMA 

Sumber: Rahim (2013: 11) 
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Keterangan: 

1) Kan Depdiknas, adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah, dalam hal ini adalah pengawas. 

2) Kepala Sekolah (bersama wakil kepala sekolah) adalah penanggung 

jawabpendidikan pada satuan pendidikan secara keseluruhan, termasuk 

penanggung jawab dalam menyusun kebijakan pelaksanaan pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

3) Koordinator bimbingan dan konseling (bersama guru BK sekolah) adalah 

pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling. 

4) Guru mata pelajaran , adalah pelaksana pengajaran dan praktik / latihan. 

5) Wali kelas, adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi 

pembinaan dan administrasi (seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran 

siswa) satu kelas tertentu. 

6) Siswa, adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik/ 

latihan dan bimbingan di sekolah. 

7) Tata usaha, adalah pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan 

administrasi dan ketatausahaan. 

8) Komite sekolah, adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua 

dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan satuan 

pendidikan yang bersangkutan. 

Secara rinci, perlunya struktur organisasi dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1) Tercipta hubungan dan mekanisme kerja yang efektif antara personil-personil 

yang terlibat dalam organisasi bimbingan dan konseling. 

2) Setiap personil mengetahui dengan tegas dan jelas tugas, wewenang dan 

tanggugjawab masing-masing. 

3) Guru BK mengetahui apa yang harus dikerjakannya, dengan siapa ia bekerja, 

dimana pekerjaan harus dilakukannya. 

4) Memungkinkan terlaksanannya layanan bimbingan dan konseling yang 

efektif di sekolah. 

Memperhatikan pentingnya struktur organisasi, maka pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah harus dirumuskan dalam struktur yang jelas. 

Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling dikatakan jelas apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting, baik vertikal maupun 

horizontal, sehingga mampu sebesar-besarnya kemadukan berbagai kerjasama 

dan pelaksanaannya, serta berbagai sumber yang berguna bagi pelayan 

bimbingan dan konseling. 

2) Sederhana, sehingga jarak antara penetapan pelaksanaan dan upaya 

pelaksanaannya tidak terlampau panjang, keputusan dapat dengan cepat 

ditetapkan tetapi dengan pertimbangan yang cermat, dan pelaksanaan 

layanan/kegiatan bimbingan dan konseling terhindar dari urusan birokrasi 

yang tidak perlu. 
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3) Luwes dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya 

pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi, yang 

semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik. 

4) Menjamin keberlangsungannya kerjasama, sehingga semua unsur dapat saling 

menunjang dan semua upaya serta sumber dapat dikoordinasikan demi 

kelancarandan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling untuk 

kepentingan peserta didik. 

5) Menjamin terlaksananya pengawasan, penilalian dan upaya tindak lanjut, 

sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program bimbingan dan 

konseling yang berkualitas dapat terus dimantapkan. Pengawasan dan 

penilaian hendaknya dapat berlangsung secara vertikal (dari atas ke bawah 

dan dari bawah ke atas), dan secara horizontal (penilaian sejawat). 

 

2.2.1.2.4 Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

Istilah manajemen berasal dari kata management dalam bahasa Inggris. 

Banyak pakar yang mengartikan istilah manajemen dalam berbagai versi. Namun 

pada prinsipnya manajemen memuat makna segala upaya menggerakkan individu 

atau kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya dalam 

suatu sistem untuk mencapai tujuan. Apabila diterapkan ke dalam pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling 

adalah segala upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendaya 

gunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya (tenaga, dana, 

sarana/prasarana) dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk 
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menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai 

tujuan (Mugiarso, 2011 : 103-104). 

Menurut Mugiarso (2011 : 103) suatu program pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara, dan tercapai 

apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. Manajemen 

yang bermutu sendiri akan banyak ditentukan oleh kemampuan manajer 

pendidikan di sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan 

dan mengendalikan sumber daya yang ada. 

Menurut Suherman (2011 : 29) pada dasarnya penerapan manajemen 

adalah untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan. Dalam upaya menca[ai 

tujuan itu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal tujuan terlebih 

dahulu. Kejelasan pengenalan terhadap tujuan akan memberikan (1) kepastian 

arah; (2) memfokuskan usaha; (3) menjadi pedoman rencana dan keputusan; (4) 

mempermudah pelaksanaan evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai, 

termasuk mengidentifikasi faktor penghambat dan penunjangnya. 

John F. Mee (dalam Suherman, 2011 : 30) memberikan sifat-sifat yang 

seharusnya terkandung dalam tujuan sehingga dapat mempermudah pemahaman 

tentang arti atau makna yang terkandung dalam tujuan, diantaranya tujuan 

harus(1) ditentukan sebelum aktifitas organisasi dimulai; (2) dapat dimengerti 

oleh semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan aktivotas organisasinya; (3) 

dinyatakan baik secara tertulis ataupun lisan; (4) menjadi pegangan bagi para 

personel organisasi dalam proses pencapaiannya. 
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Fungsi manajemen menurut Suherman (2011 : 30) adalah memberikan 

alur aktivitas, penetapan posisi dan peran serta tanggung jawab setiap personel 

dalam menjalankan aktivitas organisasinya secara efektif dan efisien. Secara rinci 

fungsi manajemen adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi tugas setiap 

personel dan antar personel organisasi. 

2) Mendorong setiap personel melaksanakan tugas-tugasnya 

secara efetif dan efisien. 

3) Memudahkan pelaksanaan analisis tugas dan tanggung jawab 

setiap personel organisasi secara efektif. 

 

Selanjutnya Terry dan Rue dalam Rahim (2013: 5-6) menjelaskan fungsi-

fungsi manajemen sebagai berikut : 

1) Planning, kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 

suatu masa yang akan datang dan apa yang harus dilakukan agar mencapai 

tujuan-tujuan itu. Dalam manajemen bimbingan dan konseling, planning 

berarti menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling, dari program 

tahunan hingga program harian dalam bentuk satuan layanan (satlan) dan 

satuan kegiatan pendukung (satkung) harus dilakukan oleh guru BK. 

2) Organizing, kegiatan mengelompokkan dan menetukan berbagai kegiatan 

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

itu. Organizing dalam manajemen bimbingan dan konseling dilaksanakan 

agar program yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien, 

tentu saja perlu melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah yakni kepala 

sekolah, guru (guru bidang studi dan wali kelas). Peranan dan tanggung jawab 

masing-masing pihak tersebut perlu dianalisis dengan seksama sehingga 

terjadi jalinan kerjasama yang harmonis. 
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3) Staffing, kegiatan-kegiatan menentukan keperluan-keperluan sumber daya 

manusia, pengerahan, penjaringan, latihan, dan pengembangan tenga kerja. 

Staffing dalam manajemen bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk 

meningkatkan profesinalisme guru BK, perlu diupayakan keikutsertaan 

mereka dalam kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya ataupun pelatihan 

tentang bimbingan dan konseling. Dapat pula dibentuk kelompok kerja 

bimbingan dan konseling (musyawarah guru BK) yang secara berkala 

melakukan pertemuan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang 

ditemui dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah 

masing-masing. 

4) Motivating, kegiatan untuk mengarahkan menyalurkan perilaku manusia ke 

arah tujuan-tujuan. Motivating dalam manajemen bimbingan dan konseling 

dengan cara melakukan upaya-upaya peningkatan motivasi kerja guru BK 

melalui pemberian penghargaan, insentif dan sebagainya. 

5) Controlling, kegiatan mengukur pencapian tujuan, menentukan sebab-sebab 

penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. 

Controlling dalam manajemen bimbingan dan konseling berarti melakukan 

evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, 

melakukan analisis terhadap hasil evaluasi serta melakukan tindak lanjut 

terhadap hasil analisis hasil evaluasi. 

Menurut Mugiarso (2011 : 104-110), dalam manajemen bimbingan dan 

konseling mencakup beberapa aspek yaitu: perencanaan dan pengorganisasian 

program, pelaksanaan dan pengarahan program, evaluasi dan supervisi. 
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1) Perencanaan program 

Sebagai sub sistem pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling dalam 

gerak pelaksanaannya tidak pernah lepas dari perencanaan yang seksama dan 

bersistem. Suatu kegiatan apabila dilakukan secara sembarang, tak terencana 

dapat dipastikan hasilnya tidak akan diketahui secara pasti. Demikian juga 

halnya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, apabila tidak 

dilakukan secara terencana dan sembarang saja maka tidak akan dapat 

diketahui seberapa hasil yang telah dicapai dalam konteks kontribusinya bagi 

pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Maka disinilah terlihat arti 

pentingnya suatu program bagi penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

2) Pelaksanaan dan Pengarahan Program Bimbingan dan Konseling 

Setiap sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program 

bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari program sekolah secara 

keseluruhan. Program inilah yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Dalam pelaksanaan 

program ini agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka diperlukan 

pengarahan agar terjadi suatu tata kerja yang diwarnai oleh koordinasi dan 

komunikasi yang efektif di antara staf bimbingan dan konseling. Pengarahan 

ini juga dilakukan untuk memotivasi staf dalam melakukan tugas-tugasnya 

sehingga memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program 

yang telah direncanakan. 

3) Evaluasi Pelaksanaan Program 
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Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya 

menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Evaluasi program merupakan salah satu komponen sistem bimbingan 

dan konseling yang sangat penting, karena mengacu pada hasil evaluasi itulah 

dapat diambil simpulan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan dapat 

mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak, 

kegiatan itu dilanjutkan atau sebaliknya direvisi dan sebagainya. 

4) Supervisi Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Supervisi merupakan aspek penting dalam manajemen program bimbingan 

dan konseling. Manfaat pokok dari supervisi adalah untuk mengendalikan 

personil pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan 

kendala yang muncul, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan 

permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapai pelaksanaan yang 

lancar ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. 

 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan 

kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan konseling merupakan wewenang 

dari kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam memberikan 

ketetapan/wewenang untuk bimbingan konseling demi keberhasilan program 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang tidak hanya ditentukan oleh 

keahlian dan ketrampilan para petugas bimbingan dan konseling saja, namun juga 

sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah,  terutama 

dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. 
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2.2.2 Tahapan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan Bimbingan 

dan Konseling 

 

Tahapan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 

dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 

kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan 

hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya 

suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan 

hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang 

diinginkan. 

Ada tiga tahapan kebijakan dalam suatu kebijakan pendidikan yaitu: 

formulasi, implementasi dan evaluasi (William Dunn, dalam 

http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-

kebijakan-publik.html). Kepala sekolah sebagai petugas yang profesional dituntut 

untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan 

pendidikan tersebut. 

Mengacu pada tiga tahapan kebijakan pendidikan tersebut, tahapan yang 

bisa dilakukan kepala sekolah dalam memberikan kebijakan terhadap pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah yaitu sebagai berikut: yaitu sebagai berikut:  

2.2.2.1 Formulasi Kebijakan  

Formulasi adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi kebijakan 

adalah pembuatan / perumusan suatu kebijakan oleh kepala sekolah yang 

berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Berikut adalah tahap-tahap 

http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.html
http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.html
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dalam proses penyusunan kebijakan kepala sekolah terhadap bimbingan dan 

konseling:  

1) Penyusunan agenda, yakni disini menempatkan masalah yang berkaitan 

dengan bimbingan dan konseling pada agenda sekolah.  

2) Formulasi kebijakan, yakni merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi 

masalah.  

3) Adopsi kebijakan, yakni alternatif  kebijakan tersebut diadopsi / diambil 

untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

4) Implementasi kebijakan, yakni kebijakan yang telah diambil dilaksanakan 

dalam agenda sekolah.  

5) Penilaian kebijakan, yakni tahap ini tahap penilaian dalam penyusunan 

kebijakan dan pencapaian tujuan dalam kebijakan kepala sekolah. 

Dalam penyusunan kebijakan mengandung beberapa isi penting yang 

dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Adapun isi 

kebijakan mencakup:  

1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan  

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan  

3) Derajat perubahan yang diinginkan  

4) Kedudukan penyusun kebijakan  

5) Siapa pelaksana program  

6) Sumber daya yang dikerahkan 
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2.2.2.2 Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan 

agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan 

kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling adalah serangkaian 

aktifitas sebagai perwujudan dan realisasi dari keputusan yang telah menjadi 

kebijakan dari kepala sekolah yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling.  

Terdapat 4 faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu: 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur  birokrasi. 

Untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan ada 2 pilihan langkah yaitu: 

pertama, secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program 

sekolah. Kedua, dapat melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan 

nasional. 

 

2.2.2.3 Evaluasi Kebijakan 

Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan pengevaluasian 

dalam kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling 

tersebut. Karena dengan evaluasi dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

kebijakan tersebut telah tercapai. Evaluasi merupakan langkah menerima umpan 

balik yang utama dari proses kebijakan. 

Evaluasi kebijakan akan memberikan informasi yang mempermudah 

stakeholders sekolah untuk dapat mengetahui ketercapaian dari tujuan kebijakan 

tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan disini adalah untuk mengidentifikasikan 

tingkat keberhasilan pelaksanaan yang dicapai sesuai dengan sasaran. Tujuan dari 
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evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman 

terdahulu. 

 

2.2.3 Tugas dan Peran Kepala Sekolah dalam Bimbingan dan Konseling 

Menurut Direktorat Jendral PMTK, tugas kepala sekolah adalah 

mengkoordinasi segenap kegiatan yang direncanakan, diprogramkan dan 

berlangsung di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan 

dan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis. 

Adapun tugas dari kepala sekolah antara lain adalah: 

 

e. Menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai 

fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan 

bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. 

f. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan 

dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut 

pelayanan bimbingan konseling 

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan 

dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama 

dinas pendidikan yang menjadi atasannya 

h. Menyediakan fasilitas, kesempatan dan dukungan dalam 

kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah 

bidang bimbingan dan konseling 

 

Menurut Mugiarso (2011: 113), sebagai penanggung jawab kegiatan 

pendidikan di sekolah, tugas kepala sekolah adalah: 

1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, yang meliputi 

kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan konseling di 

sekolah, 

2) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang 

diperlukan dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah, 

3) Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan 

dan konseling di sekolah, 

4) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah, 
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5) Menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung 

jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru 

pembimbing/konselor, 

6) Membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan 

dan konseling pada setiap awal semester, 

7) Menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan 

konseling sebagai bahan angka kredit bagi guru 

pembimbing/konselor, 

8) Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, 

9) Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap 

minimal 40 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang 

pendidikan bimbingan dan konseling. 

 

Menurut Suherman (2011 : 44-45) kepala sekolah adalah penanggung 

jawab seluruh kegiatan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya, baik kegiatan 

pengajaran, pelatihan, maupun kegiatan bimbingan. Artinya tercapai tidaknya 

tujuan pendidikan di lembaga atau sekolah yang ia pimpin sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab kepala sekolah. Karena bimbingan dan konseling merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan, maka kepala 

sekolah memiliki tugas dan peran dalam: 

1) Penentuan staf personel bimbingan dan konseling, 

2) Penyusunan program bimbingan dan konseling, 

3) Sosialisasi dan penetapan program bimbingan dan konseling 

kepada civitas sekolah sebagai bagian dari program pendidikan, 

4) Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana ang diperlukan 

dalam kegiatan bimbingan dan konseling, 

5) Pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan 

konseling, 

6) Pengembangan kerjasama dengan instansi atau profesi lain 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan 

konseling, 

7) Pengembangan program bimbingan dan konseling termasuk 

pembinaan dan pelatihan personel bimbingan dan konseling. 
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Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas dan 

peran kepala sekolah terhadap pelayanan BK di sekolah antara lain: 

1) Menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya 

untuk kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling 

yang efektif dan efisien. Meliputi: 

a) Menyediakan ruang bimbingan konseling, seperti ruang konseling 

individual, konseling kelompok, ruang kerja konselor, ruang tamu. 

b) Mengangkat / memilih guru BK yang berkompeten dan profesional. 

c) Mengalokasikan anggaran dana untuk kepentingan bimbingan konseling 

di sekolah. 

d) Menyediakan jam untuk bimbingan konseling masuk kelas. 

e) Menetapkan koordinator guru BK yang bertanggung jawab atas 

koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan 

kesepakatan bersama guru BK. 

f) Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan 

konseling di sekolah 

2) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan 

konseling, yaitu: 

a) Mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan bimbingan 

konseling di sekolah 

b) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah 
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c) Memperkenalkan peranan para konselor  kepada guru-guru, murid-murid, 

orang tua murid, dan masyarakat 

d) Tidak menjadikan guru BK sebagai polisi sekolah yang bertugas 

menghukum siswa. 

e) Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 

siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan 

dan konseling 

3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling 

di sekolah kepada pihak-pihak terkait, terutama dinas pendidikan yang 

menjadi atasannya 

b) Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling 

c) Dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab dalam 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling 

kepada pihak terkait 

4) Menyediakan fasilitas, kesempatan dan dukungan dalam kegiatan 

kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan 

konseling 

a) Kepala sekolah selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervise 

mengenai kegiatan bimbingan konseling 

b) Memberikan kemudahan dan dukungan serta menyediakan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengawasan bimbingan konseling 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu proses, artinya penelitian merupakan suatu 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode 

penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. 

Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data secara obyektif dan dilakukan 

dengan prosedur yang jelas dan dapat dilacak secara empiris didasarkan pada 

bukti-bukti yang telah dikumpulkan melalui metode yang sistematis. 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, setting penelitian, subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik keabsahan data, 

serta teknik analisis data. 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kebijakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kebijakan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar bagi 

perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, atau untuk 

mengetahun kinerja dan dampak dari kebijakan (Mulyatiningsih, 2011 : 207).  

Moloeng (2005: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara 
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holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, 

yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih 

mudah untuk difahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu. Metode deskriptif kualitatif hanyalah 

memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari 

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan 

terperinci, mengidentifikasikan masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, 

dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang 

sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan 

keputusan pada waktu yang akan datang. 

 

3.2 Setting Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang kebijakan kepala sekolah 

terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga, maka setting penelitian ini adalah di seluruh SMA Negeri se-

kabupaten Purbalingga yang masing-masing beralamatkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

Tabel 3.1 

Daftar SMA Negeri di Kabupaten Purbalingga 

 

No Nama Sekolah Alamat 

1. SMA Negeri 1 Purbalingga Jl. MT. Haryono 

2. SMA Negeri 2 Purbalingga Jl. Pucung Rumbak – Bancar 

3. SMA Negeri 1 Rembang Jl. Monumen Jend. Soedirman 

4. SMA Negeri 1 Bobotsari Jl. Majapura Bobotsari 

5. SMA Negeri 1 Karangreja Jl. Raya Karangreja 

6. SMA Negeri 1 Kutasari Jl. Raya Tobong – Kutasari 

7. SMA Negeri 1 Padamara Jl. Raya Padamara 

8. SMA Negeri 1 Bukateja Jl. Raya Purwandaru Bukateja 

9. SMA Negeri 1 Kemangkon Jl. Raya Panican – Kemangkon 

10. SMA Negeri 1 Kejobong Jl. Raya Gumiwang- Kejobong 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah semua personel yang terlibat dalam 

kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK di sekolah meliputi kepala 

sekolah, guru BK dan siswa. 

Subjek penelitian yang pertama adalah kepala sekolah karena kepala 

sekolah merupakan orang inti dibalik semua manajemen yang ada di suatu 

sekolah termasuk dalam penyusunan kebijakan untuk bimbingan dan konseling di 

sekolah. Subjek penelitian selanjutnya adalah konselor sekolah sebagai pelaku / 

pelaksana dari semua kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan 

konseling di sekolah. Subjek penelitian terakhir adalah siswa yang terdiri dari 

siswa kelas X, XI, dan XII karena siswa merupakan pihak yang diberikan layanan 

bimbingan dan konseling oleh konselor sekolah. 
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3.4 Sumber Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan fokus 

penelitian yaitu kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan 

konseling. Menurut Afifudin dan Saebani (2009: 119), data dibagi menjadi dua 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

dalam bentuk verbal atau kata-kata dan perilaku dari subjek (informan), dalam 

penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru BK, dan beberapa siswa. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang didapat dari dokumen dan foto kegiatan yang 

mencerminkan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK di sekolah. Data 

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer.  

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Sumber 

data sekunder (existing statistics) dapat berasal dri database instansi, dokumen 

data statistik atau laporan hasil penelitian. Dalam penelitian analisis data 

sekunder, peneliti mengumpulkan sumber-sumber informasi melalui sumber data 

yang ditemukan tersebut. Peneliti menata kembali atau mengkombinasikan 

informasi ke dalam cara baru untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

(Mulyatiningsih, 2011 : 211) 

Penetapan sumber data (informan) dalam penelitian ini menggunakan 

teknik snowball sampling, dimana sumber data akan berkembang sesuai dengan 

kebutuhan peneliti di lapangan. Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2011: 302) 

menyatakan bahwa snowball sampling technique adalah unit sampel yang dipilih 

semakin lama semakin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.  
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Sugiyono (2011: 400) menyatakan, “sumber data tahap awal memasuki 

lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada objek yang diteliti, 

sehingga mampu membukakan pintu kemana saja peneliti akan melakukan 

pengumpulan data”. Maka pada penelitian ini, peneliti menetapkan kepala sekolah 

sebagai informan pertama yang kepala sekolah akan menujuk informan lain yang 

akan disesuaikan dengan perkembangan penelitian yang sedang berjalan.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan semua kegiatan peneliti dalam mencari dan 

mengumpulkan data selama penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut merupakan 

rincian dari ketiga teknik tersebut: 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek peneletian (Afifudin 

dan Sarbani 2009: 134). Sugiyono (2011: 196) menyatakan bahwa observasi 

merupakan teknik pengumpulan data dengan ciri yang spesifik dan tidak terbatas 

pada orang melainkan pada objek yang lain misalnya perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan sebagainya. Sedangkan Sutoyo (2009: 112) 

menyatakan bahwa observasi adalah proses pengamatan yang disertai dengan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dan gejala-gejala yang perlu diamati. 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan 

metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek 

penelitian. Sugiyono (2011: 310-312) membagi observasi menjadi tiga macam 
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yaitu (a) observasi partisipasif yaitu observasi dimana peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian, (b) observasi terus terang dan tersamar adalah observasi dimana 

peneliti dalam mengumpulkan data terkadang berterus terang bahwa dia 

melakukan penelitian tetapi terkadang tidak berterus terang, dan (c) observasi tak 

terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis hal yang 

diamati karena fokus penelitiannya belum jelas.  

Penelitian ini menggunakan jenis observasi terus terang dan tersamar 

dimana peneliti terkadang mengatakan pada informan bahwa dia melakukan 

penelitian akan tetapi terkadang tidak mengatakan pada informan. Selain itu, 

tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas yang berlangsung 

dan orang-orang yang terlibat pada kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan 

bimbingan dan konseling. Data yang diperoleh akan disesuaikan dengan 

rancangan checklist yang telah disusun oleh peneliti, apabila ada data yang tidak 

ada di dalam checklist maka data akan dicatat di buku catatan lapangan yang 

selalu dibawa oleh peneliti. 

Pengumpulan data melalui observasi memiliki beberapa kekurangan 

seperti yang dinyatakan oleh Sutoyo (2009: 80-82) yaitu: 

1) Keterbatasan kemampuan manusia dalam menyimpan hasil 

pengamatan 

2) Cara pandang individu yang berbeda 

3) Perbedaan kesan terhadap suatu objek 

4) Kecenderungan penilaian individu dalam menilai yang terlalu 

tinggi atau terlalu rendah 
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Untuk mengatasi kekurangan tersebut peneliti memanfaatkan alat bantu 

observasi seperti camera video, menetapkan definisi operasional, menetapkan 

parameter yang jelas, melibatkan observer yang lebih sebagai pelengkap, dan 

mengupayakan agar subjek yang sedang diobservasi tidak tahu bahwa ia sedang 

diobservasi (Sutoyo 2009: 113). 

 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara menurut Afifudin dan Saebani (2009: 131) menyatakan bahwa 

wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Arikunto (2006: 

155) menyatakan wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan 

Sugiyono (2011: 188) menyatakan wawancara adalah teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukaan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang diteliti dan apabila peneliti ingin mendapat informasi yang 

mendalam dengan jumlah responden yang terbatas. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara merupakan salah satu alat 

pengumpul data yang dilakukan dengan melakukan dialog dengan sumber data 

untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Selanjutnya Sugiyono (2011: 317-

318) membagi wawancara menjadi tiga macam yaitu (a) wawancara terstruktur 

yaitu wawancara dimana peneliti telah mengetahui pasti informasi yang akan 

diperoleh dan peneliti telah menyiapkan rangkaian pertanyaan untuk wawancara; 

(b) wawancara tak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti tidak 

menyiapkan panduan wawancara dan lebih bersifat bebas; dan (c) wawancara 
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semi terstruktur merupakan paduan antara wawancara terstruktur dan tak 

terstruktur, dimana peneliti melakukan wawancara lebih bebas namun peneliti 

juga menyiapkan panduan wawancara. 

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana peneliti 

menyiapkan daftar pertanyaan yang menyangkut objek penelitian yaitu 

manajemen bimbingan dan konseling dan apabila saat melakukan wawancara ada 

hal-hal yang dirasa peneliti kurang mendalam maka peneliti dapat mengajukan 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Peneliti 

menentukan informan yang pertama diwawancarai adalah kepala sekolah karena 

kepala sekolah merupakan sumber utama penyusun kebijakan di sekolah. Selain 

itu, dilakukan juga wawancara tambahan kepada guru BK di sekolah dan beberapa 

siswa, dilakukan untuk mengkroscekkan kebenaran jawaban dari responden dalam 

penelitian ini yaitu kepala sekolah. 

Pengumpulan data melalui interviu menurut Sutoyo (2009: 137-139) 

memiliki kelebihan yaitu: 

1) Metode terbaik untuk menilai keadaan pribadi 

2) Tidak dibatasi oleh tingkatan umur dan pendidikan subjek yang 

sedang diteliti 

3) Terkadang menjadi metode primer dan pelengkap 

4) Sebagai alat verikasi terhadap data observasi, kuesioner dan 

lain-lain 

5) Dapat dilaksanakan sambil melakukan observasi 

Selanjutnya Sutoyo (2009: 139-141) juga mengungkapkan kelemahan dari 

wawancara sebagai berikut: 

1) Kurang efesien 

2) Tergantung dengan ketersediaan, kemampuan dan waktu yang 

tepat dari interviewee 
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3) Jalan dan interviu sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 

sekitar yang memberikan tekanan yang mengganggu  

4) Membutuhkan interviewer yang benar-benar menguasai bahasa 

interviewee 

5) Akan membutuhkan banyak interviewer jika pendekatan 

„sahabat karib‟ dilakukan maka meneliti masyarakat yang 

heterogen  

6) Sulit menciptakan situasi yang terstandar sehingga kehadiran 

interviewer tidak mempengaruhi responden dalam memberikan 

jawaban. 

 

Untuk mengatasi permasalahan selama melakukan wawancara, peneliti 

menggunakan perekam data berupa lembar catatan lapangan dan handphone 

sebagai alat bantu merekam. Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti akan 

mencatat pada buku catatan lapangan dan menganalisis hasil wawancara serta 

memilah-milah data yang diperoleh. 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Arikunto (2006: 231) menyatakan metode dokumentasi yaitu metode 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. 

Moleong (2005: 216-217) menyatakan dokumen adalah sumber data berupa bahan 

tulis ataupun film yang dapat berupa dokumen pribadi dan dokumen resmi. Maka 

dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah sumber data yang berupa bahan-bahan 

tertulis meliputi transkrip, catatan-catatan, surat kabar, majalah dan sebagainya 

Dokumentasi ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi, selain itu dokumentasi juga dapat digunakan sebagai 

pengecek dari data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dokumentasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan objek 
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penelitian yaitu kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan 

konseling di sekolah seperti surat keputusan (SK) kepala sekolah yang mengatur 

pembagian tugas guru, jadwal jam BK, jumlah guru BK,  catatan lapangan, foto 

dan sebagainya.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan penelitian 

kebijakan dengan metode analisis data sekunder tentang kebijakan kepala sekolah 

terhadap pelayanan BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga. Dalam 

penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Nasution dalam Sugiyono (2011: 306) yang 

menyatakan bahwa: 

dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada 

menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. 

Alasannya adalah segala sesuatunya belum mempunyai 

bentuk yang pasti sehingga dalam ketidakpastian tersebut 

maka peneliti adalah satu-satunya alat yang mampu 

mencapainya 

 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2005: 324) mengemukakan 4 kriteria 

keabsahan data kualitatif yaitu (1) derajat kepercayaan (reability), (2) keteralihan 

(transferability), (3) kebergantungan (dependability) dan (4) kepastian 

(konfirmability). 
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Ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat digunakan 

peneliti untuk memastikan derajat kepercayaan dari data kualitatif antara lain: 

1) Perpanjangan keikutsertaan 

Dalam teknik ini, peneliti dituntut senantiasa terlibat dalam penelitian 

dan keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan memerlukan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. 

2) Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian keabsahan 

data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2009: 372) ada tiga macam triangulasi 

yaitu “triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.” 

3) Uraian Rinci 

Teknik ini adalah teknik melaporkan dan menguraikan hasil penelitian 

dengan teliti dan cermat secara khusus, sehingga penemuan yang diperoleh 

dapat dipahami oleh pembaca.   

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik keabsahan 

data dengan cara mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda. Sumber ini 

bisa didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru BK, siswa, 

maupun dari dokumen yang berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah terhadap 
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pelayanan BK di sekolah. Dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

kepala sekolah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengecek dari data yang diperoleh dengan menanyakan 

kembali hasil data kepada  sumber informasi yang lain. Apabila hasil data yang 

telah terkumpul sesuai/sama dengan hasil dari sumber informasi yang lain, maka 

data tersebut dianggap absah. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif 

yaitu menganalisa data dengan mendeskripsikan jawaban hasil wawancara dengan 

responden.  

Analisis data dalam penelitian ada dua macam yaitu analisis sebelum di 

lapangan, analisis data selama di lapangan. (Sugiyono, 2008: 245) Analisis data 

yang diajukan peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. 

Teknik ini menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh.  

 

3.8.1   Analisis Sebelum di Lapangan 

 Penelitian ini analisis data dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data skunder, yang 

akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus 

penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

masuk dan selama di lapangan.  
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3.8.2 Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman 

 Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti 

sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban 

yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 337) 

mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya 

sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data yaitu collection data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-lamgkah analisis dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

 

         Periode pengumpulan 

     Reduksi data 

     Selama 

            Antisipasi          Setelah   

 Display data 

            Selama    Setelah  Analisis 

Kesimpulan/ verifikasi 

Selama    Setelah 

Gambar 3.1 

Langkah-Langkah Analisis Data 

Sumber: Sugiyono (2008 : 337) 
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Berdasarkan gambar tersebut, analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Collection data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2) Reduksi data (Reduction data) 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus 

menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, 

permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, 

dan membuat gugus-gugus.  Reduksi data merupakan analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil.  

Cara mereduksi data yaitu (1) seleksi ketat atas data, (2) ringkasan 

atau uraian singkat, (3) menggolongkan dalam pola yang lebih luas. Reduksi 

data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang 

diperoleh dalam lapangan ditulis dalam uraian rinci yang akan bertambah 

sejalan dengan bertambahnya waktu penelitian. Untuk itu data tersebut perlu 

direduksi, dirangkum, dipilah-pilah difokuskan dicari tema atau polanya. 
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3) Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu (1) Teks naratif 

: berbentuk catatan lapangan, (2) Matriks, grafik, jaringan, dan bagan : bentuk 

ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu 

dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang 

terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus dilakukan analisis kembali. 

4) Menarik Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 

Menarik kesimpulan dilakukan sejak dari awal hingga akhir proses 

penelitian guna mempermudah peneliti untuk mendapatkan makna dari setiap 

data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diambil pada mulanya masih 

bersifat tentative atau sementara dan masih diragukan. Oleh karena itu, 

kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk 

menjaga tingkat kepercayaan penelitian. 

Penarikan simpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi 

yang utuh, sehingga simpulan yang diperoleh juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang besar 

kecilnya hasil laporan penelitian. Simpulan adalah tinjauan ulang pada 

catatan di lapangan, kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna-makna yang 

muncul dari data yang harus diuji kebenarannya. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan deskriptif mengenai hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasannya tentang kebijakan Kepala 

sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri Se-

Kabupaten Purbalingga.  

4.1 Hasil Penelitian 

Pada sub bab temuan hasil penelitian ini akan di uraikan tentang analisis 

deskriptif tentang hasil penelitian secara keseluruhan tentang bagaimana 

pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se- Kabupaten Purbalingga serta apa saja faktor 

penghambat dan pendukungnya. 

 

4.1.1  Pelaksanaan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan BK di 

SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga 

 

4.1.1.1 Tahapan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan BK di SMA 

Negeri se-Kabupaten Purbalingga 

 

Secara umum tahapan kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK di 

SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut: 

4.1.1.1.1 Formulasi Kebijakan 

Formulasi merupakan kegiatan yang pertama dilakukan dalam suatu 

tahapan kebijakan. Pada dasarnya setiap sekolah mengimplementasikan kebijakan 

turunan dari kebijakan pendidikan nasional dan berdasarkan aturan yang ada dari 
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pusat, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai dengan 

kebutuhan dari masing-masing sekolah.  

Formulasi kebijakan adalah pembuatan / perumusan suatu kebijakan oleh 

kepala sekolah yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. 

Tahapan dalam proses penyusunan kebijakan kepala sekolah terhadap bimbingan 

dan konseling yang ada di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga yang pertama 

adalah leading sektor ide yang muncul biasanya berasal dari kepala sekolah. 

Setelah kepala sekolah meyakini bahwa ide itu benar, maka akan diadakan 

brainstoarming (curah gagasan), dengan meminta pendapat dari berbagai pihak 

terkait, apakah ide tersebut bisa dilaksanakan menjadi sebuah program atau tidak, 

apabila mendapat support yang cukup, maka program tersebut bisa dilaksanakan. 

Setelah itu ide yang telah menjadi keputusan kebijakan tersebut disampaikan pada 

saat rapat atau review KTSP yang biasanya dilakukan di awal tahun pelajaran. 

Berikut ini bagan formulasi kebijakan yang biasanya dilakukan di SMA Negeri 

se-kabupaten Purbalingga: 

 

 

 

 Gambar 4.1  

Formulasi kebijakan di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga 
 

Walaupun biasanya ide muncul dari kepala sekolah, tetapi tidak menutup 

kemungkinan ide tersebut muncul dari berbagai pihak, misalnya guru. Seperti di 

SMA Negeri 1 Kemangkon yang alur perumusan atau penyusunan kebijakannya 

adalah 1) Evaluasi, yaitu mengevaluasi program BK yang telah dilaksanakan pada 

Ide Kepala 

Sekolah Sekolah 

Pengkomunikasian 

(brainstoarming) 

Penyampaian 

keputusan kebijakan 
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tahun ajaran sebelumnya; 2) Rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk di 

dalamnya perbaikan program yang lalu; 3) Pengusulan, yaitu guru BK dengan 

segala pemasalahan dan kebutuhannya mengusulkan kepada kepala sekolah apa 

saja yang dibutuhkan dan apa yang akan dikembangkan untuk program BK 

(buttom up); 4) Keputusan kepala sekolah, setelah mendapatkan usulan dari guru 

BK dan dengan berbagai pertimbangan maka usulan tersebut direalisasikan 

menjadi kebijakan (top down). Jadi kepala sekolah melakukan kolaborasi dengan 

guru BK, tergantung kepentingannya seperti apa. Hal tersebut sesuai dengan yang 

diungkapkan kepala SMA Negeri 1 Kemangkon, Purwito, S.Pd : 

“ . . . Prosedur untuk program itu nanti di akhir tahun akan ada 

evaluasi, kemudian dari evaluasi itu akan muncul rekomendasi . . . 

Alurnya nanti dari guru BK, guru BK dengan segala 

permasalahannya nanti akan terakumulasi menjadi program sekolah 

. . . istilahnya buttom up, kebutuhan diusulkan dari BK ke sekolah . 

. . proses itu dari bawah, tapi begitu sudah menjadi kebijakan itu ya 

dari atas (top down), jadi proses sampai munculnya sebuah 

keputusan itu mulai dari bawah seperti pengusulan, nah ketika 

sudah di ketok palu itu sudah menjadi  keputusan dari atas. Ini 

proses saja, proses demokrasi . . .” 

 

Di bawah ini bagan formulasi kebijakan kepala sekolah terhadap BK di 

SMA Negeri 1 Kemangkon: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

Formulasi kebijakan kepala sekolah terhadap BK 

di SMA Negeri 1 Kemangkon 

Evaluasi Rekomendasi Pengusulan (guru BK) 

Keputusan Kepala 

sekolah 

Buttom 

up 

Top down 
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4.1.1.1.2 Implementasi Kebijakan 

Tahapan selanjutnya adalah implementasi kebijakan yaitu perwujudan dan 

realisasi dari keputusan yang telah menjadi kebijakan dari kepala sekolah SMA 

Negri se-kabupaten Purbalingga yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. 

Cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan 

yaitu ide atau keputusan yang telah menjadi kebijakan tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam program sekolah, salah satu bentuknya yaitu dengan 

menuangkan ke dalam surat keputusan (SK) kepala sekolah terutama mengenai 

pembagian tugas guru yang kemudian diturunkan lagi ke jadwal. Setelah 

kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam program, maka tahapan selanjutnya 

adalah pelaksanaan atau pengimplementasian dari program tersebut. Dalam 

pengimplementasian ini, komunikasi dengan pihak-pihak terkait juga tidak 

ditinggalkan, seperti dengan waka, wali kelas, BK, guru, dan kepala sekolah.  

 

4.1.1.1.3 Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi diadakan untuk mempelajari pencapaian sasaran dan tujuan yang 

telah dicapai. Evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri se-

kabupaten Purbalingga terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu berupa: 

1) Evaluasi intern dengan BK 

Evaluasi dilaksanakan secara intern dengan guru BK yang 

bersangkutan. Evaluasi ini bisa bersifat formal maupun informal, artinya 

evaluasi ini tidak harus dilakukan secara resmi, namun bisa juga dilakukan 

hanya sekedar mengobrol biasa seperti sharing antara kepala sekolah dengan 

guru BK. 
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2) Monitoring dan hasil laporan dari guru BK 

Kepala sekolah melakukan monitoring terhadap program BK yang 

dilaksanakan. Monitoring itu berupa pemantauan oleh kepala sekolah, baik 

pada saat guru BK memberikan pelayanan, maupun disaat menangani 

masalah. Selain monitoring, evaluasi juga dilakukan dengan cara guru BK 

memberikan laporan kepada kepala sekolah. Laporan tersebut bisa berupa 

perkembangan dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan maupun 

kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

3) Pertemuan berkala maupun insidental 

Mengadakan pertemuan berkala dengan guru BK untuk melakukan 

evaluasi, biasanya evaluasi yang terjadwal adalah setiap satu semester sekali 

yaitu pada akhir semester untuk mengevaluasi hasil pencapaian tujuan dan 

sasaran dari kebijakan yang telah dilaksanakan selama satu semester terakhir. 

Selain pertemuan yang terjadwal, bisa juga diadakan pertemuan yang bersifat 

insidental yaitu pertemuan yang tidak direncana. Hal ini bisa dilakukan 

apabila dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, guru BK mengalami 

suatu masalah, hambatan maupun kesulitan, maka guru BK tersebut bisa 

mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak sekolah yang terkait terutama 

kepala sekolah. 

 

4.1.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah terhadap Pelayanan BK 

4.1.1.2.1 Menyediakan sarpras, tenaga, dan fasilitas lainnya 

Kepala sekolah mempunyai kewajiban menyediakan sarana prasarana, 

tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya untuk kemudahan bagi terlaksananya 
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pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Fasilaitas sarana dan 

prasarana tersebut antara lain adalah:  

4.1.1.2.1.1 Menyediakan Ruang BK 

Ruang BK merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan, 

karena ruang BK juga mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu 

program layanan bimbingan dan konseling. Ruang BK diharapkan menjadi tempat 

yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa dalam melakukan layanan BK agar 

layanan bimbingan dan konseling berfungsi secara efektif. 

Berikut ini adalah tabel daftar ruangan yang dimiliki oleh SMA Negeri se 

Kabupaten Purbalingga (gambar terlampir): 

Tabel 4.1 

Daftar Kelengkapan Ruang BK SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga 
 

No Sekolah 

Ruang 

Kons. 

Indi-

vidu 

Ruang 

Kons 

Kelo-

mpok 

Ruang 

Tamu 

Ruang 

Kerja 

Guru 

BK 

Ruang

Adm-

inistra

si 

Peran

gkat 

Kom

puter 

1. SMA N 1 Purbalingga √ √ √ √ √ √ 

2. SMA N 2 Purbalingga √ √ √ √ √ √ 

3. SMA N 1 Bobotsari √ √ √ √ √ √ 

4. SMA N 1 Bukateja √ √ √ √ √ √ 

5. SMA N 1 Padamara √ √ √ √ √ √ 

6. SMA N 1 Rembang √ - √ √ √ √ 

7. SMA N 1 Kejobong √ √ √ √ √ √ 

8. SMA N 1 Kutasari √ √ - √ √ - 

9. SMA N 1 Karangreja - - √ √ - - 

10. SMA N 1 Kemangkon √ √ - √ √ √ 

Sumber : Dokumen SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga 

  

Keterangan :  

√ = Ada - = Tidak ada 
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Hampir semua SMA Negeri di kabupaten Purbalingga mempunyai ruang 

BK yang sudah representatif. Rata-rata setiap sekolah sudah ada ruang konseling 

individu, ruang konseling kelompok, ruang tamu, dan ruang kerja guru BK 

walaupun semuanya belum optimal dan belum sesuai dengan standart minimal. 

Namun ada satu sekolah yaitu SMA Negeri 1 Karangreja yang fasilitas di ruang 

BK nya masih sangat minim. Ruang BK yang ada di SMA Negeri 1 Karangreja 

bergabung dengan ruang UKS dan tidak terdapat ruangan konselingnya, hanya 

ada ruang tamu dan meja kerja guru BK.  

 

4.1.1.2.1.2 Mengangkat / Memilih Guru BK  

Guru BK seyogyanya telah menempuh pendidikan bimbingan dan 

konseling, agar guru BK berkompeten dan profesional sehingga pelayanan BK 

bisa diberikan secara optimal dan tujuan layanan bisa tercapai. Namun 

berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, masih terdapat guru BK SMA 

Negeri di Purbalingga yang tidak menempuh pendidikan bimbingan dan 

konseling.  

Prosedur pengangkatan guru BK untuk yang sudah PNS, semuanya 

diangkat oleh pemerintah karena seleksi penerimaan CPNS bukan wewenang dari 

sekolah dan bukan sekolah yang mengadakan seleksi. Seleksi dilakukan oleh 

pemerintah pusat, sekolah tinggal menerimanya saja. Sedangkan untuk 

penerimaan guru tidak tetap (GTT), kriterianya adalah: 

1) Latar belakang pendidikannya adalah S1 Bimbingan dan Konseling, atau S1 

Psikologi dan telah mempunyai akta mengajar (Akta IV) 
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2) Nilai akademik pada saat kuliah bagus 

3) Hasil wawancara (interview) pada saat seleksi 

4) Lebih mengutamakan alumni sekolah tersebut. 

Berikut ini adalah daftar guru BK SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga beserta 

latar belakang pendidikannya : 

 

Tabel 4.2 

Daftar Guru BK SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga dan pendidikannya 

 

 

No Sekolah Nama Guru Pendidikan Ket 

1. SMA N 1 Purbalingga 

Drs. Agung Suroso TC 
S1 Administrasi 

Perkantoran 

PNS 

Dra. Agustin Purnama S1 BK PNS 

Dra. Dewi Indrawati S1 BK PNS 

Pranowo, S.Pd S1 BK PNS 

2. SMA N 2 Purbalingga 

Drs. Kustomo S1 BK PNS 

Dra. Asih Unteari S1 BK PNS 

Widijanti Luthfiani, S.Pd 
D3 Ketrampilan, 

S1 BK  

PNS 

Dra. Ari Muldiyati S1 Ketrampilan PNS 

3. SMA N 1 Bobotsari 

Drs. Ah Sutejo S1 BK PNS 

Mardiana, S.Psi S1 Psikologi PNS 

Eliatin, S.Pd S1 BK PNS 

Sri Adi Nurhayati, S.Psi, 

M.M 

S1 Psikologi 

S2 Manajemen 

GTT 

Yosi Indrias Sari, S.Pd S1 BK GTT 

Arif Setiawan, S.Pd S1 BK GTT 

4. SMA N 1 Bukateja Drs. Suranto, M.Pd 

S1 BK 

S2 Teknologi 

Pendidikan 

PNS 
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Drs. Saefudin S1 BK PNS 

Solechah, S.Pd S1 BK PNS 

Dra. Waode Husniah S1 BK PNS 

Wahyu Pranataria, S.Psi S1 Psikologi PNS 

Nur Rahmawati, S.Pd S1 BK GTT 

5. SMA N 1 Padamara 

Drs. Diyanto S1 BK PNS 

Dewi Astuti, S.Psi S1 Psikologi PNS 

Widya Dara Arum, S.Pd S1 BK GTT 

6. SMA N 1 Rembang 

Dwi S1 Seni Rupa PNS 

Listiyanto S1 BK PNS 

Esti Agustin S1 Psikologi PNS 

Siti Nurlaela S1 BK PNS 

7. SMA N 1 Kejobong 

Evi Sulistyanti, S.Psi S1 Psikologi PNS 

Heru Sujarwoko, S.Psi  S1 Psikologi PNS 

8. SMA N 1 Kutasari 

Feni Martinawati, S.Psi S1 Psikologi PNS 

Oyinah, S.Psi S1 Psikologi PNS 

Nur Hasanah, S.Pd S1 BK GTT 

9. SMA N 1 Karangreja 

Tety Krisnawati, S.Psi S1 Psikologi PNS 

Rusmiyati, S.Pd S1 Pend. Sejarah GTT 

Arisatun Manfangati, 

S.Pd 
S1 BK 

GTT 

Eti Nurhandayani, S.Pd S1 Pend PMP-KN GTT 

Titin Amiyati, S.Pd S1 Pend Ekonomi GTT 

Abdul Mufid, S.Pd S1 BK GTT 

10. SMA N 1 Kemangkon 

Suharti, S.Pd S1 KTP PNS 

Septi Dwi P, S.Psi S1. Psikologi PNS 

 

Sumber : Dokumen SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga 
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Berdasarkan tabel tersebut, terlihat masih ada beberapa guru BK yang latar 

belakang pendidikannya adalah bukan dari jurusan bimbingan dan konseling. 

Masih banyak guru yang berlatar belakang pendidikan selain BK menjadi guru 

BK, bahkan sebagian besar dari guru tersebut statusnya adalah sudah pegawai 

negeri sipil (PNS). Dari 29 guru BK yang PNS, hanya 14 guru yang berlatar 

belakang pendidikan bimbingan dan konseling, 15 guru BK lainnya berasal dari 

jurusan non BK yang rata-rata dari jurusan psikologi. Oleh karena guru tersebut 

adalah PNS, hal ini bukan seutuhnya menjadi kesalahan sekolah karena yang 

melakukan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) adalah 

pemerintah pusat bukan sekolah sendiri yang melakukan seleksi. Sedangkan untuk 

guru BK tidak tetap (GTT) yang ada di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga 

berjumlah 11 orang guru. Dari 11 guru tersebut 5 diantaranya adalah berlatar 

belakang pendidikan non BK. Kondisi yang paling memprihatinkan adalah di 

SMA Negeri 1 Karangreja, karena disekolah tersebut terdapat 6 guru BK dimana 

hanya ada 1 guru BK PNS yang bukan berlatar belakang BK, dan untuk guru 

tidak tetap (GTT) yang berjumlah 5 orang terdapat 3 diantaranya yang latar 

belakang pendidikannya non BK, dan ketiganya merupakan guru mata pelajaran 

lain seperti guru sejarah, ekonomi, PMP-KN yang di beri tugas tambahan untuk 

menjadi guru BK di SMA Negeri 1 Karangreja. Hal tersebut berdampak pada 

kurang maksimalnya pelayanan BK yang diberikan kepada siswa, karena guru BK 

yang ada kurang berkompeten di bidang BK, sehingga pelayanan yang diberikan 

kurang optimal.   
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4.1.1.2.1.3 Menyediakan Alokasi Dana 

Selain sarana dan prasarana berupa ruangan, BK di SMA Negeri 1 

Bukateja juga diberikan alokasi anggaran dana khusus untuk BK seperti halnya 

guru mapel lain yang berasal dari RAPBS. Sebagian besar dana itu bersumber dari 

komite sekolah. Apabila ada kegiatan atau keperluan BK yang membutuhkan 

anggaran dana, maka guru BK tersebut mengajukan kepada sekolah untuk 

kemudian disetujui kepala sekolah dan diberikan anggaran dananya. Seperti 

diungkapkan oleh kepala SMA Negeri 1 Bukateja, Suranto, M.Pd “Anggaran dana 

masuk ke RAPBS yang sebagian besar dana itu dari komite sekolah. Diberikan 

khusus untuk BK, seperti halnya guru mapel lain”. 

Sedangkan di SMA Negeri 1 Bobotsari, anggaran dana yang khusus untuk 

BK tidak ada, tetapi include ke anggaran yang lain misalkan untuk pembinaan 

kesiswaan, maka anggarannya masuk di kesiswaan. Kecuali untuk sarpras, 

misalkan revitalisasi ruang BK dan untuk membeli papan tulis ada anggaran 

tersendiri. Hampir semua SMA Negeri di kabupaten Purbalingga sama seperti dua 

sekolah tersebut dalam memberikan anggaran dana untuk BK.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara khusus anggaran dana untuk BK 

tidak ada akan tetapi include pada anggaran yang lain, misalnya anggaran 

kesiswaan, atau anggaran sekolah secara umum. Sebagian besar dana berasal dari 

komite dan dimasukkan ke dalam RAPBS. Namun pada dasarnya setiap sekolah 

berusaha memenuhi dan menganggarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

guru BK. 
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4.1.1.2.1.4 Alokasi Jam BK masuk Kelas 

Berikut ini daftar jam masuk kelas untuk BK di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga: 

Tabel 4.3 

Daftar Jam masuk kelas BK SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga 

 

No. Nama Sekolah 
Kelas 

X XI XII 

1. SMA Negeri 1 Purbalingga - - - 

2. SMA Negeri 2 Purbalingga - 1 jam 1 jam 

3. SMA Negeri 1 Bobotsari 1 jam 1 jam 1 jam 

4. SMA Negeri 1 Bukateja 1 jam 1 jam 1 jam 

5. SMA Negeri 1 Padamara - - - 

6. SMA Negeri 1 Rembang - - 1 jam 

7. SMA Negeri 1 Kejobong 1 jam 1 jam 1 jam 

8. SMA Negeri 1 Kutasari 1 jam 1 jam - 

9. SMA Negeri 1 Karangreja 1 jam 1 jam 1 jam 

10. SMA Negeri 1 Kemangkon 1 jam 1 jam - 

Sumber : Dokumen sekolah 

Dari tabel diatas, masih terlihat beberapa kelas di sejumlah sekolah yang 

tidak ada alokasi jam untuk BK masuk kelas. Di SMA Negeri 1 Bobotsari semua 

kelas ada alokasi jam masuk kelas untuk BK yang diadakan 1 jam pelajaran per 

minggu. Tahapan kebijakan jam masuk kelas untuk BK ini berasal dari ide kepala 

sekolah yang memandang sangat penting untuk BK bisa masuk kelas. Kemudian 

ide tersebut mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai pihak, terutama 

dari guru BK yang menyambut baik ide kepala sekolah. Hal ini juga berdasarkan 

pertimbangan kebutuhan di sekolah. Karena apabila siswa tidak tahu tentang BK, 

bagaimana mungkin siswa bisa mengerti peranan dan program BK, mengerti 



76 

 

 
 

bahwa BK bisa menjadi sahabat siswa, bisa menjadi tempat untuk curhat. Salah 

satu cara agar siswa mengenal BK adalah dengan diadakannya jam BK masuk 

kelas, sehingga memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan guru BK di dalam 

kelas. Selain itu, berdasarkan evaluasi kepala sekolah dengan guru BK, 

didapatkan informasi bahwa guru BK merasa lebih nyaman dan senang apabila 

ada jam BK masuk kelas karena bisa ada interaksi di dalam kelas. Kebijakan 

mengenai jam BK masuk kelas tersebut dimasukkan ke dalam program sekolah 

dan tercantum di dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah mengenai pembagian 

tugas mengajar yang biasanya disusun pada awal tahun ajaran. 

Sekolah lainnya yaitu SMA Negeri 1 Bukateja, kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Bukateja beranggapan bahwa BK mempunyai kedudukan yang sama dan 

sejajar dengan mata pelajaran lain, oleh karena itu BK juga diberikan jam untuk 

masuk kelas selama 1 jam pelajaran per minggu untuk semua kelas X, XI, dan 

kelas XII. 

Di SMA Negeri 1 Karangreja dan SMA Negeri 1 Kejobong juga ada 

alokasi waktu 1 jam per minggu untuk BK masuk di semua kelas. Kebijakan ini 

berawal dari permintaan guru BK yang menginginkan ada jam masuk kelas untuk 

BK. lalu guru BK mengusulkan kepada sekolah mengenai permintaan masuk 

kelas untuk kemudian disetujui dan diputuskan oleh kepala sekolah.  

Di SMA Negeri 1 Rembang, alokasi jam BK masuk kelas hanya diberikan 

kepada kelas XII saja, sedangkan untuk kelas X dan XI tidak ada jam masuk kelas 

untuk BK. Menurut salah satu guru BK SMA Negeri 1 Rembang hal ini sudah 

berlangsung sekitar 4 tahun terakhir. Alasannya adalah karena permasalahan 
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setiap siswa itu tidak sama, jadi BK tidak diperlukan untuk masuk kelas. Hanya 

untuk kelas XII saja yang diperlukan untuk bimbingan karir, yaitu pemberian 

informasi mengenai perguruan tinggi dan sebagainya. Untuk kelas X dan XI BK 

masuk pada pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Alokasi jam BK masuk kelas di SMA Negeri 1 Kemangkon  hanya 

diberikan kepada kelas X dan kelas XI saja, sedangkan untuk kelas XII tidak 

diberi jam untuk BK masuk kelas. Hal ini dikarenakan adanya kelebihan jam 

untuk kelas XII yang melebihi batas maksimal standart yaitu 48 jam per minggu. 

Alokasi jam BK masuk kelas di SMA Negeri 1 Kutasari juga hanya diberikan 

kepada kelas X dan kelas XI saja. Alasannya adalah kelas XII siswa sudah lebih 

dekat dengan guru BK, sehingga layanan bisa dilakukan diluar jam kelas. Selain 

itu, alasan lainnya adalah untuk pemadatan materi UAN bagi kelas XII sehingga 

pelayanan diberikan diluar kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Di SMA Negeri 2 Purbalingga alokasi jam BK masuk kelas hanya 

diberikan kepada kelas XI dan XII saja, sedangkan untuk kelas X tidak ada. 

Alasannya adalah karena kelas X sudah menggunakan kurikulum 2013 sebagai 

percobaan kurikulum. Hal ini juga terjadi di SMA Negeri 1 Purbalingga yang 

semuanya tidak ada alokasi jam masuk kelas baik untuk kelas X, XI, maupun XII. 

Sekolah lainnya yang tidak ada alokasi jam BK yaitu SMA Negeri 1 

Padamara. Alasan ditetapkannya kebijakan mengenai tidak adanya jam BK masuk 

kelas yaitu karena tidak ada suatu keharusan BK masuk kelas, dari struktur 

kurikulum pusat jam BK tidak harus dengan tatap muka di kelas. Selain itu alasan 
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lainnya adalah dilihat dari kepentingannya, mata pelajaran lain dianggap lebih 

membutuhkan jam masuk kelas.  

 

4.1.1.2.1.5 Menetapkan Koordinator BK 

Koordinator BK merupakan orang yang dipercayai untuk menjadi ketua 

dari guru BK di sekolah. Tugas dan tanggung jawab koordinator bimbingan dan 

konseling adalah : 

1) Mengoordinasikan para konselor dalam memasyarakatkan pelayanan 

bimbingan, menyusun, melaksanakan dan menilai program, 

mengadministrasikan kegiatan bimbingan. 

2) Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya 

tenaga, sarana dan prasarana. 

3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling 

kepada kepala sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru BK di SMA 

Negeri se-Kabupaten Purbalingga diketahui bahwa prosedur penetapan 

koordinator BK disetiap sekolah berbeda-beda, tergantung dari kebijakan kepala 

sekolah di masing-masing sekolah. Di SMA Negeri 1 Bukateja, prosedur 

penetapan koordinator BK diserahkan kepada guru BK di sekolah supaya mereka 

bisa melakukan koordinasi sendiri dan membuat kesepakatan untuk menetapkan 

siapa yang akan menjadi koordinator. Akan tetapi kesepakatan tersebut diloloskan 

bersama pertimbangan yang lain yaitu bersamaan dengan pembagian tugas guru 

pada awal tahun bersamaan dengan pembagian tugas untuk waka, petugas 

perpustakaan, kepala laboratorium, koordinator BK, dan sebagainya. 
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Penetapan koordinator guru BK di SMA Negeri 1 Bobotsari merupakan 

kewenangan dari kepala sekolah, tetapi juga minta pendapat dari wakil kepala 

sekolah (WAKA) dan guru BK, dan yang memutuskan di akhir adalah kepala 

sekolah dengan mempertimbangkan juga pengamatan sehari-hari. Namun sampai 

saat ini koordinator BK di SMA Negeri 1 Bobotsari belum ditetapkan oleh kepala 

sekolah. Sebelumnya koordinator BK sudah ada, tetapi sudah pensiun dan purna 

tugas menjadi guru, dan sampai sekarang belum ditunjuk oleh kepala sekolah 

siapa yang akan menjadi koordinator BK menggantikan koordinator yang 

sebelumnya. 

Di SMA Negeri 2 Purbalingga prosedur penetapan koordinator BK 

dilakukan dengan cara koordinasi antara kepala sekolah dengan BK. koordinator 

ditetapkan secara bergiliran antara guru BK yang satu dengan yang lainnya dalam 

jangka waktu 2 tahun. Hal ini dilakukan agar setiap guru BK mempunyai 

pengalaman dan tanggung jawab menjadi koordinator BK. setelah ditetapkan 

bersama kepala sekolah tentang siapa yang akan menjadi koordinator, kemudian 

ditetapkan ke dalam surat keputusan (SK) kepala sekolah.  

Prosedur penetapan koordinator BK di SMA Negeri 1 Kutasari dan di 

SMA Negeri 1 Rembang diserahkan sepenuhnya kepada guru BK di sekolah, guru 

BK melakukan musyawarah sendiri untuk menetapkan siapa yang akan menjadi 

koordinator BK, kemudian hasilnya dilaporkan kepada kepala sekolah untuk 

mendapatkan persetujuan. Namun sampai saat ini, di SMA Negeri 1 Kutasari 

belum ditetapkan siapa yang menjadi koordinator BK. 
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Di SMA Negeri 1 Padamara prosedur penetapan koordinator BK adalah 

kepala sekolah yang menunjuk langsung kepada guru BK yang akan dijadikan 

koordinator BK. Kepala sekolah menunjuk atas dasar senioritas, jadi guru BK 

sekolah yang dipandang lebih senior dan menguasai prosedur pelayanan BK akan 

dijadikan koordinator BK. Penetapan koordinator BK di SMA Negeri 1 

Kemangkon dan SMA Negeri 1 Purbalingga juga masih melihat dari sisi 

senioritas, artinya yang ditetapkan menjadi koordinator BK adalah guru BK yang 

lebih senior. Penetapan dilakukan setelah melalui koordinasi antara kepala 

sekolah, waka, dan guru BK. Selain tiga sekolah tersebut, masih ada sekolah yang 

menetapkan koordinator BK atas dasar senioritas, yaitu SMA Negeri 1 Kejobong. 

Dikarenakan guru BK di sekolah hanya ada 2 guru, maka yang ditetapkan menjadi 

koordinator BK adalah yang lebih senior. Selama ini belum pernah dilakukan 

pergantian koordinator BK.  

Sedangkan di SMA Negeri 1 Karangreja, penetapan koordinator BK masih 

ditunjuk oleh kepala sekolah karena guru tersebut merupakan satu-satunya guru 

BK yang PNS di SMA Negeri 1 Karangreja. Jadi guru tersebut yang dipilih 

menjadi koordinator karena dianggap lebih berkompeten dalam bidang BK. 

Dari hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai prosedur penetapan 

koordinator BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalinnga merupakan 

kewenangan dari masing-masing kepala sekolah dengan pertimbangan dari guru-

guru BK dan waka. Senioritas juga masih mempengaruhi dalam penetapan 

koordinator BK di sekolah. 
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4.1.1.2.1.6 Kemudahan Kepala Sekolah terhadap BK 

Kewajiban kepala sekolah salah satunya adalah memberikan kemudahan-

kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah. Pada dasarnya setiap 

kepala sekolah di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga memberikan kemudahan 

bagi terlaksananya program BK di sekolah. Kemudahan yang diberikan oleh 

kepala sekolah antara lain: 

1) Memberikan perhatian lebih kepada guru BK. 

2) Berupaya sering berada di tengah-tengah guru BK 

3) Sering memberikan dorongan dan motivasi 

4) Apabila meminta fasilitas, waktu, dan peralatan, kepala sekolah berupaya 

untuk merealisasikannya sejauh tidak kontradiktif dengan sekolah. 

5) Memberi kemudahan bagi guru BK untuk berinovasi dan berkreasi selama 

kegiatan itu realistis, tidak melanggar aturan, memberi banyak manfaat, dan 

kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun karakter siswa. 

6) Memberi kemudahan perijinan untuk mengikuti MGBK dan kegiatan lainnya 

yang behubungan dengan BK. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, masih ada beberapa guru 

BK yang beranggapan bahwa kepala sekolah tidak sepenuhnya mendukung. 

Anggapan ini muncul terutama di sekolah yang tidak ada alokasi jam untuk BK 

masuk kelas. Menurut guru BK tersebut, kepala sekolah tidak memberikan 

kemudahan dalam pemberian layanan karena interaksi antara guru BK dengan 

siswa terbatas, sehingga untuk bisa lebih memahami dan mendekati siswa sangat 

sulit. 
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4.1.1.2.2 Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program 

 

4.1.1.2.2.1  Koordinasi Program 

Kepala sekolah mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan segenap 

kegiatan yang diprogramkan bimbingan konseling di masing-masing sekolah. Di 

SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga, program disusun diawal tahun, biasanya 

setiap semester diadakan koordinasi untuk berdiskusi. Koordinasi itu berupa 

evaluasi program semester lalu kemudian apabila ada permasalahan maka 

direncanakan tindak lanjut dari permasalahan itu. Koordinasi melibatkan kepala 

sekolah, koordinator BK, dan guru BK, serta melibatkan pihak-pihak lainnya yang 

terkait dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Koordinasi harus selalu diadakan, 

karena apabila tidak ada koordinasi maka kegiatan yang diprogramkan tersebut 

tidak mendapat ijin dari kepala sekolah. Dengan adanya koordinasi juga bertujuan 

supaya mendapat support, baik support anggaran maupun support waktu dari 

sekolah. 

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di sekolah, menurut 

mereka koordinasi program BK jarang sekali dilakukan dengan kepala sekolah. 

Sebagian besar guru BK membuat program sendiri tanpa koordinasi dengan 

kepala sekolah terlebih dahulu. Koordinasi guru BK dengan kepala sekolah hanya 

sebatas untuk meminta persetujuan dan menandatangani program BK tersebut.  

 

4.1.1.2.2.2 Anggapan BK sebagai Polisi Sekolah 

Siswa di SMA Negeri 1 Bobotsari sebagian besar sudah tidak menganggap 

BK sebagai polisi sekolah, sudah ada pandangan positif dari siswa mengenai BK, 
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terbukti dengan terlihatnya suasana yang akrab antara guru BK dengan siswa, juga 

kesadaran siswa untuk datang ke BK sudah meningkat. Namun masih ada 

beberapa siswa yang menganggap BK polisi sekolah terutama siswa kelas X,  hal 

ini disebabkan siswa kelas X masih terbawa suasana BK di SMP. Upaya kepala 

SMA Negeri 1 Bobotsari agar tidak menjadikan guru BK sebagai polisi sekolah 

antara lain adalah : 

1) Guru BK diberikan tugas tambahan yaitu untuk melayani siswa yang 

berkebutuhan, khususnya kebutuhan ekonomi. Guru BK sangat memberikan 

perhatian kepada siswa yang kurang mampu sehingga dengan cara-cara 

seperti itu siswa menjadi merasa terlayani dan mengurangi anggapan bahwa 

BK adalah polisi sekolah. 

2) Pemberian skor tidak dilakukan oleh guru BK, BK hanya bagian dari sistem. 

Guru BK dilibatkan dalam penskoran tapi bukan untuk urusan penskoran, 

guru BK ditekankan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman pada 

siswa mengapa dia di skor, jadi bukan pada proses penskorannya. Hal ini 

supaya anak menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi di masa 

yang akan datang. 

Di SMA Negeri 1 Bukateja masih ada juga beberapa siswa yang masih 

menganggap BK sebagai polisi sekolah, walaupun sebenarnya sebutannya bukan 

menganggap BK polisi sekolah, hanya saja siswa masih enggan datang ke ruang 

BK tapi tidak menganggapnya sebagai polisi sekolah, karena disini BK tidak 

dilibatkan dalam bentuk-bentuk punishmsent. Hukuman itu ada tim tersendiri 
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yaitu dari STP2K. Tugas BK adalah mencari akar permasalahan dan alternatif 

pemecahan, jadi hanya membantu saja bukan untuk menghukum. 

Siswa di SMA Negeri 1 Padamara juga sudah tidak menganggap BK 

sebagai polisi sekolah, akan tetapi intensitas kedekatan antara siswa dengan guru 

BK masih belum terlihat. Siswa belum benar-benar memahami peran dan fungsi 

BK. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah tidak adanya jam BK 

masuk kelas, sehingga interaksi antara guru BK dengan siswa kurang intensif. 

Akibatnya siswa masih banyak yang beranggapan bahwa BK adalah tempatnya 

orang yang bermasalah. Namun untuk pemberian poin dan hukuman, BK tidak 

ikut masuk ke dalam tim STP2K. BK hanya mengkomunikasikan pada siswa dan 

menindaklanjuti melalui pembinaan. Hal serupa juga terjadi di sekolah lainnya, 

dimana BK  sudah tidak dianggap sebagai polisi sekolah, BK sudah dianggap 

sebagai kebutuhan dan guru BK tidak boleh menghukum, yang bertugas 

menghukum adalah petugas tim STP2K. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga sebagian besar sudah tidak menganggap BK sebagai polisi sekolah, 

dikarenakan guru BK sudah tidak menghukum dan memberikan poin kepada 

siswa. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan dari kepala sekolah yang 

tidak menyuruh guru BK untuk menghukum siswa, dan tidak memasukan guru 

BK ke dalam tim STP2K yang bertugas menghukum siswa. Artinya kepala 

sekolah sudah mempunyai pemahaman bahwa guru BK bukan orang yang 

bertugas menghukum siswa, akan tetapi menjadi sahabat bagi siswa. Akan tetapi, 

masih banyak siswa yang enggan untuk datang ke BK, mereka belum mempunyai 
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kesadaran untuk mendatangi BK, karena mereka masih beranggapan bahwa BK 

adalah tempatnya orang yang bermasalah sehingga peran dan fungsi BK masih 

belum dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa.   

 

4.1.1.2.2.3 Memperkenalkan Peranan BK 

Anggapan guru mapel lain mengenai guru BK di SMA Negeri se-

kabupaten Purbalingga, di setiap sekolah masih ada beberapa guru lain yang 

beranggapan bahwa guru BK tidak ada kerjaannya. Anggapan ini muncul 

terutama pada guru yang sudah senior, karena mereka jarang berinteraksi 

langsung dengan guru BK. Untuk mengantisipasi hal yang seperti itu, kepala 

sekolah menekankan kepada guru BK supaya banyak berkarya, supaya publik 

tahu kalau BK banyak kegiatannya. Kepala sekolah juga sering melakukan 

koordinasi dan menekankan kepada guru BK untuk selalu memberikan kontribusi 

kepada yang lain. Selama BK tidak bisa memberikan kontribusi kepada yang lain, 

maka BK tidak akan dianggap dan tidak dibutuhkan. 

Berkaitan dengan BK yang masih dianggap sebagai polisi sekolah oleh 

beberapa siswa dan kurangnya kesadaran siswa untuk datang ke ruang BK, serta 

anggapan guru mata pelajaran lain mengenai BK yang tidak ada kerjaannya, maka 

kepala sekolah seharusnya memperkenalkan peranan BK baik kepada siswa, guru, 

maupun masyarakat. Upaya kepala SMA Negeri di kabupaten Purbalingga untuk 

memperkenalkan peranan BK adalah:  

1) Kepada guru yaitu pada saat rapat dan breafing sedikit menyinggung tentang 

peranan BK agar tidak terjadi kesalahpahaman antar guru mengenai tugas dan 

fungsi BK 
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2) Masyarakat, khususnya orang tua wali siswa yaitu pada saat pertemuan orang 

tua siswa, rapat pleno, dan rapat persiapan ujian. 

3) Kepada siswa yaitu melalui layanan BK pada masing-masing kelas, pada saat 

masa orientasi siswa (MOS) diberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi 

BK, pada saat upacara sedikit menyinggung tentang BK agar siswa bisa 

memanfaatkan secara optimal keberadaan BK di sekolah. 

 

4.1.1.2.2.4 Beban Kerja Guru BK 

Berikut ini adalah daftar guru BK dengan jumlah beban kerja yang diberikan: 

Tabel 4.4 

Daftar Guru BK dengan jumlah beban kerja 

 

No Sekolah Nama Guru Mengampu 

1. SMA N 1 Purbalingga 

Drs. Agung Suroso TC 270 Siswa 

Dra. Agustin Purnama 289 Siswa 

Dra. Dewi Indrawati 210 Siswa 

Pranowo, S.Pd 273 Siswa 

2. SMA N 2 Purbalingga 

Drs. Kustomo 68 Siswa 

Dra. Asih Unteari 258 Siswa 

Widijanti Luthfiani, S.Pd 273 Siswa  

Dra. Ari Muldiyati 236 Siswa 

3. SMA N 1 Bobotsari 

Drs. Ah Sutejo 152 Siswa 

Mardiana, S.Psi 157 Siswa 

Eliatin, S.Pd 158 Siswa 

Sri Adi Nurhayati, S.Psi, M.M 152 Siswa 

Yosi Indrias Sari, S.Pd 160 Siswa 

Arif Setiawan, S.Pd 160 Siswa 

4. SMA N 1 Bukateja 

Drs. Suranto, M.Pd 42 Siswa 

Drs. Saefudin 168 Siswa 
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Solechah, S.Pd 150 Siswa 

Dra. Waode Husniah 153 Siswa 

Wahyu Pranataria, S.Psi 156 Siswa 

Nur Rahmawati, S.Pd 115 Siswa 

5. SMA N 1 Padamara 

Drs. Diyanto 192 Siswa 

Dewi Astuti, S.Psi 154 Siswa 

Widya Dara Arum, S.Pd 170 Siswa 

6. SMA N 1 Rembang 

Dwi Sumarno, S.Pd 163 Siswa 

Listianto Edi Purnomo, S.Pd 156 Siswa 

Esti Agustin, S.Psi 156 Siswa 

Siti Nurlaela, S.Pd 165 Siswa 

7. SMA N 1 Kejobong 

Evi Sulistyanti, S.Psi 171 Siswa 

Heru Sujarwoko, S.Psi  150 Siswa 

8. SMA N 1 Kutasari 

Feni Martinawati, S.Psi 155 Siswa 

Oyinah, S.Psi 153 Siswa 

Nur Hasanah, S.Pd 146 Siswa 

9. SMA N 1 Karangreja 

Tety Krisnawati, S.Psi 167 Siswa 

Rusmiyati, S.Pd 28 Siswa 

Arisatun Manfangati, S.Pd 140 Siswa 

Eti Nurhandayani, S.Pd 56 Siswa 

Titin Amiyati, S.Pd 80 Siswa 

Abdul Mufid, S.Pd - 

10. SMA N 1 Kemangkon 

Suharti, S.Pd 160 Siswa 

Septi Dwi Priswanti, S.Psi 97 Siswa 

Sumber : Dokumen masing-masing sekolah 

 

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa terdapat dua kepala sekolah di 

SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga yang berlatar belakang pendidikan BK 

yaitu kepala SMA Negeri 1 Bukateja (Drs. Suranto, M.Pd) dan SMA Negeri 2 
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Purbalingga (Drs. Kustomo) . Kedua kepala sekolah tersebut sudah melaksanakan 

layanan terhadap minimal 40 siswa yang setara dengan 6 jam pembelajaran. Hal 

ini sudah memenuhi standart minimal kepala sekolah yang juga menjadi guru BK. 

Dari tabel tersebut juga terlihat hampir semua guru sudah memenuhi 

standart minimal yaitu mengampu minimal 150 siswa yang berarti setara dengan 2 

jam pelajaran per minggu. Hanya ada beberapa guru BK yang masih terlihat 

belum mengampu minimal 150 siswa, yaitu Nur Rahmawati, S.Pd (SMA Negeri 1 

Bukateja), Nur Hasanah, S.Pd (SMA Negeri 1 Kutasari), mereka adalah guru BK 

yang belum PNS sehingga menurut kepala sekolah tidak harus memenuhi standart 

minimal 150 siswa per guru BK. Selain itu ada pula guru BK PNS yang masih 

mengampu dibawah 150 siswa di SMA Negeri 1 Kemangkon yaitu Septi Dwi 

Priswanti, S.Psi. hal ini terjadi karena di SMA Negeri 1 Kemangkon masih 

kekurangan siswa, dan jumlah 2 guru BK yang ada ternyata terlalu banyak dan 

melebihi dari jumlah siswa yang hanya berjumlah 257 siswa. Untuk mengatasi 

permasalahan itu akhirnya guru BK tersebut juga mengampu dan menjadi guru 

BK di sekolah lain. 

Guru BK lainnya yang masih mengampu siswa dibawah 150 siswa yaitu di 

SMA Negeri 1 Karangreja. Di sekolah ini hampir semua guru BK nya mengampu 

dibawah 150 siswa, hanya ada 1 guru BK yang sudah PNS yang mengampu diatas 

150 siswa. Sedangkan guru lainnya seperti Arisatun Manfangati, S.Pd; Eti 

Nurhandayani, S.Pd; Titin Amiyati, S.Pd dan Rusmiyati, S.Pd masih mengampu 

dibawah 150 siswa bahkan ada yang jumlahnya hanya 28 siswa. Hal ini 

disebabkan karena pada dasarnya mereka adalah guru mata pelajaran lain yang 
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diangkat untuk membantu menjadi guru BK. seadangkan Abdul Mufid, S.Pd 

masih belum mengampu siswa karena dia merupakan guru baru yang mengabdi di 

SMA Negeri 1 Karangreja, dan baru beberapa hari berada di sekolah tersebut.  

 

4.1.1.2.3 Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pelayanan BK di sekolah 

kepada pihak terkait. 

 

4.1.1.2.3.1 Kerjasama dengan Instansi lain 

Kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga antara lain dengan 

beberapa pihak yaitu: 

1) Lembaga Psikodata, melakukan tes psikotes ataupun tes bakat minat untuk 

siswa. 

2) Kepolisian atau satlantas misalnya untuk mensosialisasikan tentang tata tertib 

lalu lintas 

3) Perguruan tinggi, untuk pemberian informasi dan sosialisasi mengenai 

penerimaan mahasiswa baru serta informasi dan penawaran jurusan yang ada 

di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Kerjasama ini terutama 

diperuntukan bagi kelas XII yang sebentar lagi akan studi lanjut ke jenjang 

perguruan tinggi. 

4) Lembaga bimbingan belajar (Bimbel) sebagai upaya untuk mempersiapkan 

siswa dalam menghadapi ujian. 
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4.1.1.2.4 Menyediakan Fasilitas, Kesempatan dan Dukungan dalam Kegiatan 

Kepengawasan. 

 

4.1.1.2.4.1 Supervisi Pelaksanaan Program BK 

Di SMA Negeri 1 Bukateja, program disusun diawal tahun, biasanya 

setiap semester diadakan koordinasi untuk berdiskusi. Koordinasi itu berupa 

evaluasi program semester lalu kemudian apabila ada permasalahan maka 

direncanakan tindak lanjut dari permasalahan itu. Koordinasi melibatkan kepala 

sekolah, koordinator BK, dan guru BK, serta melibatkan pihak-pihak lainnya yang 

terkait dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Supervisi terhadap program BK 

dilakukan sesuai dengan program sekolah. Biasanya dalam 1 tahun supervisi 

layanan dilakukan sebanyak 1 kali, dan supervisi administrasi disesuaikan dengan 

kebutuhan, biasanya 3 bulan sekali.  

Supervisi terhadap BK di SMA Negeri 1 Bobotsari biasanya dilakukan 

temporer dan berkelanjutan. Setiap satu bulan diadakan pengecekan, baik yang 

terjadwal maupun spontanitas. Supervisi tersebut meliputi supervisi administrasi 

seperti satlan, program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan semua 

perangkat layanan. 

Kepala SMA Negeri 1 Karangreja biasanya melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK tiap 1 semester sekali. Prosedur penyelenggaraannya 

adalah dengan menjadwalkan kapan  akan diadakan supervisi, kisi-kisi yang harus 

dipersiapkan dan bidang apa saja yang akan disupervisi, setelah itu baru 

dilaksanakan supervisi dan diakhiri dengan diskusi dan follow up. 

Di SMA Negeri 1 Kemangkon dan SMA Negeri 1 Kejobong, supervisi 

dilaksanakan setiap satu semester sekali,akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak 
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selalu dilaksanakan. Biasanya hanya dilakukan dengan pengamatan dan 

monitoring serta hanya dilihat perangkat layanannya saja. Hal ini juga terjadi di 

SMA Negeri 1 Padamara dan sekolah lain, dimana supervisi yang dilakukan 

hanya untuk supervisi administrasi BK saja dengan melihat kelengkapan 

administrasi yang berkaitan dengan pelayanan BK. Kesimpulannya adalah 

pelaksanaan supervisi BK oleh kepala sekolah di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga masih belum optimal. Karena biasanya hanya dilakukan supervisi 

administrasi saja dan itupun tidak pasti dilaksanakan. 

 

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Kepala 

Sekolah terhadap Pelayanan BK di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga 

 

Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga dipengaruhi oleh beberapa hal 

diantaranya: 

1) Faktor pendukung Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan Bimbingan 

dan Konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga: 

a. Fasilitas untuk pelayanan bimbingan dan konseling yang sudah cukup 

memadai. 

b. Pemahaman kepala sekolah akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap 

BK di sekolah sudah cukup baik 

c. Sumber daya manusia sebagai konselor sekolah yang cukup profesional 

dan berpengalaman dalam melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. 

2) Faktor penghambat Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga: 



92 

 

 
 

a. Kurangnya koordinasi yang baik antara konselor dengan personel 

sekolah. 

b. Kepala sekolah kurang memprioritaskan BK di sekolah sehingga BK 

kurang dipentingkan. 

c. Kompetensi konselor yang kurang sesuai dengan tuntutan saat ini 

sehingga kinerja kurang optimal 

d. Masih ada beberapa konselor dengan latar belakang pendidikan non BK 

sehingga kurang berkompeten di bidang BK dan berakibat pada 

pelayanan yang diberikan kurang optimal 

e. Masih ada kesalahpahaman BK dimana BK untuk mengatasi masalah. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1  Pelaksanaan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Pelayanan BK di 

SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga 

 

Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam 

penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas pendidikan 

kabupaten / kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah. Seorang 

kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan 

nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kepala sekolah bertanggung 

jawab penuh akan sekolah tersebut. Sehubungan dengan hal itu seorang kepala 

sekolah merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga. Karena kepala sekolah 

adalah seorang pemimpin di lembaganya dan ia yang membawa lembaganya ke 

arah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. 
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Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan 

sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan 

peranan kepala sekolah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin sekolah. Keberhasilan sekolah adalah merupakan salah satu usaha dari 

kepala sekolah. Dimana kepala sekolah tersebut menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik. Untuk mencapai peningkatan mutu sekolah, maka seorang 

kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformasikan, 

mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan 

sekolah merupakan suatu turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan. 

Kebijakan yang pertama yaitu mengenai kualifikasi akademik konselor. 

Pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu yaitu pelayanan yang mampu 

mengarahkan, mengembangkan potensi dan tugas-tugas perkembangan individu 

yang menyangkut kawasan kematangan personal dan emosional, sosial, 

pendidikan, dan karir. Perwujudan pelayanan bimbingan dan konseling yang 

bermutu dipengaruhi salah satunya yaitu kinerja guru BK. Hal ini dikarenakan 

seorang guru BK yang mempunyai kinerja yang berkualitas akan menampilkan 

sikap produktif, memiliki motivasi yang tinggi, disiplin, kreatif, inovatif, dan 

mandiri dalam melaksanakan peran dan tugasnya sehingga pelayanan bimbingan 

dan konseling yang dilakukan juga akan sesuai dengan beban kerja wajib yang 

diterimanya.   

Pada dasarnya kinerja guru BK profesional ditentukan oleh standar 

kualifikasi akademik dan kompetensi, serta kesejahteraan. Penetapan standar 
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kualifikasi akademik dan kompetensi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor 

(SKAKK) Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai 

konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Sedangkan kesejahteraan guru 

BK terkait dengan tunjangan yang diberikan kepada konselor yang telah 

bersertifikasi.  Kesejahteraan yang memadai akan mendorong, memotivasi kepada 

guru BK agar melakukan peran dan tugasnya secara professional secara sungguh-

sungguh. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, 

yang  menyatakan bahwa:  

“. . . kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada 

jalur pendidikan formal dan nonformal adalah: (i) sarjana 

pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling ; (ii) 

berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional, yang berjumlah 17 

kompetensi dan 76 sub kompetensi” 

 

Berdasarkan Permendiknas tersebut sangat jelas bahwa untuk menjadi 

seorang guru BK profesional, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi. Adapun standar kualifikasi akademik guru BK dalam 

satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah sarjana 

pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan 

profesi konselor. Sedangkan kompetensi guru BK mencakup kompetensi 

akademik dan kompetensi professional. Kompetensi akademik merupakan 
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landasan ilmiah (scientific basic) dan kiat (arts) pelaksanaan layanan professional 

bimbingan dan konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan 

penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, 

yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik 

yang telah diperoleh melalui pendidikan akademik yang telah disebutkan, melalui 

latihan yang relatif lama serta beragam situasinya dalam konteks otentik 

dilapangan yang dikemas sebagai Pendidikan Profesional Konselor, dibawah 

penyeliaan konselor senior yang bertindak sebagai pebimbing atau mentor. 

Kompetensi akademik dan professional di atas secara terintegrasi membangun 

keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat masih ada beberapa guru BK di SMA 

Negeri se-Kabupaten Purbalingga yang latar belakang pendidikannya adalah 

bukan dari jurusan bimbingan dan konseling. Masih banyak guru BK yang 

berlatar belakang pendidikan selain BK menjadi guru BK, bahkan sebagian besar 

dari guru tersebut statusnya adalah sudah pegawai negeri sipil (PNS). Dari 29 

guru BK yang PNS, hanya 14 guru yang berlatar belakang pendidikan bimbingan 

dan konseling, 15 guru BK lainnya berasal dari jurusan non BK yang rata-rata dari 

jurusan psikologi. Oleh karena guru tersebut adalah PNS, hal ini bukan seutuhnya 

menjadi kesalahan sekolah karena yang melakukan seleksi penerimaan calon 

pegawai negeri sipil (CPNS) adalah pemerintah pusat bukan sekolah sendiri yang 

melakukan seleksi. Sedangkan untuk guru BK tidak tetap (GTT) yang ada di 

SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga berjumlah 11 orang guru. Dari 11 guru 

tersebut 5 diantaranya adalah berlatar belakang pendidikan non BK. Kondisi yang 
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paling memprihatinkan adalah dimana guru mata pelajaran lain seperti guru 

sejarah, ekonomi, PMP-KN yang di beri tugas tambahan untuk menjadi guru BK. 

Hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan BK yang diberikan 

kepada siswa, karena guru BK yang ada kurang berkompeten di bidang BK, 

sehingga pelayanan yang diberikan kurang optimal. 

 

Selanjutnya yaitu kebijakan mengenai alokasi jam BK masuk kelas. 

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pengembangan diri dan menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

struktur kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah dinyatakan bahwa 

kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pengembangan diri dan 

kegiatan pengembangan diri tersebut memiliki alokasi waktu ekuivalen 2 jam 

pembelajaran per minggu. Ekuivalen berarti disamakan atau setara jadi makna 

ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran adalah setara dengan 2 jam pembelajaran, 

pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam jam pembelajaran dan di luar jam 

pembelajaran. Dengan kata lain, pelayanan bimbingan dan konseling tidak harus 

di dalam jam pembelajaran melainkan bisa di luar jam pembelajaran dengan 

jumlah alokasi waktunya 2 jam pembelajaran.  

Mengacu pada hal di atas maka kegiatan bimbingan dan konseling dapat 

dilakukan di luar jam pembelajaran, Sugiyo (2011: 12) menyatakan 

“dibandingkan dengan kurikulum terdahulu agaknya ada perbedaan dalam jumlah 

jam belajar efektif yaitu adanya pengurangan jam belajar efektif di kelas namun 

jam belajar diberikan lebih banyak untuk kegiatan di luar jam belajar efektif 

melalui pengembangan diri di bawah bimbingan konselor maupun tenaga 
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kependidikan yang lain.” Hal ini berarti bimbingan dan konseling dapat dilakukan 

di dalam jam pembelajaran namun seyogyanya lebih banyak dilakukan di luar jam 

pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan bimbingan dan 

konseling seperti bimbingan kelompok, konseling kelompok dan sebagainya.  

Dengan demikian tidak ada salahnya apabila ada sekolah yang membuat 

kebijakan dimana tidak ada alokasi di dalam jam pembelajaran untuk kegiatan 

bimbingan dan konseling. Apalagi adanya manajemen berbasis sekolah, sekolah 

mempunyai otonomi dalam membuat kebijakan yang terkait dengan kemajuan 

sekolah, salah satunya sekolah membuat kebijakan tentang tidak ada alokasi jam 

di dalam pembelajaran untuk bimbingan dan konseling. Tidak ada alokasi jam di 

dalam pembelajaran untuk bimbingan dan konseling, membuat konselor harus 

melakukan semua kegiatan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran. 

Untuk itu konselor melakukan pengaturan kegiatan bimbingan dan konseling di 

luar jam pembelajaran atau manajemen bimbingan dan konseling di luar jam 

pembelajaran. 

Walaupun begitu idealnya pelayanan bimbingan dan konseling diberikan 

waktu di dalam jam pembelajaran agar kinerja konselor lebih berkembang 

sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Karena 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga yang di sekolahnya tidak ada alokasi jam BK masuk kelas, ternyata 

mereka lebih menginginkan diadakannya alokasi jam BK masuk kelas. Guru BK 

membutuhkan jam untuk masuk kelas agar dapat memudahkan dalam melakukan 

pelayanan BK. Dengan adanya jam BK, memudahkan guru BK untuk lebih bisa 
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berinteraksi secara langsung dengan siswa dan memahami karakter siswa 

sehingga guru BK bisa lebih dekat dengan siswa dan menjadi sahabat siswa. 

 

Selanjutnya untuk kebijakan mengenai beban kerja guru BK, diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru 

Pasal 54 butir 6 disebutkan bahwa  “Beban kerja guru bimbingan dan konseling 

atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah 

mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada 

satu atau lebih satuan pendidikan“. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam 

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

Tentang Guru Pasal 54 angka 6 bahwa: 

Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan 

konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, pengendalian, 

dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima 

puluh) peserta didik, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk 

pelayanan tatap muka terjadwal di kelas dan layanan perseorangan 

atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan. 

 

Penilaian kinerja Guru BK pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan bersama 

Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru 

BK dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 

(seratus lima puluh) orang siswa dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) 

orang siswa per tahun. 

Pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan juga harus sesuai 

dengan peraturan pemerintah tersebut yaitu beban kerja wajib yang diterima oleh 
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guru BK adalah paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang siswa dan paling 

banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, guru BK di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga hampir semuanya sudah memenuhu kriteria tersebut. Artinya kepala 

sekolah juga sudah memahami bahwa tugas dari guru BK mengampu sejumlah 

150 siswa, sehingga kepala sekolah tidak memberi kebijakan dengan memberikan 

beban kerja wajib dibawah 150 siswa ataupun melebihi beban kerja wajib paling 

banyak yaitu 250 siswa. Kalaupun ada beberapa guru BK yang belum memenuhi 

itu dikarenakan kondisi sekolah yang demikian, misalnya karena kekurangan 

jumlah siswa. 

 

Untuk kebijakan dalam hal supervisi BK, Sukardi (2008 : 242) 

menyatakan bahwa supervisi dilakukan oleh pengawas dan atau kepala sekolah. 

Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dalam Pasal 57 disebutkan supervisi meliputi supervisi 

manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh 

pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan diatas sangat jelas bahwa kepala sekolah 

merupakan supervisor yang berfungsi atau berperan memberikan layanan dan 

bantuan kepada seluruh staf baik guru maupun personil sekolah lainnya termasuk 

guru BK agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi 

pelaksanaan supervisi BK oleh kepala sekolah di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga masih belum optimal. Karena biasanya hanya dilakukan supervisi 
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administrasi saja dan itupun tidak pasti dilaksanakan. Kepala sekolah masih 

belum memahami bagaimana prosedur supervisi yang seharusnya dilakukan. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui kebijakan 

yang terbagus dan sudah sesuai yaitu mengenai guru BK yang sudah tidak 

dijadikan sebagai pemberi hukuman. Selain itu mengenai beban kerja guru BK 

juga semuanya sudah memenuhi beban kerja minimal. Hal tersebut berarti bahwa 

kepala sekolah sudah memahami peran dan fungsi BK. Sedangkan untuk 

kebijakan yang masih kurang bagus pengimplementasiannya yaitu dalam hal 

koordinasi dan supervisi. Koordinasi program hanya dilakukan ketika guru BK 

meminta persetujuan dan tanda tangan kepala sekolah saja, dan untuk supervisi 

hanya dilakukan supervisi administrasi saja dan itupun tidak pasti dilakukan. 

 

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Kepala 

Sekolah terhadap Pelayanan BK di SMA Negeri se-kabupaten 

Purbalingga 

 

Faktor pendukung Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Pelayanan 

Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga meliputi (1) 

fasilitas untuk pelayanan bimbingan dan konseling yang sudah cukup memadai, 

yaitu sudah tersedianya ruang BK walaupun belum memenuhi standart minimal; 

(2) pemahaman kepala sekolah akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap BK di 

sekolah sudah cukup baik, contohnya guru BK sudah tidak dilibatkan dalam hal 

pemberian hukuman untuk siswa; (3) sumber daya manusia sebagai konselor 

sekolah yang cukup profesional dan berpengalaman dalam melakukan kegiatan 

bimbingan dan konseling. 
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Sedangkan faktor penghambat Kebijakan Kepala Sekolah terhadap 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga 

yaitu: (1) kurangnya koordinasi yang baik antara konselor dengan personel 

sekolah, terutama dengan kepala sekolah sehingga program yang dilaksanakan 

kurang bisa berjalan dengan maksimal; (2) kepala sekolah kurang 

memprioritaskan BK di sekolah sehingga BK kurang dipentingkan, kepala 

sekolah masih mengutamakan mata pelajaran lain yang berfungsi dalam proses 

pengajaran; (4) Masih ada beberapa konselor dengan latar belakang pendidikan 

non BK sehingga kurang berkompeten di bidang BK dan berakibat pada 

pelayanan yang diberikan kurang optimal, hal ini dikarenakan guru BK tersebut 

tidak sesuai dengan kualifikasi akademik konselor; (5) masih ada kesalahpahaman 

BK dimana BK untuk mengatasi masalah, sehingga masih banyak siswa yang 

enggan untuk datang ke BK karena siswa menganggap bahwa orang yang masuk 

ke BK adalah orang-orang yang bermasalah. 

 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian sudah dilaksanakan sebaik mungkin dan sesuai dengan 

prosedur penelitian yang telah ditetapkan, namun penelitian ini tetap memiliki 

keterbatasan yaitu: 

1) Kurangnya referensi buku mengenai kebijakan kepala sekolah terhadap 

pelayanan bimbingan dan konseling sehingga peneliti merasa kurang 

mendalam dalam melakukan penelitian. 
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2) Waktu untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan kepala sekolah 

terbatas karena kesibukan dari kepala sekolah di SMA Negeri se-kabupeten 

Purbalingga. 

3) Jarak antara sekolah yang satu dengan yang lain berjauhan sehingga peneliti 

merasa kesulitan dalam menempuh dan melaksanakan penelitian. 

4) Beberapa dokumen tidak boleh dilihat dan dicopi sehingga dokumentasi 

kurang sempurna. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan kepala 

sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri se-

kabupaten Purbalingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan 

konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional dan berdasarkan aturan 

yang ada dari pemerintah pusat, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan 

sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-

masing sekolah. Secara umum kepala sekolah sudah mengetahui dan 

memahami peran serta tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelayanan 

bimbingan dan konseling, akan tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah 

kurang menerapkan pemahaman tersebut serta kurang melihat kebutuhan dari 

guru BK dan siswa. Kebijakan yang sudah bagus dan sesuai yaitu mengenai 

guru BK yang sudah tidak dijadikan sebagai pemberi hukuman, sedangkan 

yang kurang bagus pengimplementasiannya yaitu dalam hal koordinasi dan 

supervisi. 

2. Faktor pendukung kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan 

dan konseling di SMA Negeri se-kabupaten Purbalingga yaitu pemahaman 

kepala sekolah akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap BK di sekolah 
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sudah cukup baik. Sedangkan faktor penghambat kebijakan kepala sekolah 

terhadap pelayanan bimbingan dan konseling adalah (1) kurangnya 

koordinasi; (2) BK kurang diprioritaskan; (3) Kesalahpahaman BK untuk 

mengatasi masalah; (4) Masih ada beberapa konselor dengan latar belakang 

pendidikan non BK 

. 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti selama penelitian, saran yang 

peneliti sampaikan adalah: 

1) Bagi Kepala SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga 

Kepala sekolah hendaknya dalam membuat kebijakan lebih memperhatikan 

kebutuhan guru BK dan siswa, serta lebih meningkatkan lagi koordinasi 

dengan guru BK dan mengoptimalkan kegiatan kepengawasan (supervisi) BK 

agar layanan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

diharapkan 

2) Bagi Guru BK SMA Negeri se-Kabupaten Purbalingga 

Guru BK lebih meningkatkan dan menunjukan kinerjanya agar kepala 

sekolah memberikan perhatian khusus kepada BK. Hal ini dilakukan agar 

pelayanan bimbingan dan konseling dapat lebih berkualitas. 

3) Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai kebijakan kepala 

sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk 

meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. 
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LEMBAR BIMBINGAN INSTRUMEN PENELITIAN DENGAN 

PROFESIONAL JUDGEMENT 

 

A. Pengantar 

Lembar validasi ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap 

instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data penelitian guna 

penyusunan skripsi. Kesedian dan keikhlasan evaluator untuk melakukan 

penilaian sangat besar artinya untuk memperoleh data yang valid dalam 

penelitian. 

B. Petunjuk Pengisian 

Instrumen ini dinilai berdasarkan 3 kriteria yaitu kesesuain butir dengan 

kisi-kisi, bahasa, dan bentuk pertanyaan. Oleh karena itu, diharapkan 

evaluator menilai instrumen ini berdasarkan 3 hal tersebut. Adapun rentang 

nilai adalah sebagai berikut: 

1 : sangat buruk 

2 : buruk 

3 : baik 

4 : sangat baik 

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih. 

 

 

IDENTITAS EVALUATOR 

Nama     :  Prof. Dr. DYP. Sugiharto, M. Pd., Kons. 

NIP     :  19611201 198601 1 001 

Instansi    :  FIP UNNES 

Pengalaman penelitian yang relevan : 

 

 

 

 

Lampiran 1 
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LEMBAR VALIDASI INTRUMEN PENELITIAN DENGAN 

PROFESIONAL JUDGEMENT 

 

Indikator Aspek Penilaian Nilai Catatan/rekomendasi 

1. Tahapan Kebijakan 1. Kesesuaian butir 

dengan kisi-kisi 

 

 

2. Bahasa 

 

 

3. Bentuk pertanyaan 

 

 

  

2. Tugas dan peran 

kepala sekolah 

terhadap pelayanan 

BK di sekolah 

1. Kesesuaian butir 

dengan kisi-kisi 

 

 

2. Bahasa 

 

 

3. Bentuk pertanyaan 
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LEMBAR PENGESAHAN 

 

Instrumen ini telah divalidasi oleh profesional judgement, sehingga telah layak untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 

Hari   : 

Tanggal  : 

 

 

 

Semarang,   2 Oktober 2013 

Evaluator 

 

 

 

      Prof. Dr. DYP. Sugiharto, M. Pd., Kons. 

      NIP. 19611201 198601 1 001 
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Lampiran 2 

KISI – KISI PEDOMAN WAWANCARA 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Deskriptor 

Kebijakan 

Kepala 

Sekolah 

Terhadap 

Pelayanan 

Bimbingan 

dan 

Konseling  

1. Tahapan 

kebijakan 

kepala 

sekolah 

terhadap 

pelayanan 

BK di 

sekolah 

1. Formulasi 

kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Implementasi 

kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi 

kebijakan 

 

 

 

 

a. Penyusunan agenda dengan 

menempatkan permasalahan BK 

pada agenda sekolah 

b. Merumuskan alternatif kebijakan 

untuk mengatasi masalah 

c. Mengadopsi alternatif kebijakan 

untuk solusi penyelesaian 

masalah 

 

a. Perwujudan dan realisasi dari 

keputusan yang telah menjadi 

kebijakan 

b. Pengkomunikasian kebijakan 

dengan pihak-pihak terkait 

c. Mengimplementasikan dalam 

bentuk program-program sekolah 

d. Mengimplementasikan melalui 

kebijakan turunan dari kebijakan 

pendidikan nasional 

 

a. Ketercapaian tujuan kebijakan 

b. Mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan sasaran 

c. Mengevaluasi dan mempelajari 

pencapaian sasaran dan tujuan 

2. Tugas dan 

tanggung 

jawab 

kepala 

sekolah 

terhadap 

pelayanan 

BK di 

sekolah 

1. Menyediakan 

sarpras, tenaga, 

dan fasilitas 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

a. Menyediakan ruang BK, seperti 

ruang konseling individu, 

kelompok, ruang tamu, dan ruang 

kerja konselor.  

b. Mengangkat / memilih guru 

pembimbing yang berkompeten 

dan profesional. 

c. Mengalokasikan anggaran dana 

untuk BK 

d. Menyediakan jam untuk BK 
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2. Melakukan 

pengawasan dan 

pembinaan 

terhadap 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

program, serta 

penilaian dan 

upaya tindak 

lanjut pelayanan 

BK 

 

3. Mempertanggu

ng jawabkan 

pelaksanaan 

pelayanan BK 

di sekolah 

kepada pihak 

terkait. 

 

4. Menyediakan 

fasilitas, 

kesempatan dan 

dukungan dalam 

kegiatan 

kepengawasan 

masuk kelas 

e. Menetapkan koordinator BK yang 

bertanggung jawab 

f. Memberikan kemudahan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah. 

 

a. Mengkoordinasikan segenap  

kegiatan yang diprogramkan 

b. Memperkenalkan peranan 

konselor kepada guru, murid,  

orang tua murid, dan masyarakat 

c. Tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah 

d. Melaksanakan layanan BK 

terhadap minimal 40 siswa bagi 

kepala sekolah yang berlatar 

pendidikan BK 

 

a. Mengadakan kerjasama dengan 

instansi lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BK 

 

 

 

 

 

a. Melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK 
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PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : ………………………………………….………………… 

Tempat Wawancara : ………………………………………….………………… 

Nama Responden : ………………………………………….………………… 

Nama sekolah  : ………………………………………….………………… 

Alamat sekolah : ………………………………………….………………… 

 

 

No. PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan BK 

pada agenda sekolah? 

 

 

2. Bagaimana cara merumuskan 

alternatif kebijakan untuk 

mengatasi masalah ? 

 

 

 

3. Strategi apa yang digunakan 

dalam mengadopsi alternatif 

kebijakan untuk solusi 

penyelesaian masalah ? 

 

 

 

4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan yang 
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telah menjadi kebijakan, apa 

saja langkah yang ditempuh ?  

 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian kebijakan 

dengan pihak-pihak terkait ? 

Biasanya siapa saja? 

 

 

6. Bagaimana kebijakan tersebut 

diimplementasikan dalam 

bentuk program-program 

sekolah ? 

 

 

7. Apakah di sekolah ini juga 

mengimplementasikan melalui 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan kebijakan 

yang telah dilaksanakan ? 

 

 

 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran ? 

 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah dicapai ? 
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11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, seperti 

ruang konseling individu, 

kelompok, ruang tamu, dan 

ruang kerja konselor ? 

 

 

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / pememilihan 

guru pembimbing yang 

berkompeten dan profesional? 

 

 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana untuk 

BK ? Dari mana anggaran 

dananya? 

 

 

14. Apakah di sekolah ini ada jam 

untuk BK masuk kelas ? 

 

 

 

 

15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

 

 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

 

 

17. Apakah dilakukan koordinasi  
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mengenai segenap  kegiatan 

yang diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi biasanya 

dilakukan ? 

18. Apakah Bapak/Ibu melakukan 

supervisi terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

 

 

19. Bagaimana Bapak/Ibu 

memperkenalkan peranan 

konselor kepada guru, murid,  

orang tua murid, dan juga 

masyarakat ? 

 

20. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai polisi 

sekolah oleh siswa ? Apa 

upaya Bapak/Ibu agar tidak 

menjadikan guru BK sebagai 

polisi sekolah ? 

 

21. Untuk Bapak/Ibu kepala 

sekolah yang berlatar 

pendidikan BK, apakah sudah 

melaksanakan layanan BK 

terhadap minimal 40 siswa ? 

 

22. Dalam mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan 

pelayanan BK, apakah 

Bapak/Ibu mengadakan 

kerjasama dengan instansi lain 

yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BK ? 

 

23. Bagaimana prosedur  
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penyelenggaraan supervisi 

mengenai kegiatan BK? Dalam 

jangka waktu berapa lama 

biasanya supervisi dilakukan ? 
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PEDOMAN WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : ………………………………………….………………… 

Tempat Wawancara : ………………………………………….………………… 

Nama Responden : ………………………………………….………………… 

Nama sekolah  : ………………………………………….………………… 

Alamat sekolah : ………………………………………….………………… 

 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

 

3. Apakah semua guru BK disini berlatar 

belakang pendidikan BK? 

 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

 

 

6. Bagaimana prosedur penetapan  
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koordinator BK yang bertanggung 

jawab? 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah? 

 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

 

9. Apakah kepala sekolah melakukan 

supervisi terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah oleh 

siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan dari 

guru mapel lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan BK 

kepada guru, siswa, dan orangtua/ 

masyarakat? 

 

12. Apakah diadakan kerjasama dengan 

instansi lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BK? 
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Lampiran 3 

KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI 

 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 

Kebijakan 

Kepala 

Sekolah 

terhadap 

pelayanan BK 

1. Keadaan 

Sekolah 

a. Kondisi 

Geografis 

 

Letak geografis sekolah 

dan kondisi lingkungan 

sekitar sekolah. 

b. Jumlah Siswa 

 

Jumlah seluruh siswa di 

sekolah 

c. Jumlah Guru 

BK 

Jumlah guru BK di 

sekolah 

2. Keadaan 

Ruang BK 

a. Lokasi Ruang 

BK 

Keberadaan dan letak 

ruang BK 

b. Luas Ruang 

BK 

Luas ruangan, bentuk, 

warna dinding,  

c. Kondisi Ruang 

BK 

Kebersihan dan 

kerapihan ruang BK, 

ventilasi dan sirkulasi 

udara 

d. Suasana 

Ruang BK 

Suasana ketenangan 

dan kenyamanan 

diruang BK 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : ………………………………………….………………… 

Alamat sekolah : ………………………………………….………………… 

Hari/Tanggal  : ………………………………………….………………… 

 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

 

2. Jumlah Siswa 

 

 

3. Jumlah Guru BK 

 

 

4. Lokasi Ruang BK 

 

 

5. Luas Ruang BK 

 

 

6. Kondisi Ruang BK 

 

 

7. Suasana Ruang BK 
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Lampiran 4 

KISI-KISI PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 

Kebijakan 

Kepala 

Sekolah 

terhadap 

pelayanan BK 

3. Tahapan 

Kebijakan 

Program Sekolah d. Surat Keputusn 

Kepala Sekolah 

(SK) 

e. Pembagian Tugas 

guru BK 

f. Jadwal Pelajaran 

4. Tugas dan 

Tanggung 

jawab kepala 

sekolah 

terhadap BK 

Sarana prasarana  

dan tenaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ruang BK 

b. Ruang Konseling 

Individu 

c. Ruang Konseling 

Kelompok 

d. Ruang Kerja 

Konselor 

e. Ruang Tamu 

f. Ruang Administrasi 

g. Ruang Bilio Terapi 

h. Ruang Relaksasi 

i. Papan Bimbingan 

j. Almari 

k. Rak Buku 

l. Box file Brosur 

Informasi 

m. Perangkat Komputer 

n. Biodata Guru BK 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : ………………………………………….………………… 

Alamat sekolah : ………………………………………….………………… 

Hari/Tanggal  : ………………………………………….………………… 

 

No Indikator 
Hasil Keterangan 

Ada  Tidak 

1. Surat Keputusan Kepala Sekolah (SK)    

2. Pembagian Tugas guru BK    

3. Jadwal Pelajaran     

4. Ruang Konseling Individu    

5. Ruang Konseling Kelompok    

6. Ruang Kerja Konselor    

7. Ruang Tamu    

8. Ruang Administrasi    

9. Ruang Bilio Terapi    

10. Ruang Relaksasi    

11. Papan Bimbingan    

12. Almari    

13. Rak Buku    

14. Box file Brosur Informasi    

15. Perangkat Komputer    

16. Biodata Guru BK    
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Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 22 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Drs. Suranto, M.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bukateja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Purwandaru Bukateja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

BK mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan 

mapel lain, dengan demikian saya berikan jam masuk kelas, 

kan ada juga sekolah yang tidak masuk kelas, saya berikan 

fasilitas, dan segala sesuatu sama dengan mata pelajaran 

yang lain. Porsinya sama dengan mapel lain, bahkan saya 

sedikit lebih memberikan perhatian, saya berikan ruangan 

secara khusus, karena saya tahu bahwa BK itu lebih pelik 

dan unik dari mata pelajaran. Fasilitas di BK saya berikan 

sesuai porsinya. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Mengacu pada peraturan yang ada bahwasanya dalam 

definisi BK dan berbagai aturan lain itu bahwa BK itu 

mendapatkan porsi yang sama. Peraturan MENPAN, jenis 

guru itu ada guru mapel, guru pembimbing, guru kelas, dan 

masing2 itu punya wewenang, seperti guru mapel minimal 
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24 jam, pembimbing minimal 150 siswa, dan aturan 

sebagainya sehingga kami mendudukan mereka itu sama. 

Dan BK itu kan memberikan materi yang tidak diberikan 

oleh mata pelajaran, karena disiplinnya sendiri2. 

3. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Dituangkan dalam SK kepala sekolah dalam pembagian 

tugas mengajar dan bimbingan. Disitu disebutkan satu 

persatu pak guru BK A kelas ini dan ini, dst, kemudian 

dideskripsikan ke jadwal. 

4. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Tentu, dengan waka, guru yang lain (termasuk BK) dalam 

rapat. Tapi tidak meninggalkan waka, karena 4 waka itu 

yang membantu kepala sekolah. 

5. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Karena BK sama porsinya dengan mapel lain, semuanya 

dimasukkan dalam program sekolah, dan untuk guru BK 

saya tuntut sama dengan guru mapel yang lain. Artinya 

membuat perencanaan bimbingan, pelaksanaan bimbingan, 

evaluasi bimbingan, dan analisis bimbingan dan tindak 

lanjut bimbingan. 

6. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Melalui kebijakan turunan dari pemerintah (MENPAN) 

kemudian dikembangkan sendiri oleh sekolah melalui SK 

kepala sekolah. 

7. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Dari program yang disiapkan, antara lain guru BK dapat 

mengatasi masalah yang muncul, dapat merealisir program 

yang direncanakan dan diprogramkan.contoh: penjurusan 

sesuai programnya, kelanjutan perguruan tinggi, 

pelaksanaan layanan di masing2 kelas. 

8. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

Saya nilai baik, yang saya lihat itu misalnya yang 

melanjutkan di perguruan tinggi minimal 65% dari jumlah 
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keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

siswa, ketercapaian program cukup baik, permasalahan2 

yang besar tidak muncul. 

9. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Monitoring dan juga laporan dari masing-masing guru BK. 

10. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Sudah memadai walaupun belum bisa memenuhi sampai 

standart minimal. Artinya ada ruang tersendiri, ruang 

bimbingan kelompok, ruang tamu, konseling individu, rak, 

laptop , printer untuk kepentingan administrasi ada. 

11. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Dari pemerintah, saat saya disini sudah ada semua, sudah 

tercukupi. Masih ada 1 yang GTT tapi saya kesini sudah 

ada, bukan saya yang menyeleksi. 5 dari BK, 1 psikologi. 

Secara umum sudah berkompeten dan profesional, namun 

kalau ditelusuri satu2 itu tingkatannya berbeda2, karena 

salah satunya itu ada yang sarjana mudanya itu 

ketrampilan. Tapi tidak masalah, karena bisa mengikuti 

yang lain. 

12. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Dari RAPBS yang sebagian besar dana itu dari komite 

sekolah. Diberikan khusus untuk BK, seperti halnya guru 

mapel lain. 

13. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

1 jam per minggu, semua kelas ada. 

14. 

Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Diserahkan kepada guru BK. Tapi kami loloskan itu 

bersama pertimbangan yang lain yaitu bersamaan dengan 

pembagian tugas guru. Jadi pada awal tahun kan ada 

pembagian tugas untuk waka, petugas perpus, kepala lab, 

koordinator BK, dsb. 

15. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

Saya memberikan kemudahan antara lain: (a) Memberikan 

perhatian lebih kepada guru BK daripada guru mapel lain; 
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terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

(b) Berupaya berada di tengah2 mereka; (c) Sering 

memberikan dorongan dan motivasi; (d) Kalau meminta 

fasilitas, waktu, peralatan saya berupaya untuk 

merealisirnya sejauh tidak kontradiktif dengan sekolah. 

16. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

Program dibuat diawal tahun, biasanya tiap semester 

diadakan koordinasi, diajak berembug. Koordinasi itu 

berupa evaluasi semester lalu kemudian tindak lanjut dari 

permasalahan, kalau ada. Melibatkan kepala sekolah, 

koordinator BK, dan guru BK. melibatkan yang lainnya, 

disesuaikan dengan kebutuhannya. 

17. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Dilakukan sesuai dengan program sekolah. 1 tahun 

supervisi layanan 1 kali, dan supervisi administrasi itu 

sesuai dengan kebutuhan, biasanya 3 bulan sekali. 

18. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Masih ada juga, walaupun sebutannya bukan menganggap 

BK polisi sekolah, hanya saja siswa masih enggan datang 

ke ruang BK tapi tidak menganggapnya sebagai polisi 

sekolah, karena disini BK tidak dilibatkan dalam bentuk2 

punishmsent. Hukuman itu ada sendiri yaitu dari STP2K. 

Tugas BK adalah mencari akar permasalahan dan alternatif 

pemecahan, hanya membantu bukan menghukum.  

Anggapan guru mapel lain mengenai guru BK yang tidak 

ada kerjaannya sudah tidak ada. Bisa berjalan seiring, tidak 

iri. Karena sering koordinasi dan saya tekankan kepada guru 

BK untuk memberikan kontribusi kepada yang lain. Selama 

BK tidak bisa memberikan kontribusi kepada yang lain, 

maka BK tidak akan dianggap, tidak dibutuhkan. Inilah 

peran kepala sekolah yang seharusnya mengakrabkan 

mereka. 

19. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

Dengan guru ketika rapat, dengan orang tua ketika ada 

pertemuan ortu siswa atau persiapan UN, sedangkan dengan 

siswa melalui layanan BK masing-masing 
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dan orangtua/ masyarakat? 

20. Untuk bapak kepala 

sekolah, apakah berlatar 

belakang pendidikan BK 

dan apakah sudah 

melaksanakan layanan BK 

terhadap minimal 40 

siswa? 

Ya sudah. Kepala sekolah sudah mengampu 40 siswa. 

Dari 785 siswa  ada 6 guru BK termasuk kepala sekolah. 

Guru hitungannya sudah per 150 siswa 

 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Biasanya dengan  Dengan Perguruan tinggi, tes psikologi, 

lembaga Bimbel. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Heriyanto, S.Pd, M.Si 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. MT. Haryono No. 19 Purbalingga 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Kalau pelayanan BK di sekolah kita itu dilakukan sore hari 

setelah pulang sekolah artinya BK tidak terjadwal khusus 

masuk ke kelas, tetapi lewat kegiatan pengembangan diri di 

luar jam pelajaran. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Kalau ada anak yang mau melakukan konsultasi biasanya 

setelah jam olahraga, atau pada saat jam kosong, pada saat 

istirahat. Atau pada jam setelah pulang sekolah itu, karena 

disini anaknya pasti pulang sore, untuk berkegiatan. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

BK itu khusus untuk pengembangan diri, bimbingan karir, 

bimbingan kelompok. 

4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

Dicantumkan dalam SK kepala sekolah dan program 

sekolah setelah melalui koordinasi dengan berbagai pihak.  
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kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak 

terkait? 

Biasanya dengan teman-teman guru, waka sekolah dan 

guru-guru BK itu sendiri. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Ya, masuk ke dalam program sekolah. 

7. 
Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Mengimplementasi dan dikembangkan sendiri di sekolah. 

Contoh yang mengimplementasi itu ya tadi tidak adanya 

jam BK masuk kelas, itu kan sesuai dengan struktur 

kurikulum pusat yang tidak mengharuskan BK masuk kelas, 

hanya pengembangan diri yang bisa dilakukan diluar ja 

pembelajaran. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan? 

Sudah cukup baik. 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Dilihat dari semakin banyaknya siswa yang mendatangi BK 

dan dilihat dari BK melayani siswa. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ya evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada siswa 

yang mengalami kesulitan belajar, permasalahan sosial dan 

untuk kelas XII dalam pengambilan jurusan studi lanjut. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Sedang dalam proses pembangunan. Nanti hasilnya akan 

bagus banget, lebih bagus dari ruang kepala sekolah. Sangat 

lengkap nanti ruang BK nya. 
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12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Karena PNS, ya kut aturan dari pemerintah, karena bukan 

sekolah yang melakukan seleksi. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Ada dalam APBS, untuk home visit dan mengundang 

motivator, serta untuk pelatihan ISQ. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak ada. Alasannya karena di struktur kurikulum kan 

memang tidak ada. Tergantung pada kebutuhan gurunya. 

Disini gurunya belum pada membutuhkan untuk BK masuk 

kelas. 

15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Memilih sendiri, kadang dari kepala sekolah berdasarkan 

senioritas, kadang juga bergantian. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Saya sangat memberikan kemudahan untuk BK. fasilitas 

dilengkapi, ada yang kurang apa, selalu dipenuhi. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

Dengan pihak-pihak yang terkait dengan program yang 

dijalankan. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Ada supervisi administrasi kegiatan bimbingan, biasanya 

dilakukan satu semester sekali. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

Tidak, yang ditakuti oleh siswa adalah kesiswaan yaitu 

STP2K karena yang biasa menhukum siswa adalah STP2K, 
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polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

bukan guru BK. upaya yang dilakukan adalah dengan 

melarang guru BK untuk memberika poin dan hukuman 

kepada siswa yang melanggar peraturan. 

20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Ya biasanya dilakukan sosialisasi pada saat rapat. 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Dari guru BK sendiri yang mengadakan kerjasama, 

misalnya dengan pihak satlantas untuk tata tertib lalu lintas, 

dengan perguruan tinggi untuk informasi studi lanjut. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 24 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Drs. Kustomo 

Nama sekolah  : SMA Negeri 2 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. Pucung Rumbak  Bancar 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Prosedur BK sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. 

Ada kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 yang baru. 

Kebetulan SMA 2 menjadi biroting. Jadi posisi BK di 

sekolah itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

rangka pengembangan diri siswa. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Dari analisis konteks terutama untuk mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan siswa terutama dalam rangka 

pelaksanaan layanan BK.  

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

(a) Kita biasanya mengadakan studi banding ke sekolah lain 

yang bagus untuk diadopsi; (b) Mengirim konselor ke 

berbagai diklat dan pelatihan dalam rangka untuk 

menambah kompetensi; (c) in house training melalui 

MGBK yang diadakan tiap minggu. 

4. Untuk mewujukan dan Menetapkan dalam SK kepala sekolah. Dalam SK 
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merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

pembagian tugas. Jadi jelas si A kelas berapa, si B kelas 

berapa dan si C kelas berapa. Sehingga nanti 

pelaksanaannya jadi lebih mudah. 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Ya, harus itu. Terutama dengan dinas pendidikan dalam hal 

ini biasanya pengawas, dikmen, tenaga pendidikan bagian 

diknas, dan juga komite sekolah. Jadi guru BK itu setiap 

minggu selalu melakukan MGBK, disitu nanti kan ada 

koordinator BK nah ini nanti yang akan mengatur 

pembagian tugas secara intern. Jadi setelah ada koordinasi, 

baru nanti ditetapkan dalam SK Kepala sekolah. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Disitu kan masing-masing guru BK itu tugasnya antara lain 

adalah menyusun program kerja, ada program tahunan, 

semesteran, bulanan, mingguan. Nah itu mereka menyusun 

bersama-sama secara bermusyawarah di MGBK. Nanti 

setelah itu program-program itu disahkan oleh kepala 

sekolah dan disahkan menjadi program sekolah. Program 

sekolah itu kan dibuat dari masing-masing bidang, mereka 

menyusun kemudian kita kumpulkan menjadi program 

sekolah. 

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kita melaksanakan kebijakan sekolah itu ya berdasarkan 

aturan-aturan yang ada. Baik itu dari pusat, provinsi, 

kabupaten dalam hal ini dinas pendidika, dan juga hasil 

musyawarah sekolah. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Kalau ketercapaiannya ya sudah bagus, diatas 80% 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

Dari evaluasi hasil program-program yang telah disusun 

oleh bapak dan ibu guru. 
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kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ya setiap semester selalu ada evaluasi, bahkan evaluasi itu 

secara berkelanjutan. Evaluasinya sesuai dengan program 

mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Jadi setiap akhir 

minggu, bulan, semester itu mereka melaksanakan evaluasi. 

Jadi berkelanjutan secara bertahap. Evaluasinya termasuk 

hambatan-hambatan apa yang ditemui dan solusi 

penyelesaiannya seperti apa. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Sementara ini sesuai dengan aturan, kita berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan BK. Kalau ruangannya 

sudah ada sendiri-sendiri, ruang konseling kelompok, 

individu, dll. Kalau menurut saya sebenarnya belum 

representatif, tapi ya sudah mewakili, kita berupaya untuk 

selalu mengembangkan, karena jumlah siswanya cukup 

banyak ada 850an dan ruangannya masih kurang luas 

karena hanya 7x9 meter. Jadi masih kurang luas, terutama 

untuk bimbingan konseling kelompoknya. 

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Itu karena sini sekolah negeri ya sesuai dengan aturan 

pemerintah, semuanya kebetulan PNS. Jadi mengikuti 

aturan pemerintah. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Dari komite, ada khusus untuk BK. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Masuk, 1 jam per minggu semua kelas. Kami memandang 

perlu guru BK masuk kelas. Bahkan nanti rencana untuk 

kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud No. 81a 

lampiran ke 4 BK masuk kelas 2 jam per minggu.  

15. Bagaimana prosedur Ada koordinasi dengan guru BK, biasanya secara bergiliran 
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penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

supaya mereka punya tanggung jawab dan juga bisa kerja 

sama. Dan baru setelah itu ditetapkan ke dalam SK. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Ya antara lain (a) Menyiapkan ruang BK; (b) Memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada guru BK untuk 

mengikuti diklat baik yang diadakan oleh sekolah, MGBK 

kabupaten, keudian tingkat provinsi, dsb. Pokoknya kita 

support mereka supaya bisa mengembangkan potensinya 

terutama dalam meningkatkan kompetensinya dalam BK. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

 

Ya harus, program yang disusun harus disahkan dulu oleh 

kepala sekolah. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak 

terkait misalnya yang berkaitan dengan siswa berati 

koordinasinya dengan waka kesiswaan, kaitanya dengan 

kebutuhan sarpras koordinasinya dengan waka sarpras, 

kesulitan belajar dengan waka kurikulum,  akan 

mengadakan komunikasi dengan orang tua murid 

koordinasinya dengan waka humas. Jadi berkait dengan 

pihak lain. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Supervisi secara terprogram setiap bulan. Supervisi 

administrasi dan pelaksanaan. Supervisi dilakukan secara 

berkelanjutan dan sesuai aturan-aturan baku. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Tidak, karena mereka sudah menganggap BK itu sebagai 

suatu kebutuhan. Mereka kalo punya masalah datang 

sendiri, tidak perlu dipanggil. Sudah ada kesadaran dari 

siswa bahwa mereka butuh untuk memecahkan suatu 

masalah. Guru BK tidak boleh menghukum dan 

memberikan poin, kalau masalah kedisiplinan itu urusan 

kesiswaan. Anggapan guru lain relatif dan subyektif, tapi 

sebagian besar sudah tidak ada, karena mereka sudah 

mengetahui tupoksi masing-masing. 

20. Bagaimana upaya Bapak Kita adakan sosialisasi, terutama kalau kepada bapak ibu 
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 memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

guru ketika sedang rapat dewan guru, kemudian kalau 

dengan orang tua murid ketika ada rapat pleno komite, dan 

untuk siswa biasanya pada saat MOS, disana biasanya BK 

itu masuk untuk menjelaskan peranan BK itu apa, juga 

disaat tatap muka 1 jam masuk kelas itu kan untuk 

memberikan informasi mengenai BK. 

21. Untuk bapak kepala 

sekolah, apakah berlatar 

belakang pendidikan BK 

dan apakah sudah 

melaksanakan layanan BK 

terhadap minimal 40 

siswa? 

Ya betul, S1 BK. 

Sudah 40 siswa setara dengan 6 jam. Untuk guru-guru BK 

yang lain sudah 150 siswa lebih karena siswanya banyak. 

Guru BK kalau dihitung dasarnya 150 itu masih kurang. 

22. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Kita mengadakan kerjasama dengan lembaga lain terutama 

untuk tes psikologi, yaitu dengan lembaga psikodata Jogja. 

Kita juga kerjasama dengan UNNES, apabila ada hal yang 

penting kita konsultasi kesana. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK   

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 28 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Muryana, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Padamara 

Alamat sekolah : Jl. Raya Padamara 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

Ya kami mencoba BK untuk jadi partner wali kelas sebagai 

ujung tombak pengembangan diri siswa. Di struktur BK itu 

saya mencoba untuk menggandeng wali kelas dan guru. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Yang kami buat itu misalnya dalam hal: 

- Sarpras : Kami mencoba memberikan alternatif ruangan 

yang memadai. 

- SDM : Kami coba profesional, tidak over siswa dengan 

mengangkat GTT yang profesional 

- Teknis : Alternatifnya kami coba untuk kolaborasi 

dengan STP2K, wali kelas dan guru, jadi tidak ditangani 

sendiri permasalahannya. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

Melihat skala prioritas, kalau itu cukup wali kelas dengan 

BK ya itu saja, kalau cukup BK dengan STP2K ya itu saja. 

Tidak harus semuanya ikut terlibat. Dan tidak semuanya 

harus dengan pimpian, tergantung prioritas masalahnya. 
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4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Langkahnya ya kami koordinasi, kami coba untuk membuat 

struktur, kemudian job description dan koordinasi-

koordinasi. Harapan saya adalah struktur dan job 

deskripsinya dipahami kemudian ditempuh koordinasi saat 

itu. Lalu masuk ke dalam SK kepala sekolah. 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Ya, biasanya dengan wali kelas, STP2K, waka, BK itu 

sendiri, guru piket, dll. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Hanya masuk dalam program BK itu sendiri.  

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Iya, otomatis, hanya dikembangkan di sekolah sendiri. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Belum ada kriteria yang jelas. Sejauh ini ya ada laporan 

bulanan. Karena saya disini termasuk kepala sekolah yang 

baru, jadi saya belum memahami betul. 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Melihat dari data-data administrasi yang dibuat, dari agenda 

daftar layanan, dan dari kedekatan antara BK dengan siswa. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Biasanya diadakan di akhir semester  

11. Apakah di sekolah ini Sementara ini ya secara minimalis sudah disediakan. 



 

 
 

138 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Karena masih keterbatasan tempat dan anggaran jadi belum 

sesuai dengan standart minimal. Saya juga belum puas 

dengan yang sudah ada, tapi karena memang keadaannya 

begitu ya mau apa lagi. Karena ini juga sekolah baru yang 

berdiri baru 7 tahun, jadi yang mendjadi konsentrasi utama 

itu adalah sarana pembelajaran dulu. Untuk BK kan relatif 

yang penting jalan dan bisa menangani siswa.  

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Karena PNS, jadi tinggal menerima dari pusat. Untuk yang 

GTT, itu prosedurnya harus berlatar belakang pendidikan 

BK, selain itu biasanya rekomendasi dari guru BK.  

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Secara khusus tidak ada, include kepada proses 

pembelajaran. Contohnya homevisit, itu masuk ke dalam 

dana pembelajaran. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak ada. Alasannya di struktur kurikulum pusat jam BK 

tidak harus tatap muka masuk kelas. Dilihat dari 

kepentingannya jam untuk mapel lain dirasa lebih penting. 

Selain itu guru BK juga merasa tidak perlu karena mapel 

lain masih butuh. Nanti apabila diberikan jam masuk kelas 

takut beresiko jam yang diberikan tidak digunakan secara 

maksimal. 

15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Kepala sekolah menunjuk yang dipandang senior dan 

menguasai prosedur pelayanan bimbingan dan konseling. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Saya beri kemudahan sepanjang itu masuk program. 

Silahkan untuk berinovasi, dituangkan ke dalam program 

kemudian disampaikan ke sekolah, pasti saya usahakan 

untuk difasilitasi. Contohnya dalam pengadaan tes potensi. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

Silahkan program dibuat, kemudian saya baca. Kalau 

memang itu  terlaksananya susah ya saya cancel. Kemudian 
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segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

kalau saya merasa ada suatu hal yang dimasukkan ya saya 

masukkan. Ya koordinasi lah dengan kepala sekolah dengan 

BK. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Belum, supervisi pelaksanaan belum dilakukan. Biasanya 

sebatas supervisi administrasi saja yang sudah. Dilakukan 

pada awal semester. Program dan satlan diminta. 

Seharusnya si akhir semester ya. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Sudah tidak dianggap polisi sekolah. Tapi untuk intensitas 

kedekatan antara siswa dengan BK saya belum melihat. 

Siswa belum mampu memahami peran BK. Upaya saya 

agar BK tidak dianggap sebagai polisi sekolah yaitu todak 

memasukkan guru BK ke dalam tim STP2K yang bertugas 

menghukum dan memberi poin siswa. BK hanya 

mengkomunikasikan pada siswa dan sebagai data tindak 

lanjut untuk pembinaan. Untuk anggapan guru lain, secara 

eksplisit tidak tertangkap, tapi tidak tahu dibelakannya 

seperti apa. Kemungkinan si masih ada, tetapi tidak banyak. 

Guru BK saya dorong untuk terlihat kinerjanya agar tidak 

ada anggapan yang demiian. 

20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Saya lakukan sosialisasi kalau ada kesempatan. Kepada 

guru misalnya pada saat rapat, saya menyinggung 

mekanisme penanganan masalah siswa. Kepada orang tua 

biasanya pada saat ada rapat pleno yang dihadiri oleh wali 

murid. Sedangkan kepada siswa saya menghimbau agar 

memanfaatkan BK. wali kelas juga saya suruh untuk 

memberitahukan peranan BK. 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Sebatas yang ada di program saja. Misalnya kerjasama 

dengan lembaga Jogja psikodata untuk melakukan tes 

potensi. Mengenai studi lanjut biasanya dengan universitas. 

Masalah kenakalan remaja biasanya dengan Polres, BNN. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 23 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Joko Suryanto, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kutasari 

Alamat sekolah : Jl. Raya Tobong - Kutasari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Karena BK sangat-sangat penting bagi sekolah maka saya 

selalu mengatakan harus ada kebijakan yang mendukung itu 

termasuk disini saya masih memberikan bobot yang 

ekuivalen dengan dua jam pembelajaran kemudian kelas X 

dan kelas XI harus masuk kelas. Kelas XII memang tidak 

masuk kelas disini akan tetapi tetap ada bimbingan yang 

setara dengan dua jam pelajaran diluar jam KBM. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

BK tidak dilibatkan ke dalam pemoinan siswa. Agar BK 

tidak ditakuti siswa. Maka tidak ada disini BK yang masuk 

tim STP2K.  

3. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

Kita masukan dalam kurikulum pengembangan diri SMA 

Negeri 1 Kutasari. Ini kita masukkan sendiri sebagai dasar 

bahwa dia memang benar-benar ada. Ini benar-benar sudah 

kita munculkan pengembangan diri yang dimaksud di 
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langkah yang ditempuh ?  dalamnya adalah BK itu. Sebagai payung hukum bahwa BK 

keberadaannya itu kuat. Tapi kita lesehan, tanpa karpet. 

Belum representatif, masih jauh karena kelengkapannya 

masih kurang. 

4. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ?  

Seluruh komponen sekolah disini dan komite. Kita lakukan 

uji publik. Bahkan di sini keuangan itu terbuka lebar.  

5. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Yang jelas awal itu harus kita tuangkan ke dalam KTSP. 

Kemudian dari KTSP itu nanti muncul RAPBS. Tujuan 

sekolah dulu, tujuan umum sekolah, visi misi, dll itu 

dimasukkan ke RAPBS. Khusus untuk pengembangan diri 

kita masukkan KTSP pengembangan diri tersendiri. 

6. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Ya dari sana kita kembangkan sendiri di sekolah sesuai 

dengan keadaan disini. 

7. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan? 

Kalau BK cukup berhasil, saya tidak mengatakan sangat 

berhasil. Yang tadinya saya masuk ke sini BK masih jadi 

polisi sekolah berkolaborasi dengan STP2K  sekarang tidak. 

8. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Semakin bagus, tingkat keterlambatan menurun, tingkat 

kenakalan anak menurun hebat, kedisiplinannya bagus.  

9. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ada ruangan khusus, kemudian untuk konselingnya juga 

luas dalam artian anak satu kelas bisa masuk. Dengan 

asumsi kalau ingin melakukan personal di ruangannya juga 

bisa, atau mau klasikal secara kelompok di BK juga bisa. 

10. Bagaimana prosedur Sudah ada PNS dan GTT sudah lama sebelum saya masuk, 
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pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

kemudian itu sudah sesuai dengan jurusannya.  

Ada 3 guru BK, 2 PNS dan 1 GTT. Yang PNS sudah 

mengampu 150 siswa yang setara dengan 24 jam 

pembelajaran, sedangkan yang GTT hanya mengampu 

setara dengan 18 jam pembelajaran. 2 PNS dari sarjana 

psikologi, yang GTT dari BK. 

11. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Tidak, dia include di kekurikuluman. Kemudian BK juga 

bisa include di kesiswaan, tinggal kegiatannya mau apa. 

Misalkan untuk kunjungan rumah, itu dari kesiswaan. Kalau 

biaya khusus untuk BK belum ada. 

12. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Kelas X dan kelas XI harus masuk kelas. Kelas XII 

memang tidak masuk kelas disini akan tetapi tetap ada 

bimbingan yang setara dengan dua jam pelajaran diluar jam 

KBM. Alasannya adalah ada tambahan jam disana sini 

yang menyebabkan terkuranginya jam efektif yang 

ditentukan oleh kurikulum KTSP. Kelas XII juga 

difokuskan untuk pembelajaran UN. Selain itu kelas XII 

juga sudah sangat kenal dan familiar dengan BK, sehingga 

saya berani memberikan kebijakan bimbingan diluar jam 

pembelajaran. 

13. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Permusyawarahan dari guru BK. saya itu jadi orang 

sukanya kerakyatan, demokrasi silahkan mau yang mana 

termasuk dalam menentukan waka juga. 

14. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Yang jelas saya kalau misalkan ada pertemuan ataupun 

kegiatan tentang ke BK an saya sangat welcome. Contohnya 

melakukan kegiatan tes psikologi. MGBK juga silahkan 

diikuti. Yang penting kegiatannya untuk memajukan 

kemampuan guru BK. kalau memang ada dana dan siap 

gurunya kita sangat memberikan ijin. 

15. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

Biasanya per person, kadang bareng-bareng bertiga 

konsultasi ke saya.  
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diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

16. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Kalau saya mensupervisi ke BK nya langsung, saya paling 

hanya minta administrasi BK untuk dikumpulkan lalu saya 

tandatangani kemudian saya cocokan sedikit dengan yang 

disana, tapi ini sekarang banyak yang baru, jadi saya pun 

bingung karena berbeda dengan konteks saya dulu. Ya mau 

tidak mau ya hanya seperti itu saja supervisinya.  

17. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

BK tidak pernah ditakuti siswa, yang ditakuti adalah 

STP2K. Anggapan guru kalau disini engga lho, disini 

sekolah yang paling kompak tida ada diskriminasi, sudah 

tahu tupoksi masing-masing. 

18. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Ada, pasti lah ya. Cuma saya serahkan ke BK, diatur sendiri 

oleh BK, saya tidak ingin mencampuri inovasi BK. dengan 

psikodata Jogja, dll. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 26 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Sukirto, S.Pd, M.Si 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bobotsari 

Alamat sekolah : Jl. Majapura Bobotsari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Untuk permasalahan BK yang berhubungan dengan siswa, 

bahwa siswa di sini kan banyak domain yang berpengaruh, 

jadi perilaku siswa ini bisa terdeteksi oleh guru mapel, wali 

kelas, guru BK, dan warga sekolah yang lain. Oleh sebab 

itu permasalahan siswa itu kita juga melihat kasus per 

kasus. Kalau kasus ini terjadi pada saat jam mata pelajaran, 

maka pembina pertama yang harus melakukan adalah guru 

mapel. Kalau ternyata kasus ini munculnya pada deteksi 

warga sekolah ya bisa guru, bisa TU, ya kami prosedurnya 

adalah ada teguran dari yang bersangkutan. Apabila nanti 

kasusnya itu kok tidak bisa terselesaikan, baru nanti kita 

menggunakan mekanisme masuk kepada wilayah tugas dan 

tanggung jawab guru BK. Kalau guru BK ternyata masih 

butuh dukungan dari yang lain itu kita sudah siapkan yaitu 

wakil kepala sekolah sesuai dengan urusannya, yaitu urusan 

kesiswaan. Nanti kalau waka kesiswaan kok masih tidak 
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bisa diselesaikan itu nanti baru ke kepala sekolah. Itu 

prosedur hierarki yang memang dijalani, tetapi dalam 

pelaksanaannya pasti bisa saja kepala sekolah bisa langsung 

membina apabila melihat siswa yang salah, kan tidak bisa 

harus ikuti prosedur. Saya sering menghimbau kepada 

bapak ibu guru, bahwa semua itu bisa berfungsi sebagai 

bimbingan penyuluhan. Hanya administrasi, fungsi-fungsi 

nya itulah yang ada di guru BK. Jadi sebenarnya guru mapel 

juga guru BK terbatas, karena urusan perilaku itu pasti 

harus semua komponen yang membantu dan bekerja sama 

agar anak ini bisa berperilaku yang baik. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

 

 

Karena kami kepala sekolah ini melanjutkan kepemimpinan 

yang lalu, maka dokumen-dokumen mekanisme yang lalu 

itu menjadi referensi evaluasi. Setelah kita menemukan 

hasil evaluasi itulah disempurnakan mekanismenya, yang 

pasti melibatkan ada siswa, guru mapel, wali kelas, BK, dan 

kepala sekolah, jadi kita berembug bagaimana membuat 

sebuah alur mekanisme. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan untuk solusi 

penyelesaian masalah? 

 

Strategi yang sering familiar saya sampaikan yaitu bahwa 

anak itu adalah makhluk perubahan. Artinya bahwa, anak 

ini tidak bisa dianggap sebagai anak yang jelek, karena 

proses perubahan ini terus berlangsung. Sehingga yang 

sangat diperlukan itu adalah pendampingan-pendampingan 

terutama guru maupun BK. Jadi kita hargai perubahan pada 

siswa. Yang namanya perubahan perilaku itu tidak akan 

bisa dilakukan apabila tidak terjadi perubahan maindset 

(perubahan pikiran), sehingga kita publikasikan dan kita 

sosialisasikan besar-besaran, memang yang sangat penting 

harus dilakukan adalah merubah pola pikir. Selama pola 

pikir anak itu atau siapapun belum berubah, maka 

perilakunya juga tidak akan berubah, kalau toh itu berubah, 

hanya bersifat sementara dan itu belum bisa dikatakan 
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sebagai karakter. Karakter itu kan perilaku yang sudah 

menjadi dasar perilaku seseorang. Jadi kita memang selalu 

memikirkan bagaimana pola pikir dari siswa, nah pola pikir 

ini akan dikuatkan dalam pembelajaran dikuatkan dalam 

keteladanan, dikuatkan dengan apa yang mereka temukan 

sehari-hari. Sehingga kami memang selalu mengedepankan 

bahwa pendidikan untuk anak adalah sebuah percontohan, 

sebuah keteladanan dari bapak dan ibu guru warga sekolah 

di sini. Karena anak-anak sedang mencari figurisasi 

4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Langkah yang bisa ditempuh yaitu kepala sekolah menjadi 

figur teladan, harus sering cek & ricek di lapangan, harus 

sering melakukan supervisi dan evaluasi, dan yang paling 

penting adalah memberikan arahan visioner kedepan 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

 

Selalu dikomunikasikan, leading sektornya pasti selalu 

kepala sekolah yang memiliki ide untuk program. Setelah 

saya yakini bahwa ide itu benar, maka saya adakan 

brainstoarming, minta pendapat dari pihak terkait, kira-kira 

program ini bisa dilaksanakan atau tidak, ternyata kalau 

mendapat support yang cukup, berati kita laksanakan 

program tersebut. Contoh konkret nya, pada saat saya baru 

datang kesini, saya melihat bahwa ruang BK tidak layak, 

nah ruang yang sebegitu sempitnya harus diubah, supaya 

ruangan ini layak untuk melayani 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Dimasukkan ke dalam program sekolah dan lebih banyak 

implementasinya di dalam program kesiswaan. Misalnya 

dalam kesiswaan itu ada seksi budi pekerti luhur, 

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Pasti melakukan program2 BK secara nasional karena itu 

adalah aturan dari pusat, tapi kita juga melakukan iovasi2 

yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. 
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8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

 

Dalam kategori baik, meskipun harus evaluasi terus 

menerus. Artinya anak itu nampaknya juga mengerti betul 

bahwa datang ke sekolah ini untuk belajar. Kasus2 yang 

ditemukan pada siswa juga masih standart normatif biasa, 

tidak ditemukan kasus anak yang terkena narkoba, terlibat 

pencurian, dll 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Indikator keberhasilan menurut saya: (a) Ketertiban siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, baik sebelum, saat maupun 

setelahnya; (b) Anak bisa mengatur waktu dan memenej 

tugas-tugasnya dengan baik; (c) Rendahnya angka siswa 

yang keluar, kalau semakin banyak siswa yang keluar ini 

berarti program BK harus di optimalkan, jangan-jangan 

anak tidak sampai ke pemahamannya. Tidak ada anak 

keluar alasan biaya (karena gratis), jadi kalau keluar pasti 

alasan psikis, karena anak malas belajar. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai ? 

Harus selalu dilakukan. Evaluasi itu kan bisa harian, bisa 

juga mingguan, bulanan, kita lakukan cek & ricek kepada 

guru BK, apabila ada masalah harus segera konsultasi 

kepada sekolah, dan kita juga hampir sering sekali datang 

ke ruang BK untuk menanyakan apa yang harus dilakukan 

oleh guru BK. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Bisa ditanyakan kepada guru BK, karena mereka yang 

menggunakannya, apabila ada yang kurang nanti kita 

penuhi lagi. Pokoknya BK is the best lah, harus yang 

terbaik. 

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

 

Referensi yang menjadi pengambilan keputusan: (a) Standar 

normatifnya harus S1 dari BK atau psikologi; (b) Nilai 

akademik pada saat kuliah; (c) Wawancara dari kepala 

sekolah, fokusnya pada visi guru BK di sekolah termasuk 

pengalaman yang lain. 

Guru BK PNS ada 3, GTT ada 3 dan sudah memenuhi 

kriteria tersebut, dan saya lihat sejauh ini mereka sudah bisa 
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melakukan pekerjaan dengan baik. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Kalau khusus untuk BK tidak ada, tapi include ke anggaran 

yang lain misalkan untuk pembinaan kesiswaan ya 

anggarannya di kesiswaan. Kecuali sarpras, misalkan 

revitalisasi ruang BK, untuk membeli papan tulis, itu ada. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam untuk BK masuk 

kelas? 

 

 

 

Masuk kelas 1 jam per minggu untuk berinteraksi di dalam 

kelas. Ini merupakan contoh inovasi dari kebijakan nasional 

yang dikembangkan sendiri oleh sekolah. Alurnya yaitu ide 

berasal dari kepala sekolah yang memandang hal ini sangat 

penting, kemudian mendapatkan respon positif dari 

berbagai pihak. Hal ini berdasarkan pertimbangan 

kebutuhan. Pertimbangannya adalah: (a) Bagaimana 

mungkin anak bisa mengerti program BK, BK bisa menjadi 

sahabat siswa, dan teman curhat siswa kalau siswa tidak 

tahu siapa itu BK, tidak tahu tentang BK; (b) Setelah 

diadakan evaluasi dengan guru, ternyata guru2 BK lebih 

merasa nyaman dan senang apabila ada interaksi di dalam 

kelas. 

15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

 

Kewenangan kepala sekolah, tetapi juga minta pendapat 

dari wakil kepala sekolah (WAKA) dan guru BK, tapi yang 

memutuskan kepala sekolah. Pengamatan sehari-hari juga 

menjadi bahan pertimbangan 

16. 
Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

 

Selama kegiatan itu realistis, dan memberi banyak manfaat, 

kegiatan itu sangat inofatif, saya sangat memberikan 

perhatian yang intens dan allout selama untuk membangun 

karakter anak. Anak yang akan mengikuti kegiatan yang 

berkaitan dengan pengembangan karakter itu sangat 

diberikan kemudahan, conth mengikuti lomba2. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

Selalu diadakan koordinasi, karena kalau tidak dioordinasi 

ya nanti tidak mendapat ijin dari kepala sekolah. 

Dikoordinasi juga bertujuan supaya mendapat support, 

support anggaran, support waktu, dan sebagainya 
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siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

 

Setiap satu bulan diadakan cek dan ricek. Ada supervisi 

yang temporer dan berkelanjutan. Bisa yang terjadwal dan 

spontanitas. Supervisi administrasi satlan, program tahunan, 

semesteran, bulanan, mingguan dan semua perangkat 

layanan 

19. 

Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak/Ibu agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Sudah tidak dianggap, sudah ada pandangan positif 

mengenai BK. Terbukti dengan suasana yang akrab antara 

guru BK dengan siswa. Upaya agar tidak menjadikan guru 

BK sebagai polisi sekolah: (a) Guru Bk diberi tugas 

tambahan untuk melayani anak2 yang berkebutuhan, 

khususnya kebutuhan ekonomi. Sehingga anak2 yang 

kurang mampu itu memang guru BK sangat memberikan 

perhatian sehingga dengan cara2 seperti itu anak2 menjadi 

merasa terlayani sehingga tidak  menganggap bahwa BK itu 

adalah polisi; (b) Untuk pemberian skor tidak dilakukan 

oleh guru BK, BK hanya bagian dari sistem, guru mapel ya 

bisa memberikan sanksi, bahkan TU pun bisa melakukan. 

Guru Bk dilibatkan dalam penskoran tapi bukan urusan 

skor menskor, guru BK ditekankan untuk memberikan 

penjelasan dan pemahaman pada siswa mengapa dia di 

skor, jadi bukan pada proses penskorannya, supaya anak 

menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi di 

masa yang akan datang. 

20. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Perguruan tinggi, tes psikologi, pemberian motivasi dari 

lembaga Bimbel, mempersiapkan anak2 UN dibantu 

lembaga2 terkait. 



 

 
 

150 

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 25 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Nur Samsudin, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Karangreja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Karangreja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Jadi setiap ada permasalahan prosedurnya nanti BK itu 

sebagai pintu akhir dalam bimbingan siswa. Jadi dia 

mendampingi siswa bagaimana bisa mengatasi masalahnya. 

Kalau itu berupa pelanggaran itu prosedurnya dari siswa ke 

guru atau guru piket kemudian ke STP2K, baru setelah itu 

pembinaannya di BK. BK hanya diberikan tugas untuk 

pendampingan dan pembinaan siswa. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Untuk tahun ini kami mulai menempatkan BK sesuai 

porsinya. Kami melihat BK sebelumnya disini ikut dalam 

pemoinan siswa termasuk didalamnya dalam penentuan 

siswa yang dikeluarkan. Tapi untuk tahun ini BK sudah 

tidak demikian.  

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

Kami memberdayakan guru BK melalui MGBK, kemudian 

merekomendasikan guru BK untuk lebih dekat dengan guru 

BK sekolah lain yang lebih tertata, kami minta untuk 
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kebijakan? mengacu kesana. 

4. 
Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Langkahnya yang pertama kami sosialisasikan kepada 

seluruh waka. Kemudian kami pertemukan antara STP2K, 

waka kesiswaan dan BK, kami jelaskan job deskripsi antara 

STP2K dengan BK itu berbeda, sehingga STP2K itu tidak 

lagi menggandeng BK untuk menentukan poin pelanggaran 

siswa, BK itu lebih ke pendampingan. 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Iya, biasanya kami ke waka, wali kelas dengan STP2K. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Di SK sudah dibatasi bahwa BK tidak memberikan poin. 

Sedangkan di program baru berupa draf, tapi BK sudah 

masuk dalam perencanaan untuk memperkuat posisi BK di 

sekolah. Rencananya draf itu disahkan paling lamvat 

sebelum semester ini. Target kami 3 tahun lah, BK bisa baik 

dan eksis. 

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Iya, jadi acuannya kebijakan nasional BK, itu kita adopsi 

kemudian kita kembangkan sendiri disini. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Kalau kami melihat baru sekitar 40 %. Karena kebiasaan 

yang sudah lama itu masih terbawa. Ya memang harus ada 

komitmen dari kepala sekolah untuk betul-betul 

memandirikan BK tidak nyampur dengan STP2K.  

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Dilihat dari ideal kinerja BK. Dari beberapa permasalahan 

yang terjadi masih agak sering itu kadang ketika membahas 

keterlambatan siswa itu berkaitan dengan pelanggaran. Nah 

ini kan BK seharusnya tidak boleh seperti itu. Cara yang 

lain itu dilihat dari keberhasilan bimbingan. Dalam 
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pemantauan pelanggaran siswa itu masih banyak nasehat. 

Selain itu 40 % itu dilihat dari 6 orang guru BK itu yang 

betul-betul jalan baru 2 orang. Karena yang 3 itu adalah 

guru mapel yang merangkap BK. karena kurang 

kompetensinya sehingga pembimbingannya kurang 

maksimal. Dan yang 1 lagi baru masuk disini belum ada 1 

bulan jadi belum terlihat kinerjanya. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ada pertemuan berkala dan kadang insidental. Pertemuan 

insidental itu biasanya kami dilakukan setelah kami pantau 

melalui adanya keterlambatan siswa yang mencolok, 

kemudian kami cek ke BK sejauh ini bagaimana 

penanganannya. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas masih agak minim, kami baru ada ruang BK, tetapi 

belum ada ruang konsultasi. Kemudian di dalamnya masih 

ada ruang UKS. 

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Yang pertama adalah guru yang berlatar belakang 

pendidikan BK, yang kedua adalah mengutamakan alumni 

karena kepeduliannya lebih ada. Sementara BK hanya satu 

yang sudah PNS. Yang lalu guru yang kurang jam itu 

nambah jadi BK, ini kami lihat kompetensi 

pendampingannya yang kurang karena memang bukan dari 

BK. untuk selanjutnya kami menghendaki untuk guru 

mapel ditarik kembali tidak jadi BK, dan mengadakan 

rekruitment untuk guru BK. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Masuk ke anggaran secara umum. Kalau anggaran sarana 

kami juga mengacu ke perancanaan anggaran secara umum. 

Jadi tidak ada anggaran khusus untuk BK. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

BK kita fasilitasi untuk bimbingan kelas klasikal itu satu 

jam per minggu untuk semua kelas masuk. Karena 

permintaan dari guru melalui MGBK. 
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15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Masih ditunjuk oleh sekolah karena beliau satu-satunya 

yang sudah PNS. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Kemudahan yang saya berikan itu : (a) BK diberi akses data 

siswa tentang kehadiran dan poinnya sehingga BK tahu 

update data siswa yang diampu; (b) BK diberi kebebasan 

kalau home visit sehari off tidak masuk sekolah dan bisa 

melakukan homevisit kapan saja dan ada dananya; (c) selalu 

mendorong informasi yang keluar kepada siswa itu sudah 

dikoordinasikan; (d) Perijinan MGBK sangat saya 

mudahkan. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

BK sendiri dengan kesiswaan. Minimal dengan kesiswaan 

untuk memberikan data siswa. Kepala sekolah masuk 

koordinasi secara berkala. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ? Bagaimana 

prosedurnya? 

1 semester sekali. Prosedurnya yaitu dijadwalkan terlebih 

dahulu, kemudian diberitahu kisi-kisi yang harus disiapkan 

apa saja dan bidang yang akan disupervisi apa saja, setelah 

itu baru pelaksanaan supervisinya, dan diakhiri dengan 

diskusi dan follow up. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Tidak, saya melarang guru BK untuk memarahi siswa. 

Kesadaran siswa juga sudah sedikit mulai muncul untuk ke 

BK, tetapi masih banyak siswa yang malu untuk 

berkonsultasi. Anggapan guru mapel lain masih ada 

beberapa guru yang menganggap guru BK tidak ada 

kerjaannya. 
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20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Kepada siswa melalui wali kelas dan BK itu sendiri, bahwa 

BK bukan tempat orang bermasalah tetapi tempat orang 

yang ingin berhasil. Kepada guru menjelaskan bahwa BK 

itu bidangnya bimbingan dan pendampingan, sedangkan 

kepada orang tua sosialisasi pada saat orang tua ada di 

sekolah atau ketika homevisit. 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Biasanya tes psikologi dengan lembaga psikodata, dari 

kampus untuk sosialisasi perguruan tinggi, lembaga bimbel 

untuk persiapan ujian. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 19 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Joko Mulyanto, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Rembang 

Alamat sekolah : Jl. Monumen Jend. Soedirman 

 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Ide dan bisa dari mana saja termasuk  kepala sekolah, 

setelah itu dibahas pada review KTSP. Jadi hal ikhwal yang 

terkait dengan pengelolaan di sekolah khususnya 

pembelajaran diatur semuanya dalam KTSP. KTSP kan 

prosedurnya mereview yang lalu, jadi istilahnya tambal 

sulam. Setelah selesai direview kemudian ditegaskan dan di 

sosialisasikan kepada guru-guru. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Lebih kepada substansi dan disesuaikan dengan kurikulum 

serta kesesuaian jam.  

3. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

Ya yang jelas guru, anak-anak, dan komite yang jadi mitra 

sekolah dari masyarakat. Ya semua stakeholder sekolah. 



 

 
 

156 

siapa saja? 

4. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Masuk kedalam program sekolah. Babonnya di KTSP itu. 

Imlpementasi lebih detailnya ya mereka guru BK. Ada 

koordinatornya disana, mereka yang menjabarkan langkah 

sendiri. Kalo kebijakan umum memang dari atas tapi untuk 

pelaksanaanya di jabarkan sendiri. 

5. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kalo nasional itu kan hanya secara global saja. Artinya di 

sekolah harus ada pengembangan diri. Pengembangan diri 

itu kan bisa melalui BK bisa juga lewat ekstrakurikuler. 

Frame besarnya dari sana, dari Jakarta, tetapi di 

kembangkan sendiri oleh sekolah. Formulasi BK mau 

seperti apa ya disini, termasuk cara menyajikan 

bimbingannya seperti apa, ada yang mau masuk kelas apa 

engga, dilakukan secara periodik atau tidak. 

6. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

 

Baik, cukup signifikan kalau saya menilai. Terbukti dari 

contohnya jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan 

tinggi. Untuk ukuran sekolah pinggiran seperti Rembang ini 

yang melanjutkan ke perguruan tinggi lebih dari 60 % itu 

sudah cukup bagus. 

7. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Variabelnya kan banyak, contohnya kelulusan bertambah, 

yang melanjutkan perguruan tinggi semakin banyak, 

prestasi anak-anak meningkat, permasalahan siswa 

membaik. Khusus kelas XI ekstrakurikuler disisipi 

pengembangan diri. 

8. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai ? 

Ya paling-paling evaluasi dilakukan secara intern, yaitu 

dikomunikasikan dengan guru BK. 

9. Apakah di sekolah ini 

disediakan fasilitas untuk 

BK seperti ruang BK, dll ? 

Selalu kita kembangkan dan berusaha dicukupi. Ada TV, 

LCD proyektor, komputer, dll. 

10. Bagaimana prosedur Kebetulan kan empat-empatnya sudah PNS. Ya 
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pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

pengangkatannya pemerintah, kalo mapel yang lain kan 

masih ada yang kurang gurunya jadi mengundang guru 

tambahan. Tapi untuk BK empat sudah cukup. Insyaallah 

sudah berkompeten, kalaupun ada kekurangan ya namanya 

manusia tidak ada yang sempurna tapi kalo untuk tugas 

pokok sudah berjalan, selalu kita motivasi dan diingatkan 

kepada target. 

11. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Dalam APBS dianggarkan, dari komite. Tergantung 

permintaan karena itu sifatnya tinggal menambahi dari 

fasilitas yang telah ada.  

12. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak semua masuk kelas. Untuk kelas XII diusahakan 

masuk kelas karena untuk pembimbingan karir, informasi 

perguruan tinggi, arahan anak-anak yang terbaik untuk 

kemana. Kelas X diupayakan masuk kelas karena sasaran 

yang ingin dicapai adalah untuk penyesuaian dan terkait 

dengan arahan tentang pembelajaran di SMA. Sedangkan 

untuk kelas XI difokuskan ke ekstrakurikuler, ada ekstra 

wajib dan pilihan. Karena pengembangan diri bisa 

dilakukan melalui eksta\ra, tidak harus BK. sebenarnya 

inginnya kelas XI juga masuk kelas, cuma tidak kebagian. 

13. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

 

Biasanya diusulkan dari guru BK dan disampaikan ke saya. 

Secara periodik kan diganti. Sebenarnya kan yang paling 

senior, tapi mereka menginginkan gantian. Jadi diusulkan 

dari mereka, saya yang memutuskan. 

14. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Banyak, suport psikologis jelas ada, kemudian support 

material juga ada. Misalnya ada undangan pelatihan ya kita 

kirim. Ya kita fasilitasi, selama guru yang bersangkutan 

tidak sedang bertugas. 

15. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

Secara periodik. Kalau terjadwal itu kan setahun dua kali, 

satu semester sekali. Tapi untuk tahun kemarin satu tahun 

hanya satu kali. Supervisinya meliputi supervisi 
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program BK ?  administratif BK.  

16. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Sepanjang pengamatan saya tidak. BK menempatkan 

dirinya bukan sebagai polisi terapi diupayakan sebagai 

teman dan orang yang dipercaya oleh anak-anak. Kaitannya 

dengan sanksi itu yang memberikan STP2K dibawah 

koordinasi kesiswaan. BK pendekatannya bukan ke 

pemberian sanksi itu, BK hanya memantau dan melihat 

kalau ada siswa yang terlihat punya masalah. Tergantung 

pada jadwal piket, kalau pas guru BK yang piket ya tetap 

memberi sanksi, tapi itu dibawah kesiswaan, bukan atas 

nama BK. Kalo yang masalah guru menganggap begitu ya 

relatif lah, orang yang tidak paham akan ke BK an ya bisa 

menganggap seperti itu. Yang dia lihat itu kan guru BK 

tidak mengajar. Ya mungkin ada yang masih beranggapan 

begitu, tapi yang tidak ya lebih banyak. Bagi saya tidak 

masalah yang penting kerjaan selesai dan target tercapai. 

17. Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Kalo kepada siswa si kita sampaikan terutama pada saat 

MOS itu disampaikan peranan BK. tapi kalo untuk guru 

secara tidak formal disinggung pada saat rapat. 

18. Apakah diadakan 

kerjasama dengan instansi 

lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BK ? 

Diadakan kerjasama dengan lembaga psikologi dan tes 

peminatan terutama untuk siswa kelas X. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Anjar Suanto, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kejobong 

Alamat sekolah : Jl. Raya Gumiwang Kejobong 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Kami menempatkan BK itu bukan sebagai polisi sekolah. 

Selama ini kan anak kalau ketemu BK sangat takut, maka 

kami menempatkan BK adalah yang membantu siswa dan 

penasehat siswa. Saya meminta kepada guru BK untuk 

mengetahui peta permasalahan siswa setiap kelas. 

Harapannya dengan mengetahui petasiswa, jadi guru BK 

bisa mengambil tindakan bilamana ada permasalahan siswa. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Saya meminta kepada guru BK agar menjadi orang yang 

pertama dan terakhir yang berada di sekolah, jadi guru BK 

tau permasalahan siswa dari awal sampai akhir.  

3. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

Saya brefing kan di rapat dengan guru-guru lain. Ya tidak 

hanya guru BK lah yang saya suruh berangkat awal, semua 

guru saya harapkan datang lebih awal dan pulang lebih 

akhir. Yang utama ya guru BK. 
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langkah yang ditempuh ?  Kadang terjadi benturan antara kesiswaan yaitu satgas 

ketertiban. Jadi setiap pagi itu ada piket untuk mengawasi 

anak yang tidak sesuai dengan peraturan, misalnya sepatu, 

seragam, dsb. Hal ini otomatis akan diberi sanksi oleh 

kesiswaan. Padahal tugas guru BK itu membela siswa, jadi 

kalau BK tidak tahu betul tugasnya ia tidak tahu apa yang 

harus dilaukan. 

4. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Ya dilakukan dengan guru-guru lain. 

5. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Setiap guru BK harus mempunyai program BK, seperti 

satuan layanan. Itu harus tercakup keseluruhannya itu harus 

seperti apa. Jadi program BK itu merupakan bagian dari 

program sekolah. Di program sekolah sudah ada, tetapi 

tidak detail, detailnya di program BK itu sendiri. Sekolah 

hanya membuat program sekolah tataran kebijakan, 

implementasinya dalam program pada masing-masing guru. 

Sekolah hanya globalnya saja. 

6. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kadangkala jujur saja, kembali kepada motivasi dan 

mentalitas guru. Kadangkala guru hanya membreak down, 

mengadaptasi. Malah kadangkala tidak melihat kondisi 

lingkungan. Yang pyur membuat sendiri dan dipadukan 

dengan kondisi setempat jarang ada. 

7. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Kalau disangkutkan dengan kondisi riil disini, ada sampai 

tindakan kami mengeluarkan siswa. Ketika proses 

pembimbingan guru BK sampai ke peringatan pertama 

kedua dan ketiga tidak diindahkan oleh siswa, sehingga 

nanti guru BK mengajukan kepada kepala sekolah secara 

tertulis nanti kita bahas dengan guru BK dan wali kelas dan 

waka yang terkait. Maka proses berikutnya dikembalikan 
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orang tua. 

8. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Kami lihat dari kontrol kehadiran siswa saja, itu kan 

sebagian tugas dari BK untuk memotivasi anak belajar. 

Memantau dari keterlambatan siswa itu juga merupakan 

salah satu cara mengidentifikasi. Kenaikan nilai karena 

mendapat motivasi dari guru BK. 

9. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Evaluasi ke wali kelas. Harusnya wali kelas lebih tau 

permasalahan siswa dari BK, karena wali kelas sebagai 

tempat curahan hati siswa. Wali kelas yang berhasil bisa 

menjadi orang tua siswa di sekolah. Kalau siswa ada 

permasalahan, itu larinya ke wali kelas, bukan ke BK. BK 

itu nanti kalau permasalahannya tidak bisa diatasi oleh wali 

kelas, setelah itu dikoordinasi dengan BK. wali kelas 

sebagai jembatan antara siswa dengan BK. 

10. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Kalau ruang tersendiri sudah ada. Ada ruang konsultasi, 

ruang tamu, ruang bimbingan kelompok, komputer. 

11. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

 

Dulu kami punya 3 guru BK, 2 PNS dan 1 GTT. Karena 

seiring berjalannya waktu harus ada sertifikasi guru maka 

guru harus minimal mengajar 24 jam, untuk BK 150 siswa. 

Kalau dibagi untuk 3 guru siswa disini tidak cukup, 

sehingga yang satu dipindah ke sekolah lain. Basic dari 

kedua guru BK nya bukan dari jurusan BK yaitu dari 

psikologi. Karena kedua guru tersebut PNS, dan PNS itu 

kebijakan dari pemerintah, yang melakukan seleksi itu dari 

pemerintah, syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi guru 

BK mereka yang menetapkan. Saya belum puas melihat 

kinerja mereka, belum sesuai dengan keinginan sekolah. 

Mungkin karena dulu tidak diajari ke paedagogikan, karena 

kita ini di dunia kependidikan, sedangkan mereka tidak dari 

kependidikan. 
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12. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Kami tidak menganggarkan, karena mereka butuh kertas ya 

tinggal mengambil. Karena kami setiap tahun 

menganggarkan hanya untuk kebutuhan semuanya, jadi 

misalnya kertas itu untuk semua guru. Cuma kami setiap 

tahun dilakukan koordinasi dengan waka sarpras, hal-hal 

apa yang dibutuhkan oleh guru. Nah nanti yang dibutuhkan 

itu dimasukkan dalam RAPBS. Jadi apa yang dianggarkan 

di RAPBS itu berdasarkan apa yang diusulkan oleh-guru-

guru. 

13. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

1 jam masuk kelas perminggu. 

14. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Senioritas, yang telah lebih dulu berada disini. Belum 

pernah ada pergantian karena hanya ada 2 guru. 

15. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Kalau saya selalu minta berinovasilah sepanjang tidak 

melanggar aturan. Kalau itu sudah diprogramkan ya 

jalankan. Dikomunikasikan jika ada kesulitan, bisa kepada 

waka maupun kepala sekolah. 

16. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

 

Koordinasi dilakukan dengan TU, guru BK, dan kurikulum. 

Selain itu juga guru BK berkoordinasi dengan orang tua 

siswa, biasanya dalam hal menyampaikan informasi 

perguruan tinggi dan informasi tentang UN. 

17. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Tidak mesti saya, memang seharusnya kan satu semester 

sekali. Paling saya hanya minta perangkat BK nya, hal-hal 

apa saja yang sudah dibuat. Saya hanya mensupervisi 

administrasinya karena BK tidak mengajar. 

18. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Tidak dianggap sebagai polisi sekolah. Buktinya anak 

banyak datang ke ruang BK. Anggapan guru lain yang 

menganggap bahwa BK tidak ada kerjaannya itu kembali 
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Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

pada mentalitas masing-masing guru BK. Adanya omongan 

seperti itu karena perilaku gurunya. Bisanya terjadi begitu 

karena tidak ada action apapun dari guru BK nya. Jadi sah-

sah saja kalau guru lain menganggap demikian. Kalau guru 

BK menunjukkan kinerjanya maka tidak akan ada omongan 

demikian. Saya masih bisa memaklumi kala masih ada 

omongan seperti itu. 

19. Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Sering melakukan sosialisasi pada saat brefing. Kepada 

siswa pada saat upacara maupun di kelas, bahwa guru BK 

itu pendamping, penasehat dan pembela siswa.  

20. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Kalau kami kerjasama biasanya dengan lembaga psikodata 

Jogja untuk melakukan tes potensi akademik siswa. Lalu 

untuk tingkat kenakalan anak yang mengkhawatirkan ya 

kami koordinasi dengan kepolisian. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BKnya 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 16 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Purwito, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kemangkon 

Alamat sekolah : Jl. Raya Panican Kemangkon 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Ya itu si memang masuk dalam agenda program kerja 

sekolah untuk program bimbingan dan konseling karena 

sekolah ngopeni siswa kan permasalahan yang paling utama 

itu berada di siswa, sehingga permasalahan terkait dengan 

itu nanti masuk ke dalam program sekolah walaupun 

penanganannya nanti di BK. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Jadi nanti prosedur untuk program itu kita kan di akhir 

tahun akan ada evaluasi (termasuk program BK), kemudian 

dari evaluasi itu akan muncul rekomendasi. Rekomendasi 

itu termasuk didalamnya yang perlu perbaikan, semua 

bidang nanti masuk ke program sekolah. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

Alurnya nanti dari guru BK, jadi guru BK dengan segala 

permasalahannya nanti akan terakumulasi menjadi program 

sekolah. Jadi ada proses pengusulan yang berawal dari guru 

BK, yang paling tahu tentang ke BK-an, nanti diserap 
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kedalam program sekolah. Karena bagian yang paling 

memahami itu kan tetap dari yang bersangkutan, atau 

istilahnya itu buttom up. Bagusnya kan semacam itu, ya kita 

kolaborasi kadang buttom up, kadang top down, tergantung 

kepentingannya seperti apa. Tapi yang jelas kita 

mengadopsi dari guru BK itu sendiri, sehingga kebutuhan-

kebutuhan itu lebih riil daripada sekedar arah kebijakan. 

4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Prosesnya sampai munculnya sebuah kebijakan kan itu bisa 

dari bawah, pengusulan dsb. Tapi ketika sudah diketok 

palu, itu sudah menjadi keputusan dari atas. Ini sebuah 

proses saja, proses demokrasi lah.  

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Secara formalnya melalui rapat guru untuk review KTSP. 

Dengan wali kelas, staf guru. Sedangkan secara informal 

dilakukan ketika terjadi suatu permasalahan. Jadi kalau 

untuk sosialisasinya ya pada saat workshop diputuskan 

review KTSP. Kita komunikasikan dengan semua guru, 

wali kelas, termasuk didalamnya guru BK, sehingga 

memang harus muncul kesepakatan,  sebuah kebijakan 

diambil itu sudah mengikat semuanya dan semuanya harus 

patuh dan mendukung itu. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Untuk sementara ini, masuk ke dalam program sekolah 

tetapi belum semuanya tertuliskan. Saya sebut belum 

optimal karena harus lebih dilengkapi dalam bentuk yang 

tertulis.  

7. 

Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kalo dari prosedur kita ikut dari pusat termasuk dalam 

pengadministrasian. Terkait dengan aturan kita tetap 

mengikuti dari sana. Itu kan kebijakan hanya untuk 

aplikasinya. Jadi prinsip kalo hal-hal yang diatur, standart 

proses dan standart nasional pendidikan itu tetap ikut 

kesana, hanya soal pelaksanaannya saja yang kita 

kembangkan sendiri. 
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8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Sejauh ini yang jelas anak sudah tidak menganggap sebagai 

polisi sekolah, hanya kalau terkait dengan person itu kan 

memang sifat, misalnya guru BK wataknya kok seperti itu, 

itu kan soal sifat person. tetapi kalau itu soal sifat, itu kan 

tidak terkait langsung dengan kebijakan. Paling ya kita 

komunikasi personal antara kepala sekolah dengan guru 

BK.  

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Pertama, penilaian langsung, saya tanya ke siswa secara 

lisan kadang di kelas atau kadang pas sedang santai, 

dikantin. Atau kadang tertulis ketika dikelas saya suruh tulis 

dikertas komentar siswa. Selain itu yang kedua yaitu 

pengamatan dari teman-teman guru. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ya diadakan dengan guru BK dan dikomunikasikan, apakah 

bisa berjalan dengan kondisi begini. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Masih kurang representatif, karena kondisi jadi belum 

optimal. Ruangnya baru adanya segitu.  

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Karena keduanya PNS ya otomatis mengikuti prosedur dari 

pusat.  

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Masuk anggaran sekolah, contoh yang tahun ini adalah 

pengadaan kursi tamu. Tahun ini dianggarkan untuk BK. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak semua ada jam masuk kelas, karena kondisi, terutama 

kelas XII yang dipadatkan untuk materi UN.  

15. Bagaimana prosedur Kepala sekolah berunding dengan waka dan guru BK untuk 
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penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

menentukan siapa yang menjadi koordinator. Dilihat juga 

dari senioritas. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Saya berikan kemudahan dalam hal waktu, saya beri 

keleluasaan waktu untuk melaksanakan program. Dalam hal 

ijin, misalnya mau diadakan tes psikologi juga saya beri 

kemudahan. Untuk dana ketika BK ada pelatihan, 

workshop, seminar itu saya berikan anggaran dana. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

Dengan waka kurikulum, guru BK dan berbagai pihak yang 

terkait. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Satu semester sekal. Biasanya supervisi administrasi, 

dengan pengamatan monitoring dan menanyakan kepada 

guru BK. Belum optimal saya rasa supervisinya. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Kesan BK sebagai polisi sekolah di siswa sudah sangat 

minim. 

Guru yang menganggap seperti itu  masih ada tapi 

prosentasenya tidak banyak dan ini disosialisasikan biar 

semua tahu bahwa semua ada standartnya.  

20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Kalau saya sosialisasi yang jelas, sosialisasi itu barang yang 

maha penting, karena apabila sosialisasinya lemah, 

komunikasinya terputus dan terbatas, biasanya muncul miss 

komunikasi. 

21. Apakah Bapak Yayasan Bina psikodata, BNN, dengan polsek dan koramil 
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mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

untuk sosialisasi ketertiban lalu lintas.  
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 22 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dra. Waode Husniah 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bukateja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Purwandaru Bukateja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Kebijakannya sama dengan yang diatur oleh 

pemerintah pusat. Karena kepala sekolah dari 

BK, jadi beliau sangat memperhatikan BK. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas BK sudah cukup memadai. Sudah ada 

ruang konseling kelompok sendiri, konseling 

individu, ruang tamu. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 6 guru BK termasuk kepala sekolah. Yang 1 

dari psikologi, dan yang 5 dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana masuk ke RAPBS. Biasanya 

guru mengusulkan apa saja yang dibutuhka, 

kemudian diajukan ke sekolah. Contoh untuk 

home visit dianggarkan Rp. 20.000,- 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Semua guru masuk kelas. 

6. Bagaimana prosedur penetapan Musyawarah dengan guru BK, siapa yang akan 
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koordinator BK yang bertanggung 

jawab? 

ditetapkan menjadi koordinator, baru setelah itu 

diputuskan oleh kepala sekolah. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Sangat memberi kemudahan karena kepala 

sekolah sudah memahami tugas dan fungsi BK. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program selalu dilakukan guru BK 

dengan kepala sekolah. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi dilakukan 1 semester sekali. Supervisi 

meliputi supervisi administrasi dan supervisi 

layanan dengan dilihat masuk kelas. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Anggapan sebagai polisi sekolah sudah tidak 

ada, siswa juga kalau punya masalah larinya ke 

BK. guru BK tidak memberi poin kepada siswa. 

Untuk anggapan guru mapel lain, sudah jarang 

guru yang beranggapan BK tidak ada 

kerjaannya. Kita sering berangkat lebih pagi dan 

pulang paling sore. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Mensosialisasikan kepada guru pada saat rapat, 

dengan masyarakat pada saat pertemuan orang 

tua siswa, sedangkan dengan siswa pada saat 

layanan dan pada waktu kelas X pertama kali 

masuk. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan perguruan tinggi, lembaga psikodata, 

kepolisian. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dra. Agustin Purnama 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. MT. Haryono No.19 Purbalingga 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Tiap tahun ada pembagian tugas mengajar guru. 

Guru BK mengampu 150 siswa yang setara 

dengan 24 jam mengajar. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruang BK sekarang dalam tahap renovasi total, 

nanti hasilnya akan bagus. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Terdapat 4 guru BK dimana satu diantaranya 

berpendidikan administrasi perkantoran, dan 

yang  3 dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana ada dalam RAPBS, contohnya 

untuk pembangunan ruang BK yang sekarang 

sedang berlangsung. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Tidak ada. Dasarnya karena dalam struktur 

kurikulum tidak diharuskan masuk kelas. 

Padahal sebenarnya kita juga membutuhkan. 
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6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Biasanya musyawarah dengan kepala sekolah 

juga. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah memberikan kemudahan untuk 

BK dengan melengkapi fasilitas, ada yang 

kurang apa selalu dipenuhi. Tetapi kurang 

memberikan kemudahan dalam hal pemberian 

jam masuk kelas. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program dilakukan dengan pihak 

yang terkait dengan program. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi yang dilakukan adalah supervisi 

administrasi biasanya per semester.  

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Sudah tidak menganggap sebagai polisi sekolah 

karena BK tidak diberi tugas untuk menghukum. 

Siswa disini juga merupakan siswa yang pintar 

sehingga masalah yang muncul masih dalam 

taraf yang sangat normal, karena ini merupakan 

sekolah unggulan. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Sosialisasi ketika rapat dengan guru.  

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan motivator, kepolisian, perguruan tinggi, 

lembaga psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 24 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dra. Ari Mudiyati 

Nama sekolah  : SMA Negeri 2 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. Pucung Rumbak  Bancar 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Program BK diimplementasikan ke dalam 

program sekolah 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Iya diberikan ruang, dan nanti katanya mau 

diperluas lagi rencananya. Sementara ini fasilitas 

yang diberikan untuk BK sudah cukup bagus ya, 

di SMA Negeri 2 Purbalingga ini ruang BK nya 

termasuk lengkap dan bagus dibandingkan 

dengan sekolah lain ada yang masih belum 

seperti ini. Disini ada ruang bimbingan 

kelompoknya sendiri, ruang konseling 

perorangan juga sendiri, ada ruang tamu juga. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Tidak, yang dari BK hanya satu yaitu Bu Asih, 

Sedangkan Bu Lutfi itu D3 Ketrampilan tetapi 

S1 mengambil BK. Kalau saya, S1 Ketrampilan 
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juga. Kenapa saya bisa menjadi guru BK, itu 

dulu ceritanya mata pelajaran ketrampilan 

dihapuskan, dan guru-guru ketrampilan alih 

fungsi disuruh untuk memilih sendiri mau 

masuk menjadi guru apa. Saya memutuskan 

untuk menjadi guru BK, setelah itu mendapatkan 

pelatihan BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Disediakan dana khusus untuk BK. biasanya 

untuk membeli buku, membuat papan 

bimbingan, baru-baru ini juga dibelikan kipas 

angin, dan korden. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Kelas XI dan XII masuk kelas 1 jam per 

minggu. Sedangkan kelas X tidak ada jam 

masuk kelas, karena kelas X sudah 

menggunakan kurikulum 2013. Semester ini 

tidak masuk kelas, alasan kepala sekolah adalah 

karena belum ada kepastian dari pusat yang 

menyampaikan atau memerintahkan BK masuk 

kelas. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK yang bertanggung 

jawab? 

Koordinator BK gantian setiap 2 tahun sekali. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah sangat memperhatikan untuk 

dibuatkan ruang yang nyaman. Bapak familiar 

dan sangat memberi kemudahan bagi 

terlaksananya program, yang penting ada ijin dan 

alasannya jelas. Bapak sama sekali tidak 

mempersulit. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Iya, koordinasi program dilakukan dengan 

kepala sekolah. 
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9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Sering dilakukan supervisi. Hampir setiap 

minggu. Supervisinya santai, kepala sekolah 

sering ke BK dan kita ngobrol ringan. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Tidak menganggap sebagai polisi sekolah, 

terutama kelas XI dan XII. Untuk kelas X masih 

banyak yang menganggap kalau ke BK itu pasti 

orang yang mempunyai masalah. Mungkin 

karena bawaan dari SMP. Tapi disini kita 

berusaha mengarahkan dan membimbing. 

Kesadaran kelas X masih kurang karena tidak 

ada jam masuk kelas. 

Guru mapel lain masih pada menganggap guru 

BK tidak ada kerjaannya, hanya satu dua orang 

yang tahu kalau BK ada kerjaan administrasi 

banyak. Upayanya dengan menunjukan kinerja 

kita. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Mensosialisasikan kepada guru, siswa dan 

masyarakat tentang peranan BK. apalagi bapak 

kepala sekolah juga orang BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan kepolisian terkait dengan ketertiban lalu 

lintas, dengan perguruan tinggi untuk informasi 

studi lanjut, dengan lembaga psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 28 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dewi Astuti, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Padamara 

Alamat sekolah : Jl. Raya Padamara 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Permasalahan siswa diketahui paling awal oleh 

wali kelas, kalau tida selesai baru ke BK. kepala 

sekolah mengarahkan kalau BK itu mengatasi 

masalah. Tetapi guru BK sudah tidak masuk ke 

dalam tim STP2K. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruangan sudah lumayan memadai, dibandingkan 

dengan ruang yang dulu yang sangat sempit. 

Sekarang sudah lumayan luas dan ada ruang 

konselingnya.  

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 3 guru BK, yang 1 psikologi dan yang 2 

dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ?  

Kalau BK butuh sesuatu diusulkan ke sekolah. 

Biasanya dana berasal dari kesiswaan. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Jam BK tidak ada, karena mengacu pada 

kurikulum 2013. Kami sebenarnya merasa 
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sangat kesulitan tidak bisa berinteraksi langsung 

dengan siswa di kelas. Kesulitan dalam memberi 

materi terutama kelas XII untuk informasi 

perguruan tinggi dan SNMPTN. Guru BK 

sebenarnya sudah siap untuk masuk kelas, tetapi 

tidak ada jam, jadi paling hanya mengambil jam 

kosong. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Dari kepala sekolah yang menetapkan. Dari dulu 

sampai sekarang belum pernah ada pergantian. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah tidak mempersulit, mau 

membantu menangani masalah siswa. Hanya 

yang disayangkan itu kenapa tidak diberi jam 

BK masuk kelas. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan? Dengan siapa 

saja? 

Program hanya diinformasikan dan minta tanda 

tangan ke kepala sekolah. Koordinasi dilakukan 

hanya yang sifatnya insidental dan akan 

dilaksanakan program tertentu, itu baru 

dilakukan koordinasi. 

9. 
Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Biasanya dari dinas, tidak dari kepala sekolah. 

Paling kepala sekolah hanya evaluasi secara 

global. Atau kalau ada kasus yang telah 

ditangani baru dievaluasi. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ? Dan apakah masih 

ada anggapan dari guru mapel lain 

yang menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Tidak sebagai polisi sekolah. Paling hanya kelas 

X karena masih terbawa dari SMA. Siswa 

memaksimalkan manfaat BK. tapi guru BK 

kesulitan karena tidak masuk kelas, dan 

anggapan bahwa BK adalah tempanya orang 

bermasalah itu masih ada. Guru mapel lain juga 

masih menganggap kalau BK tidak ada 

kerjaannya, makan gaji buta, apalagi sekarang 

BK tidak ada jam masuk kelas. 

11. Bagaimana upaya kepala sekolah Kepala sekolah belum begitu memperkenalkan 
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 memperkenalkan peranan BK? peranan BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan lembaga psikodata, lembaga bimbel dan 

kepolisian, RS untuk sosialisasi narkoba, 

perguruan tinggi. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 23 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Feni Martinawati, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kutasari 

Alamat sekolah : Jl. Raya Tobong Kutasari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Masuk ke dalam kurikulum pengembangan diri. BK 

disini juga tidak masuk ke dalam tim STP2K. BK 

hanya melakukan pembinaan dan pengarahan. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas sudah lumayan OK, walaupun ya masih 

berantakan seperti ini, belum ada ruang tamu, tapi 

sudah ada ruang konseling individu dan kelompok. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 3 guru BK, yang 2 PNS dan yang 1 GTT. 

Kebetulan yang 2 PNS itu dari psikologi, dan yang 

GTT dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana biasanya dari kesiswaan, yang 

khusus untuk BK tidak ada. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Kelas X dan XI diberi kesempatan untuk masuk 

kelas, tetapi untuk kelas XII tidak karena untuk 

pemadatan materi UN. Tapi pembinaan tetap ada 
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diluar KBM. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Koordinator BK sampai sekarang belum ditunjuk 

oleh kepala sekolah. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah sangat mendukung, kalau menurut 

beliau baik ya mendukung. BK sangat dibantu oleh 

kepala sekolah. Bapak kepala sekolah mau 

mendengarkan ketika ada masalah, ya pokoknya 

tidak menghambat program BK. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program dilakukan dari BK dahulu, lalu 

ada kesepakatan bersama baru setelah itu konsultasi 

ke kepala sekolah. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi biasanya dilakukan 1 tahun 2 kali. Tapi 

berhubung bapak kepala sekolah yang sekarang itu 

baru, jadi belum dilakukan supervisi. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Untuk anggapan sebagai polisi sekolah sudah tidak 

ada, karena kita tidak masuk dalam tim STP2K. Tapi 

siswa masih ada yang menganggap bahwa masuk 

BK adalah orang yang bermasalah. Untuk anggapan 

guru mapel lain, sudah jarang guru yang ngomong 

kalau BK tidak ada kerjaannya. BK harus jadi 

partner yang baik bagi guru-guru lain. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Mensosialisasikan kepada guru dengan menyelipkan 

peranan BK pada saat rapat atau brefing. Kalau 

untuk ke siswa belum terlihat, mungkin secara 

personal ata kelompok oleh beliau sendiri. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan perguruan tinggi, biasanya dari alumni yang 

datang kesini menawarkan diri untuk sosialisasi. 

Selain itu juga dengan lembaga psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 26 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Mardiana, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bobotsari 

Alamat sekolah : Jl. Majapura Bobotsari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

BK tidak untuk menghukum siswa. Semua guru bisa 

memberikan poin kepada siswa ketika mereka 

melihat pelanggaran pada siswa. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruangan BK baru, semenjak kepala sekolah yang 

baru ini. Lebih luas dan ada ruang konseling 

individu dan kelompok tersendiri. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 6 guru BK, yang 2 dari psikologi dan 4 dari 

pendidikan bimbingan dan konseling. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana guru BK mengusulkan ke sekolah 

apa saja yang dibutuhkan oleh BK. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Masuk kelas sudah dari dulu ada dan dipertahankan 

sampai sekarang. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK yang bertanggung 

Koordinator kebetulan sudah pensiun dan sampai 

sekarang belum ditunjuk lagi. 



 

 
 

182 

 

 

 

 

  

jawab? 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kemudahan yang diberikan kepala sekolah antara 

lain diberi fasilitas ruangan yang memadai. Bapak 

kepala sekolah juga sangat welcome dengan BK. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi biasanya per personal antara guru BK 

dengan kepala sekolah sendiri. Sekaligus melakukan 

evaluasi. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi diadakan satu semester sekali. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Sebagian ada yang menganggap BK polisi sekolah 

terutama kelas X. Karena mungkin masih terbawa 

dari SMP. Kesadaran siswa untuk mendatangi BK 

sudah lumayan meningkat. 

Untuk anggapan guru mapel lain masih ada juga 

yang menganggap BK tidak ada kerjaannya, 

terutama guru yang tidak pernah interaksi dengan 

BK, jadi tidak tahu. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Kepada guru ketika brefing, menjelaskan peranan 

BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Perguruan tinggi untuk sosialisasi, lembaga 

psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 25 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Tety Krisnawati, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Karangreja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Karangreja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

BK sahabat siswa, BK sebagai pembimbing, yang 

memberi poin tim STP2K. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruangan masih seadanya, baru rencana mau 

dipindah. Sekarang masih seperti ini, tidak ada 

ruangan konsultasi dan ruang BK masih bergabung 

dengan UKS. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Disini yang PNS hanya ada 1 dari psikologi. Yang 

GTT dari BK ada 2, satu diantaranya masih baru 

beberapa minggu masuk sini. Sedangkan tiga guru 

BK lainnya adalah guru mata pelajaran yang 

merangkap menjadi BK. yaitu guru mata pelajaran 

ekonomi, sejarah dan PKn. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ?  

Anggaran dana masuk ke dalam anggaran 

kesiswaan. 
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5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Ada 1 jam per minggu, baru mulai semester ini, 

tidak tahu untuk semester depan. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Dari kepala sekolah yang menunjuk koordinator. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kemudahan yang diberikan kepala seklah, yaitu 

kemudahan dalam ijin keluar untuk mengikuti 

MGBK. Selain itu kepala sekolah sekarang juga 

lebih memperhatikan BK. Membuat barner juga 

difasilitasi. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan? Dengan siapa 

saja? 

Konsultasi tetap berjalan. Biasanya dengan waka 

kurikulum, kesiswan, wali kelas, kepala sekolah, 

STP2K. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi di awal semester. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ? Dan apakah masih 

ada anggapan dari guru mapel lain 

yang menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Kesadaran siswa untuk memanfaatkan BK sudah 

lumayan membaik. Sekarang siswa sudah bisa lebih 

terbuka dengan bercerita ke guru BK. permasalahan 

siswa juga sudah bisa ditekan. 

Sudah jarang guru mapel yang masih pada 

menganggap kalau BK tidak ada kerjaannya. Guru 

sudah menyadari tugas pokok masing-masing. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK? 

Kepada siswa kadang menyelipkan ketika 

pembinaan di upacara. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Lembaga psikodata, lembaga bimbel, kepolisian. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 19 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dwi Sumarno, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Rembang 

Alamat sekolah : Jl. Monumen Jend. Soedirman 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Kebijakan langsung diputuskan dari kepala 

sekolah, contohnya tidak ada jam BK masuk 

kelas. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas sudah cukup baik, ada ruangan BK 

sendiri yang di dalamnya ada ruang konseling 

individu dan perangkat komputer. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Terdapat 4 guru BK, yang 2 berpendidikan BK, 

yang satu psikologi dan yang satunya lagi seni 

rupa. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Guru menulis apa saja yang dibutuhkan, nanti 

masuk ke dalam RAPBS. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Hanya kelas XII saja yang masuk kelas. Itu 

berlangsung sudah 4 tahun ini. Alasannya karena 

di SMA Negeri 1 Purbalingga saja BK tidak 
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masuk kelas. Selain itu permasalahan setiap 

siswa tidak sama, jadi BK tida perlu masuk 

kelas, hanya untuk kelas XII saja yang 

diperlukan untuk bimbingan karir. Padahal 

idealnya semua masuk kelas. Kami merasa 

sangat kesulitan tidak ada jam masuk kelas 

untuk kelas X dan XI. Akibatnya siswa jadi 

susah mengenal BK. apalagi kelas X yang masih 

baru, harusnya masu kelas untuk pengenalan 

BK. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Koordinator BK giliran, inisiatif dari guru BK 

sendiri, bukan kepala sekolah yang menunjuk. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Sedang-sedang saja, tidak ada kemudahan, ya 

hanya sewajarnya saja lah. Contohnya untuk 

masuk kelas saja tidak ada. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Buat program tidak koordinasi dengan kepala 

sekolah. Dibuat sendiri nanti baru minta tanda 

tangan kepala sekolah. Jadi program ya apa 

adanya, alasannya program mau dibuat sebagus 

apapun juga percuma karena tidak masuk kelas. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi dilakukan setiap satu semester, yaitu 

supervisi administrasi. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Sudah tidak dianggap sebagai polisi sekolah. 

Hanya BK masih dianggap sebagai tempat 

penyelesaian masalah saja. Orang yang masuk 

BK adalah siswa yang bermasalah. Kalau 

anggapan guru mapel lain, ya masih ada yang 

menganggap dan ada yang tidak. Hal seperi itu 

wajar terjadi, karena dalam suatu komunitas 

yang banyak pasti ada pro dan kontra. 
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11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Kurang sosialisasi, mayoritas kepala sekolah 

kurang respek terhadap guru BK. suara dari guru 

BK belum menyentuh hati kepala sekolah. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Lembaga bimbel, perguruan tinggi, motivator, 

tes psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Evi Sulistyanti, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kejobong 

Alamat sekolah : Jl. Raya Gumiwang Kejobong 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

BK diposisikan bukan sebagai polisi sekolah, 

tetapi BK untuk membantu siswa. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ada ruang BK, dan sudah lumayan memadai, 

hanya lokasinya saja yang tidak strategis karena 

terpencil di belakang pojok sekolah. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Kedua guru BK di sini dari psikologi. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Tidak ada anggaran khusus. Hanya apa yang 

dibutuhka untuk diusulkan ke sekolah sehingga 

nanti dianggarkan dalam RAPBS. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

1 jam masuk kelas. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Koordinator kepala sekolah yang menunjuk, 

sesuai keputusan kepala sekolah, tidak 
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musyawarah terlebih dahulu. Alasan kepala 

sekolah menunjuk Bu Evi sebagai koordinator 

karena masa kerjanya lebih lama. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kalau ada konverensi kasus yang harus 

melibatkan kepala sekolah, beliau siap 

mendampingi. Kepala sekolah berusaha 

mencukupi fasilitasnya walaupun ada beberapa 

hal yang belum dipenuhi tapi itu wajar. Selain itu 

apa saja yang diperlukan selalu disampaikan di 

awal. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program paling dilakukan ketika 

guru BK mengusulkan dan meminta persetujuan 

program kepada kepala sekolah. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi administrasi per semester. Kalau 

evaluasi tidak secara resmi, biasanya bareng 

dengan pengajuan program baru di awal tahun.  

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Guru BK sendiri yang harus merubah image, 

pada awalnya masih ada anggapan seperti itu, 

tapi sekarang tidak. BK tidak dijadikan sebagai 

tukang poin dan menghukum, hanya sebatas 

mengingatkan tidak menghukum. Siswa sudah 

banyak yang datang untuk curhat, masalah 

dengan cowo, teman, orang tua, dll. Kalau untuk 

kelas XIIlebih ke karir. 

Anggapan guru lain masih ada beberapa guru 

yang menganggap BK tidak ada kerjaannya, 

karena mereka tidak pernah mendatangi BK dan 

tidak tahu apa saja pekerjaannya. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

Mengoptimalkan tugas STP2K dibantu dengan 

guru piket, jadi guru BK tidak dianggap sebagai 

polisi sekolah 
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orangtua/ masyarakat? 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan lembaga bimbel, perguruan tinggi, 

psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 16 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Suharti, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kemangkon 

Alamat sekolah : Jl. Raya Panican Kemangkon 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Masuk dalam program sekolah. BK ditempatkan 

tidak untuk menghukum siswa. Hanya memantau 

anak-anak asuhnya apabila ada yang terlambat atau 

melanggar peraturan. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas masih belum lengkap, masih seadanya 

sekali seperti ini. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 2 guru BK, saya D3 Dedakti Kurikulum, dan 

S1 ambil Pengembangan Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan, sedangkan Bu Septi S1 Psikologi. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana minta ke sekolah, dari guru BK 

mengusulkan ke sekolah, masuk ke APBS, 

contohnya untuk home visit. Tapi kalau untuk 

membuat buk pribadi siswa kadang-kadang siswa 

suruh bayar iuran sendiri. 
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5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

1 jam per minggu semua kelas ada. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Kepala sekolah yang menunjuk. Karena kita hanya 

ada dua, dan saya sudah menjadi bendahara sekolah, 

sehingga Bu Septi yang jadi koordinatornya. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Semua program BK selalu diberi kemudahan oleh 

kepala sekolah dan selalu mendukung tidak pernah 

menghambat. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi dengan kepala sekolah dan waka. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi dilakukan setiap satu semester sekali. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Kelas X masih ada beberapa yang menganggap 

polisi sekolah, karena mungkin bawaan dari SMP. 

Tapi kesadaran memanfaatkan peranan BK sudah 

mulai tinggi terutama kelas XII. Sekarang sudah 

banyak yang masuk BK untuk konsultasi. Anggapan 

guru mapel, masih ada sebagian kecil guru yang 

menganggap BK tidak punya kerjaan. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK? 

Memberikan sosialisasi, biasanya pada saat rapat 

guru menyinggung tentang peranan BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Kepolisian, Lembaga bimbel, perguruan tinggi, tes 

psikodata. 
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Lampiran 5 

HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 22 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Drs. Suranto, M.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bukateja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Purwandaru Bukateja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

BK mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan 

mapel lain, dengan demikian saya berikan jam masuk kelas, 

kan ada juga sekolah yang tidak masuk kelas, saya berikan 

fasilitas, dan segala sesuatu sama dengan mata pelajaran 

yang lain. Porsinya sama dengan mapel lain, bahkan saya 

sedikit lebih memberikan perhatian, saya berikan ruangan 

secara khusus, karena saya tahu bahwa BK itu lebih pelik 

dan unik dari mata pelajaran. Fasilitas di BK saya berikan 

sesuai porsinya. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Mengacu pada peraturan yang ada bahwasanya dalam 

definisi BK dan berbagai aturan lain itu bahwa BK itu 

mendapatkan porsi yang sama. Peraturan MENPAN, jenis 

guru itu ada guru mapel, guru pembimbing, guru kelas, dan 

masing2 itu punya wewenang, seperti guru mapel minimal 
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24 jam, pembimbing minimal 150 siswa, dan aturan 

sebagainya sehingga kami mendudukan mereka itu sama. 

Dan BK itu kan memberikan materi yang tidak diberikan 

oleh mata pelajaran, karena disiplinnya sendiri2. 

3. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Dituangkan dalam SK kepala sekolah dalam pembagian 

tugas mengajar dan bimbingan. Disitu disebutkan satu 

persatu pak guru BK A kelas ini dan ini, dst, kemudian 

dideskripsikan ke jadwal. 

4. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Tentu, dengan waka, guru yang lain (termasuk BK) dalam 

rapat. Tapi tidak meninggalkan waka, karena 4 waka itu 

yang membantu kepala sekolah. 

5. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Karena BK sama porsinya dengan mapel lain, semuanya 

dimasukkan dalam program sekolah, dan untuk guru BK 

saya tuntut sama dengan guru mapel yang lain. Artinya 

membuat perencanaan bimbingan, pelaksanaan bimbingan, 

evaluasi bimbingan, dan analisis bimbingan dan tindak 

lanjut bimbingan. 

6. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Melalui kebijakan turunan dari pemerintah (MENPAN) 

kemudian dikembangkan sendiri oleh sekolah melalui SK 

kepala sekolah. 

7. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Dari program yang disiapkan, antara lain guru BK dapat 

mengatasi masalah yang muncul, dapat merealisir program 

yang direncanakan dan diprogramkan.contoh: penjurusan 

sesuai programnya, kelanjutan perguruan tinggi, 

pelaksanaan layanan di masing2 kelas. 

8. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

Saya nilai baik, yang saya lihat itu misalnya yang 

melanjutkan di perguruan tinggi minimal 65% dari jumlah 
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keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

siswa, ketercapaian program cukup baik, permasalahan2 

yang besar tidak muncul. 

9. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Monitoring dan juga laporan dari masing-masing guru BK. 

10. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Sudah memadai walaupun belum bisa memenuhi sampai 

standart minimal. Artinya ada ruang tersendiri, ruang 

bimbingan kelompok, ruang tamu, konseling individu, rak, 

laptop , printer untuk kepentingan administrasi ada. 

11. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Dari pemerintah, saat saya disini sudah ada semua, sudah 

tercukupi. Masih ada 1 yang GTT tapi saya kesini sudah 

ada, bukan saya yang menyeleksi. 5 dari BK, 1 psikologi. 

Secara umum sudah berkompeten dan profesional, namun 

kalau ditelusuri satu2 itu tingkatannya berbeda2, karena 

salah satunya itu ada yang sarjana mudanya itu 

ketrampilan. Tapi tidak masalah, karena bisa mengikuti 

yang lain. 

12. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Dari RAPBS yang sebagian besar dana itu dari komite 

sekolah. Diberikan khusus untuk BK, seperti halnya guru 

mapel lain. 

13. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

1 jam per minggu, semua kelas ada. 

14. 

Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Diserahkan kepada guru BK. Tapi kami loloskan itu 

bersama pertimbangan yang lain yaitu bersamaan dengan 

pembagian tugas guru. Jadi pada awal tahun kan ada 

pembagian tugas untuk waka, petugas perpus, kepala lab, 

koordinator BK, dsb. 

15. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

Saya memberikan kemudahan antara lain: (a) Memberikan 

perhatian lebih kepada guru BK daripada guru mapel lain; 
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terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

(b) Berupaya berada di tengah2 mereka; (c) Sering 

memberikan dorongan dan motivasi; (d) Kalau meminta 

fasilitas, waktu, peralatan saya berupaya untuk 

merealisirnya sejauh tidak kontradiktif dengan sekolah. 

16. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

Program dibuat diawal tahun, biasanya tiap semester 

diadakan koordinasi, diajak berembug. Koordinasi itu 

berupa evaluasi semester lalu kemudian tindak lanjut dari 

permasalahan, kalau ada. Melibatkan kepala sekolah, 

koordinator BK, dan guru BK. melibatkan yang lainnya, 

disesuaikan dengan kebutuhannya. 

17. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Dilakukan sesuai dengan program sekolah. 1 tahun 

supervisi layanan 1 kali, dan supervisi administrasi itu 

sesuai dengan kebutuhan, biasanya 3 bulan sekali. 

18. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Masih ada juga, walaupun sebutannya bukan menganggap 

BK polisi sekolah, hanya saja siswa masih enggan datang 

ke ruang BK tapi tidak menganggapnya sebagai polisi 

sekolah, karena disini BK tidak dilibatkan dalam bentuk2 

punishmsent. Hukuman itu ada sendiri yaitu dari STP2K. 

Tugas BK adalah mencari akar permasalahan dan alternatif 

pemecahan, hanya membantu bukan menghukum.  

Anggapan guru mapel lain mengenai guru BK yang tidak 

ada kerjaannya sudah tidak ada. Bisa berjalan seiring, tidak 

iri. Karena sering koordinasi dan saya tekankan kepada guru 

BK untuk memberikan kontribusi kepada yang lain. Selama 

BK tidak bisa memberikan kontribusi kepada yang lain, 

maka BK tidak akan dianggap, tidak dibutuhkan. Inilah 

peran kepala sekolah yang seharusnya mengakrabkan 

mereka. 

19. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

Dengan guru ketika rapat, dengan orang tua ketika ada 

pertemuan ortu siswa atau persiapan UN, sedangkan dengan 

siswa melalui layanan BK masing-masing 
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dan orangtua/ masyarakat? 

20. Untuk bapak kepala 

sekolah, apakah berlatar 

belakang pendidikan BK 

dan apakah sudah 

melaksanakan layanan BK 

terhadap minimal 40 

siswa? 

Ya sudah. Kepala sekolah sudah mengampu 40 siswa. 

Dari 785 siswa  ada 6 guru BK termasuk kepala sekolah. 

Guru hitungannya sudah per 150 siswa 

 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Biasanya dengan  Dengan Perguruan tinggi, tes psikologi, 

lembaga Bimbel. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Heriyanto, S.Pd, M.Si 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. MT. Haryono No. 19 Purbalingga 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Kalau pelayanan BK di sekolah kita itu dilakukan sore hari 

setelah pulang sekolah artinya BK tidak terjadwal khusus 

masuk ke kelas, tetapi lewat kegiatan pengembangan diri di 

luar jam pelajaran. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Kalau ada anak yang mau melakukan konsultasi biasanya 

setelah jam olahraga, atau pada saat jam kosong, pada saat 

istirahat. Atau pada jam setelah pulang sekolah itu, karena 

disini anaknya pasti pulang sore, untuk berkegiatan. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

BK itu khusus untuk pengembangan diri, bimbingan karir, 

bimbingan kelompok. 

4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

Dicantumkan dalam SK kepala sekolah dan program 

sekolah setelah melalui koordinasi dengan berbagai pihak.  
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kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak 

terkait? 

Biasanya dengan teman-teman guru, waka sekolah dan 

guru-guru BK itu sendiri. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Ya, masuk ke dalam program sekolah. 

7. 
Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Mengimplementasi dan dikembangkan sendiri di sekolah. 

Contoh yang mengimplementasi itu ya tadi tidak adanya 

jam BK masuk kelas, itu kan sesuai dengan struktur 

kurikulum pusat yang tidak mengharuskan BK masuk kelas, 

hanya pengembangan diri yang bisa dilakukan diluar ja 

pembelajaran. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan? 

Sudah cukup baik. 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Dilihat dari semakin banyaknya siswa yang mendatangi BK 

dan dilihat dari BK melayani siswa. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ya evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada siswa 

yang mengalami kesulitan belajar, permasalahan sosial dan 

untuk kelas XII dalam pengambilan jurusan studi lanjut. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Sedang dalam proses pembangunan. Nanti hasilnya akan 

bagus banget, lebih bagus dari ruang kepala sekolah. Sangat 

lengkap nanti ruang BK nya. 
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12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Karena PNS, ya kut aturan dari pemerintah, karena bukan 

sekolah yang melakukan seleksi. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Ada dalam APBS, untuk home visit dan mengundang 

motivator, serta untuk pelatihan ISQ. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak ada. Alasannya karena di struktur kurikulum kan 

memang tidak ada. Tergantung pada kebutuhan gurunya. 

Disini gurunya belum pada membutuhkan untuk BK masuk 

kelas. 

15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Memilih sendiri, kadang dari kepala sekolah berdasarkan 

senioritas, kadang juga bergantian. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Saya sangat memberikan kemudahan untuk BK. fasilitas 

dilengkapi, ada yang kurang apa, selalu dipenuhi. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

Dengan pihak-pihak yang terkait dengan program yang 

dijalankan. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Ada supervisi administrasi kegiatan bimbingan, biasanya 

dilakukan satu semester sekali. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

Tidak, yang ditakuti oleh siswa adalah kesiswaan yaitu 

STP2K karena yang biasa menhukum siswa adalah STP2K, 
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polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

bukan guru BK. upaya yang dilakukan adalah dengan 

melarang guru BK untuk memberika poin dan hukuman 

kepada siswa yang melanggar peraturan. 

20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Ya biasanya dilakukan sosialisasi pada saat rapat. 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Dari guru BK sendiri yang mengadakan kerjasama, 

misalnya dengan pihak satlantas untuk tata tertib lalu lintas, 

dengan perguruan tinggi untuk informasi studi lanjut. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 24 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Drs. Kustomo 

Nama sekolah  : SMA Negeri 2 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. Pucung Rumbak  Bancar 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Prosedur BK sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. 

Ada kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 yang baru. 

Kebetulan SMA 2 menjadi biroting. Jadi posisi BK di 

sekolah itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

rangka pengembangan diri siswa. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Dari analisis konteks terutama untuk mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan siswa terutama dalam rangka 

pelaksanaan layanan BK.  

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

(a) Kita biasanya mengadakan studi banding ke sekolah lain 

yang bagus untuk diadopsi; (b) Mengirim konselor ke 

berbagai diklat dan pelatihan dalam rangka untuk 

menambah kompetensi; (c) in house training melalui 

MGBK yang diadakan tiap minggu. 

4. Untuk mewujukan dan Menetapkan dalam SK kepala sekolah. Dalam SK 
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merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

pembagian tugas. Jadi jelas si A kelas berapa, si B kelas 

berapa dan si C kelas berapa. Sehingga nanti 

pelaksanaannya jadi lebih mudah. 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Ya, harus itu. Terutama dengan dinas pendidikan dalam hal 

ini biasanya pengawas, dikmen, tenaga pendidikan bagian 

diknas, dan juga komite sekolah. Jadi guru BK itu setiap 

minggu selalu melakukan MGBK, disitu nanti kan ada 

koordinator BK nah ini nanti yang akan mengatur 

pembagian tugas secara intern. Jadi setelah ada koordinasi, 

baru nanti ditetapkan dalam SK Kepala sekolah. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Disitu kan masing-masing guru BK itu tugasnya antara lain 

adalah menyusun program kerja, ada program tahunan, 

semesteran, bulanan, mingguan. Nah itu mereka menyusun 

bersama-sama secara bermusyawarah di MGBK. Nanti 

setelah itu program-program itu disahkan oleh kepala 

sekolah dan disahkan menjadi program sekolah. Program 

sekolah itu kan dibuat dari masing-masing bidang, mereka 

menyusun kemudian kita kumpulkan menjadi program 

sekolah. 

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kita melaksanakan kebijakan sekolah itu ya berdasarkan 

aturan-aturan yang ada. Baik itu dari pusat, provinsi, 

kabupaten dalam hal ini dinas pendidika, dan juga hasil 

musyawarah sekolah. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Kalau ketercapaiannya ya sudah bagus, diatas 80% 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

Dari evaluasi hasil program-program yang telah disusun 

oleh bapak dan ibu guru. 
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kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ya setiap semester selalu ada evaluasi, bahkan evaluasi itu 

secara berkelanjutan. Evaluasinya sesuai dengan program 

mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Jadi setiap akhir 

minggu, bulan, semester itu mereka melaksanakan evaluasi. 

Jadi berkelanjutan secara bertahap. Evaluasinya termasuk 

hambatan-hambatan apa yang ditemui dan solusi 

penyelesaiannya seperti apa. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Sementara ini sesuai dengan aturan, kita berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan BK. Kalau ruangannya 

sudah ada sendiri-sendiri, ruang konseling kelompok, 

individu, dll. Kalau menurut saya sebenarnya belum 

representatif, tapi ya sudah mewakili, kita berupaya untuk 

selalu mengembangkan, karena jumlah siswanya cukup 

banyak ada 850an dan ruangannya masih kurang luas 

karena hanya 7x9 meter. Jadi masih kurang luas, terutama 

untuk bimbingan konseling kelompoknya. 

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Itu karena sini sekolah negeri ya sesuai dengan aturan 

pemerintah, semuanya kebetulan PNS. Jadi mengikuti 

aturan pemerintah. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Dari komite, ada khusus untuk BK. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Masuk, 1 jam per minggu semua kelas. Kami memandang 

perlu guru BK masuk kelas. Bahkan nanti rencana untuk 

kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud No. 81a 

lampiran ke 4 BK masuk kelas 2 jam per minggu.  

15. Bagaimana prosedur Ada koordinasi dengan guru BK, biasanya secara bergiliran 
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penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

supaya mereka punya tanggung jawab dan juga bisa kerja 

sama. Dan baru setelah itu ditetapkan ke dalam SK. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Ya antara lain (a) Menyiapkan ruang BK; (b) Memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada guru BK untuk 

mengikuti diklat baik yang diadakan oleh sekolah, MGBK 

kabupaten, keudian tingkat provinsi, dsb. Pokoknya kita 

support mereka supaya bisa mengembangkan potensinya 

terutama dalam meningkatkan kompetensinya dalam BK. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

 

Ya harus, program yang disusun harus disahkan dulu oleh 

kepala sekolah. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak 

terkait misalnya yang berkaitan dengan siswa berati 

koordinasinya dengan waka kesiswaan, kaitanya dengan 

kebutuhan sarpras koordinasinya dengan waka sarpras, 

kesulitan belajar dengan waka kurikulum,  akan 

mengadakan komunikasi dengan orang tua murid 

koordinasinya dengan waka humas. Jadi berkait dengan 

pihak lain. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Supervisi secara terprogram setiap bulan. Supervisi 

administrasi dan pelaksanaan. Supervisi dilakukan secara 

berkelanjutan dan sesuai aturan-aturan baku. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Tidak, karena mereka sudah menganggap BK itu sebagai 

suatu kebutuhan. Mereka kalo punya masalah datang 

sendiri, tidak perlu dipanggil. Sudah ada kesadaran dari 

siswa bahwa mereka butuh untuk memecahkan suatu 

masalah. Guru BK tidak boleh menghukum dan 

memberikan poin, kalau masalah kedisiplinan itu urusan 

kesiswaan. Anggapan guru lain relatif dan subyektif, tapi 

sebagian besar sudah tidak ada, karena mereka sudah 

mengetahui tupoksi masing-masing. 

20. Bagaimana upaya Bapak Kita adakan sosialisasi, terutama kalau kepada bapak ibu 
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 memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

guru ketika sedang rapat dewan guru, kemudian kalau 

dengan orang tua murid ketika ada rapat pleno komite, dan 

untuk siswa biasanya pada saat MOS, disana biasanya BK 

itu masuk untuk menjelaskan peranan BK itu apa, juga 

disaat tatap muka 1 jam masuk kelas itu kan untuk 

memberikan informasi mengenai BK. 

21. Untuk bapak kepala 

sekolah, apakah berlatar 

belakang pendidikan BK 

dan apakah sudah 

melaksanakan layanan BK 

terhadap minimal 40 

siswa? 

Ya betul, S1 BK. 

Sudah 40 siswa setara dengan 6 jam. Untuk guru-guru BK 

yang lain sudah 150 siswa lebih karena siswanya banyak. 

Guru BK kalau dihitung dasarnya 150 itu masih kurang. 

22. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Kita mengadakan kerjasama dengan lembaga lain terutama 

untuk tes psikologi, yaitu dengan lembaga psikodata Jogja. 

Kita juga kerjasama dengan UNNES, apabila ada hal yang 

penting kita konsultasi kesana. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK   

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 28 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Muryana, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Padamara 

Alamat sekolah : Jl. Raya Padamara 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

Ya kami mencoba BK untuk jadi partner wali kelas sebagai 

ujung tombak pengembangan diri siswa. Di struktur BK itu 

saya mencoba untuk menggandeng wali kelas dan guru. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Yang kami buat itu misalnya dalam hal: 

- Sarpras : Kami mencoba memberikan alternatif ruangan 

yang memadai. 

- SDM : Kami coba profesional, tidak over siswa dengan 

mengangkat GTT yang profesional 

- Teknis : Alternatifnya kami coba untuk kolaborasi 

dengan STP2K, wali kelas dan guru, jadi tidak ditangani 

sendiri permasalahannya. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

Melihat skala prioritas, kalau itu cukup wali kelas dengan 

BK ya itu saja, kalau cukup BK dengan STP2K ya itu saja. 

Tidak harus semuanya ikut terlibat. Dan tidak semuanya 

harus dengan pimpian, tergantung prioritas masalahnya. 
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4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Langkahnya ya kami koordinasi, kami coba untuk membuat 

struktur, kemudian job description dan koordinasi-

koordinasi. Harapan saya adalah struktur dan job 

deskripsinya dipahami kemudian ditempuh koordinasi saat 

itu. Lalu masuk ke dalam SK kepala sekolah. 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Ya, biasanya dengan wali kelas, STP2K, waka, BK itu 

sendiri, guru piket, dll. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Hanya masuk dalam program BK itu sendiri.  

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Iya, otomatis, hanya dikembangkan di sekolah sendiri. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Belum ada kriteria yang jelas. Sejauh ini ya ada laporan 

bulanan. Karena saya disini termasuk kepala sekolah yang 

baru, jadi saya belum memahami betul. 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Melihat dari data-data administrasi yang dibuat, dari agenda 

daftar layanan, dan dari kedekatan antara BK dengan siswa. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Biasanya diadakan di akhir semester  

11. Apakah di sekolah ini Sementara ini ya secara minimalis sudah disediakan. 
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disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Karena masih keterbatasan tempat dan anggaran jadi belum 

sesuai dengan standart minimal. Saya juga belum puas 

dengan yang sudah ada, tapi karena memang keadaannya 

begitu ya mau apa lagi. Karena ini juga sekolah baru yang 

berdiri baru 7 tahun, jadi yang mendjadi konsentrasi utama 

itu adalah sarana pembelajaran dulu. Untuk BK kan relatif 

yang penting jalan dan bisa menangani siswa.  

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Karena PNS, jadi tinggal menerima dari pusat. Untuk yang 

GTT, itu prosedurnya harus berlatar belakang pendidikan 

BK, selain itu biasanya rekomendasi dari guru BK.  

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Secara khusus tidak ada, include kepada proses 

pembelajaran. Contohnya homevisit, itu masuk ke dalam 

dana pembelajaran. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak ada. Alasannya di struktur kurikulum pusat jam BK 

tidak harus tatap muka masuk kelas. Dilihat dari 

kepentingannya jam untuk mapel lain dirasa lebih penting. 

Selain itu guru BK juga merasa tidak perlu karena mapel 

lain masih butuh. Nanti apabila diberikan jam masuk kelas 

takut beresiko jam yang diberikan tidak digunakan secara 

maksimal. 

15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Kepala sekolah menunjuk yang dipandang senior dan 

menguasai prosedur pelayanan bimbingan dan konseling. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Saya beri kemudahan sepanjang itu masuk program. 

Silahkan untuk berinovasi, dituangkan ke dalam program 

kemudian disampaikan ke sekolah, pasti saya usahakan 

untuk difasilitasi. Contohnya dalam pengadaan tes potensi. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

Silahkan program dibuat, kemudian saya baca. Kalau 

memang itu  terlaksananya susah ya saya cancel. Kemudian 
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segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

kalau saya merasa ada suatu hal yang dimasukkan ya saya 

masukkan. Ya koordinasi lah dengan kepala sekolah dengan 

BK. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Belum, supervisi pelaksanaan belum dilakukan. Biasanya 

sebatas supervisi administrasi saja yang sudah. Dilakukan 

pada awal semester. Program dan satlan diminta. 

Seharusnya si akhir semester ya. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Sudah tidak dianggap polisi sekolah. Tapi untuk intensitas 

kedekatan antara siswa dengan BK saya belum melihat. 

Siswa belum mampu memahami peran BK. Upaya saya 

agar BK tidak dianggap sebagai polisi sekolah yaitu todak 

memasukkan guru BK ke dalam tim STP2K yang bertugas 

menghukum dan memberi poin siswa. BK hanya 

mengkomunikasikan pada siswa dan sebagai data tindak 

lanjut untuk pembinaan. Untuk anggapan guru lain, secara 

eksplisit tidak tertangkap, tapi tidak tahu dibelakannya 

seperti apa. Kemungkinan si masih ada, tetapi tidak banyak. 

Guru BK saya dorong untuk terlihat kinerjanya agar tidak 

ada anggapan yang demiian. 

20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Saya lakukan sosialisasi kalau ada kesempatan. Kepada 

guru misalnya pada saat rapat, saya menyinggung 

mekanisme penanganan masalah siswa. Kepada orang tua 

biasanya pada saat ada rapat pleno yang dihadiri oleh wali 

murid. Sedangkan kepada siswa saya menghimbau agar 

memanfaatkan BK. wali kelas juga saya suruh untuk 

memberitahukan peranan BK. 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Sebatas yang ada di program saja. Misalnya kerjasama 

dengan lembaga Jogja psikodata untuk melakukan tes 

potensi. Mengenai studi lanjut biasanya dengan universitas. 

Masalah kenakalan remaja biasanya dengan Polres, BNN. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 23 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Joko Suryanto, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kutasari 

Alamat sekolah : Jl. Raya Tobong - Kutasari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Karena BK sangat-sangat penting bagi sekolah maka saya 

selalu mengatakan harus ada kebijakan yang mendukung itu 

termasuk disini saya masih memberikan bobot yang 

ekuivalen dengan dua jam pembelajaran kemudian kelas X 

dan kelas XI harus masuk kelas. Kelas XII memang tidak 

masuk kelas disini akan tetapi tetap ada bimbingan yang 

setara dengan dua jam pelajaran diluar jam KBM. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

BK tidak dilibatkan ke dalam pemoinan siswa. Agar BK 

tidak ditakuti siswa. Maka tidak ada disini BK yang masuk 

tim STP2K.  

3. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

Kita masukan dalam kurikulum pengembangan diri SMA 

Negeri 1 Kutasari. Ini kita masukkan sendiri sebagai dasar 

bahwa dia memang benar-benar ada. Ini benar-benar sudah 

kita munculkan pengembangan diri yang dimaksud di 
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langkah yang ditempuh ?  dalamnya adalah BK itu. Sebagai payung hukum bahwa BK 

keberadaannya itu kuat. Tapi kita lesehan, tanpa karpet. 

Belum representatif, masih jauh karena kelengkapannya 

masih kurang. 

4. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ?  

Seluruh komponen sekolah disini dan komite. Kita lakukan 

uji publik. Bahkan di sini keuangan itu terbuka lebar.  

5. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Yang jelas awal itu harus kita tuangkan ke dalam KTSP. 

Kemudian dari KTSP itu nanti muncul RAPBS. Tujuan 

sekolah dulu, tujuan umum sekolah, visi misi, dll itu 

dimasukkan ke RAPBS. Khusus untuk pengembangan diri 

kita masukkan KTSP pengembangan diri tersendiri. 

6. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Ya dari sana kita kembangkan sendiri di sekolah sesuai 

dengan keadaan disini. 

7. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan? 

Kalau BK cukup berhasil, saya tidak mengatakan sangat 

berhasil. Yang tadinya saya masuk ke sini BK masih jadi 

polisi sekolah berkolaborasi dengan STP2K  sekarang tidak. 

8. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Semakin bagus, tingkat keterlambatan menurun, tingkat 

kenakalan anak menurun hebat, kedisiplinannya bagus.  

9. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ada ruangan khusus, kemudian untuk konselingnya juga 

luas dalam artian anak satu kelas bisa masuk. Dengan 

asumsi kalau ingin melakukan personal di ruangannya juga 

bisa, atau mau klasikal secara kelompok di BK juga bisa. 

10. Bagaimana prosedur Sudah ada PNS dan GTT sudah lama sebelum saya masuk, 
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pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

kemudian itu sudah sesuai dengan jurusannya.  

Ada 3 guru BK, 2 PNS dan 1 GTT. Yang PNS sudah 

mengampu 150 siswa yang setara dengan 24 jam 

pembelajaran, sedangkan yang GTT hanya mengampu 

setara dengan 18 jam pembelajaran. 2 PNS dari sarjana 

psikologi, yang GTT dari BK. 

11. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Tidak, dia include di kekurikuluman. Kemudian BK juga 

bisa include di kesiswaan, tinggal kegiatannya mau apa. 

Misalkan untuk kunjungan rumah, itu dari kesiswaan. Kalau 

biaya khusus untuk BK belum ada. 

12. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Kelas X dan kelas XI harus masuk kelas. Kelas XII 

memang tidak masuk kelas disini akan tetapi tetap ada 

bimbingan yang setara dengan dua jam pelajaran diluar jam 

KBM. Alasannya adalah ada tambahan jam disana sini 

yang menyebabkan terkuranginya jam efektif yang 

ditentukan oleh kurikulum KTSP. Kelas XII juga 

difokuskan untuk pembelajaran UN. Selain itu kelas XII 

juga sudah sangat kenal dan familiar dengan BK, sehingga 

saya berani memberikan kebijakan bimbingan diluar jam 

pembelajaran. 

13. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Permusyawarahan dari guru BK. saya itu jadi orang 

sukanya kerakyatan, demokrasi silahkan mau yang mana 

termasuk dalam menentukan waka juga. 

14. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Yang jelas saya kalau misalkan ada pertemuan ataupun 

kegiatan tentang ke BK an saya sangat welcome. Contohnya 

melakukan kegiatan tes psikologi. MGBK juga silahkan 

diikuti. Yang penting kegiatannya untuk memajukan 

kemampuan guru BK. kalau memang ada dana dan siap 

gurunya kita sangat memberikan ijin. 

15. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

Biasanya per person, kadang bareng-bareng bertiga 

konsultasi ke saya.  
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diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

16. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Kalau saya mensupervisi ke BK nya langsung, saya paling 

hanya minta administrasi BK untuk dikumpulkan lalu saya 

tandatangani kemudian saya cocokan sedikit dengan yang 

disana, tapi ini sekarang banyak yang baru, jadi saya pun 

bingung karena berbeda dengan konteks saya dulu. Ya mau 

tidak mau ya hanya seperti itu saja supervisinya.  

17. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

BK tidak pernah ditakuti siswa, yang ditakuti adalah 

STP2K. Anggapan guru kalau disini engga lho, disini 

sekolah yang paling kompak tida ada diskriminasi, sudah 

tahu tupoksi masing-masing. 

18. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Ada, pasti lah ya. Cuma saya serahkan ke BK, diatur sendiri 

oleh BK, saya tidak ingin mencampuri inovasi BK. dengan 

psikodata Jogja, dll. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 26 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Sukirto, S.Pd, M.Si 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bobotsari 

Alamat sekolah : Jl. Majapura Bobotsari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Untuk permasalahan BK yang berhubungan dengan siswa, 

bahwa siswa di sini kan banyak domain yang berpengaruh, 

jadi perilaku siswa ini bisa terdeteksi oleh guru mapel, wali 

kelas, guru BK, dan warga sekolah yang lain. Oleh sebab 

itu permasalahan siswa itu kita juga melihat kasus per 

kasus. Kalau kasus ini terjadi pada saat jam mata pelajaran, 

maka pembina pertama yang harus melakukan adalah guru 

mapel. Kalau ternyata kasus ini munculnya pada deteksi 

warga sekolah ya bisa guru, bisa TU, ya kami prosedurnya 

adalah ada teguran dari yang bersangkutan. Apabila nanti 

kasusnya itu kok tidak bisa terselesaikan, baru nanti kita 

menggunakan mekanisme masuk kepada wilayah tugas dan 

tanggung jawab guru BK. Kalau guru BK ternyata masih 

butuh dukungan dari yang lain itu kita sudah siapkan yaitu 

wakil kepala sekolah sesuai dengan urusannya, yaitu urusan 

kesiswaan. Nanti kalau waka kesiswaan kok masih tidak 
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bisa diselesaikan itu nanti baru ke kepala sekolah. Itu 

prosedur hierarki yang memang dijalani, tetapi dalam 

pelaksanaannya pasti bisa saja kepala sekolah bisa langsung 

membina apabila melihat siswa yang salah, kan tidak bisa 

harus ikuti prosedur. Saya sering menghimbau kepada 

bapak ibu guru, bahwa semua itu bisa berfungsi sebagai 

bimbingan penyuluhan. Hanya administrasi, fungsi-fungsi 

nya itulah yang ada di guru BK. Jadi sebenarnya guru mapel 

juga guru BK terbatas, karena urusan perilaku itu pasti 

harus semua komponen yang membantu dan bekerja sama 

agar anak ini bisa berperilaku yang baik. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

 

 

Karena kami kepala sekolah ini melanjutkan kepemimpinan 

yang lalu, maka dokumen-dokumen mekanisme yang lalu 

itu menjadi referensi evaluasi. Setelah kita menemukan 

hasil evaluasi itulah disempurnakan mekanismenya, yang 

pasti melibatkan ada siswa, guru mapel, wali kelas, BK, dan 

kepala sekolah, jadi kita berembug bagaimana membuat 

sebuah alur mekanisme. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan untuk solusi 

penyelesaian masalah? 

 

Strategi yang sering familiar saya sampaikan yaitu bahwa 

anak itu adalah makhluk perubahan. Artinya bahwa, anak 

ini tidak bisa dianggap sebagai anak yang jelek, karena 

proses perubahan ini terus berlangsung. Sehingga yang 

sangat diperlukan itu adalah pendampingan-pendampingan 

terutama guru maupun BK. Jadi kita hargai perubahan pada 

siswa. Yang namanya perubahan perilaku itu tidak akan 

bisa dilakukan apabila tidak terjadi perubahan maindset 

(perubahan pikiran), sehingga kita publikasikan dan kita 

sosialisasikan besar-besaran, memang yang sangat penting 

harus dilakukan adalah merubah pola pikir. Selama pola 

pikir anak itu atau siapapun belum berubah, maka 

perilakunya juga tidak akan berubah, kalau toh itu berubah, 

hanya bersifat sementara dan itu belum bisa dikatakan 
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sebagai karakter. Karakter itu kan perilaku yang sudah 

menjadi dasar perilaku seseorang. Jadi kita memang selalu 

memikirkan bagaimana pola pikir dari siswa, nah pola pikir 

ini akan dikuatkan dalam pembelajaran dikuatkan dalam 

keteladanan, dikuatkan dengan apa yang mereka temukan 

sehari-hari. Sehingga kami memang selalu mengedepankan 

bahwa pendidikan untuk anak adalah sebuah percontohan, 

sebuah keteladanan dari bapak dan ibu guru warga sekolah 

di sini. Karena anak-anak sedang mencari figurisasi 

4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Langkah yang bisa ditempuh yaitu kepala sekolah menjadi 

figur teladan, harus sering cek & ricek di lapangan, harus 

sering melakukan supervisi dan evaluasi, dan yang paling 

penting adalah memberikan arahan visioner kedepan 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

 

Selalu dikomunikasikan, leading sektornya pasti selalu 

kepala sekolah yang memiliki ide untuk program. Setelah 

saya yakini bahwa ide itu benar, maka saya adakan 

brainstoarming, minta pendapat dari pihak terkait, kira-kira 

program ini bisa dilaksanakan atau tidak, ternyata kalau 

mendapat support yang cukup, berati kita laksanakan 

program tersebut. Contoh konkret nya, pada saat saya baru 

datang kesini, saya melihat bahwa ruang BK tidak layak, 

nah ruang yang sebegitu sempitnya harus diubah, supaya 

ruangan ini layak untuk melayani 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Dimasukkan ke dalam program sekolah dan lebih banyak 

implementasinya di dalam program kesiswaan. Misalnya 

dalam kesiswaan itu ada seksi budi pekerti luhur, 

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Pasti melakukan program2 BK secara nasional karena itu 

adalah aturan dari pusat, tapi kita juga melakukan iovasi2 

yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. 
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8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

 

Dalam kategori baik, meskipun harus evaluasi terus 

menerus. Artinya anak itu nampaknya juga mengerti betul 

bahwa datang ke sekolah ini untuk belajar. Kasus2 yang 

ditemukan pada siswa juga masih standart normatif biasa, 

tidak ditemukan kasus anak yang terkena narkoba, terlibat 

pencurian, dll 

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Indikator keberhasilan menurut saya: (a) Ketertiban siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, baik sebelum, saat maupun 

setelahnya; (b) Anak bisa mengatur waktu dan memenej 

tugas-tugasnya dengan baik; (c) Rendahnya angka siswa 

yang keluar, kalau semakin banyak siswa yang keluar ini 

berarti program BK harus di optimalkan, jangan-jangan 

anak tidak sampai ke pemahamannya. Tidak ada anak 

keluar alasan biaya (karena gratis), jadi kalau keluar pasti 

alasan psikis, karena anak malas belajar. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai ? 

Harus selalu dilakukan. Evaluasi itu kan bisa harian, bisa 

juga mingguan, bulanan, kita lakukan cek & ricek kepada 

guru BK, apabila ada masalah harus segera konsultasi 

kepada sekolah, dan kita juga hampir sering sekali datang 

ke ruang BK untuk menanyakan apa yang harus dilakukan 

oleh guru BK. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Bisa ditanyakan kepada guru BK, karena mereka yang 

menggunakannya, apabila ada yang kurang nanti kita 

penuhi lagi. Pokoknya BK is the best lah, harus yang 

terbaik. 

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

 

Referensi yang menjadi pengambilan keputusan: (a) Standar 

normatifnya harus S1 dari BK atau psikologi; (b) Nilai 

akademik pada saat kuliah; (c) Wawancara dari kepala 

sekolah, fokusnya pada visi guru BK di sekolah termasuk 

pengalaman yang lain. 

Guru BK PNS ada 3, GTT ada 3 dan sudah memenuhi 

kriteria tersebut, dan saya lihat sejauh ini mereka sudah bisa 
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melakukan pekerjaan dengan baik. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Kalau khusus untuk BK tidak ada, tapi include ke anggaran 

yang lain misalkan untuk pembinaan kesiswaan ya 

anggarannya di kesiswaan. Kecuali sarpras, misalkan 

revitalisasi ruang BK, untuk membeli papan tulis, itu ada. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam untuk BK masuk 

kelas? 

 

 

 

Masuk kelas 1 jam per minggu untuk berinteraksi di dalam 

kelas. Ini merupakan contoh inovasi dari kebijakan nasional 

yang dikembangkan sendiri oleh sekolah. Alurnya yaitu ide 

berasal dari kepala sekolah yang memandang hal ini sangat 

penting, kemudian mendapatkan respon positif dari 

berbagai pihak. Hal ini berdasarkan pertimbangan 

kebutuhan. Pertimbangannya adalah: (a) Bagaimana 

mungkin anak bisa mengerti program BK, BK bisa menjadi 

sahabat siswa, dan teman curhat siswa kalau siswa tidak 

tahu siapa itu BK, tidak tahu tentang BK; (b) Setelah 

diadakan evaluasi dengan guru, ternyata guru2 BK lebih 

merasa nyaman dan senang apabila ada interaksi di dalam 

kelas. 

15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

 

Kewenangan kepala sekolah, tetapi juga minta pendapat 

dari wakil kepala sekolah (WAKA) dan guru BK, tapi yang 

memutuskan kepala sekolah. Pengamatan sehari-hari juga 

menjadi bahan pertimbangan 

16. 
Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

 

Selama kegiatan itu realistis, dan memberi banyak manfaat, 

kegiatan itu sangat inofatif, saya sangat memberikan 

perhatian yang intens dan allout selama untuk membangun 

karakter anak. Anak yang akan mengikuti kegiatan yang 

berkaitan dengan pengembangan karakter itu sangat 

diberikan kemudahan, conth mengikuti lomba2. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

Selalu diadakan koordinasi, karena kalau tidak dioordinasi 

ya nanti tidak mendapat ijin dari kepala sekolah. 

Dikoordinasi juga bertujuan supaya mendapat support, 

support anggaran, support waktu, dan sebagainya 
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siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

 

Setiap satu bulan diadakan cek dan ricek. Ada supervisi 

yang temporer dan berkelanjutan. Bisa yang terjadwal dan 

spontanitas. Supervisi administrasi satlan, program tahunan, 

semesteran, bulanan, mingguan dan semua perangkat 

layanan 

19. 

Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak/Ibu agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Sudah tidak dianggap, sudah ada pandangan positif 

mengenai BK. Terbukti dengan suasana yang akrab antara 

guru BK dengan siswa. Upaya agar tidak menjadikan guru 

BK sebagai polisi sekolah: (a) Guru Bk diberi tugas 

tambahan untuk melayani anak2 yang berkebutuhan, 

khususnya kebutuhan ekonomi. Sehingga anak2 yang 

kurang mampu itu memang guru BK sangat memberikan 

perhatian sehingga dengan cara2 seperti itu anak2 menjadi 

merasa terlayani sehingga tidak  menganggap bahwa BK itu 

adalah polisi; (b) Untuk pemberian skor tidak dilakukan 

oleh guru BK, BK hanya bagian dari sistem, guru mapel ya 

bisa memberikan sanksi, bahkan TU pun bisa melakukan. 

Guru Bk dilibatkan dalam penskoran tapi bukan urusan 

skor menskor, guru BK ditekankan untuk memberikan 

penjelasan dan pemahaman pada siswa mengapa dia di 

skor, jadi bukan pada proses penskorannya, supaya anak 

menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi di 

masa yang akan datang. 

20. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Perguruan tinggi, tes psikologi, pemberian motivasi dari 

lembaga Bimbel, mempersiapkan anak2 UN dibantu 

lembaga2 terkait. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 25 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Nur Samsudin, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Karangreja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Karangreja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Jadi setiap ada permasalahan prosedurnya nanti BK itu 

sebagai pintu akhir dalam bimbingan siswa. Jadi dia 

mendampingi siswa bagaimana bisa mengatasi masalahnya. 

Kalau itu berupa pelanggaran itu prosedurnya dari siswa ke 

guru atau guru piket kemudian ke STP2K, baru setelah itu 

pembinaannya di BK. BK hanya diberikan tugas untuk 

pendampingan dan pembinaan siswa. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Untuk tahun ini kami mulai menempatkan BK sesuai 

porsinya. Kami melihat BK sebelumnya disini ikut dalam 

pemoinan siswa termasuk didalamnya dalam penentuan 

siswa yang dikeluarkan. Tapi untuk tahun ini BK sudah 

tidak demikian.  

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

Kami memberdayakan guru BK melalui MGBK, kemudian 

merekomendasikan guru BK untuk lebih dekat dengan guru 

BK sekolah lain yang lebih tertata, kami minta untuk 



 

 
 

222 

kebijakan? mengacu kesana. 

4. 
Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Langkahnya yang pertama kami sosialisasikan kepada 

seluruh waka. Kemudian kami pertemukan antara STP2K, 

waka kesiswaan dan BK, kami jelaskan job deskripsi antara 

STP2K dengan BK itu berbeda, sehingga STP2K itu tidak 

lagi menggandeng BK untuk menentukan poin pelanggaran 

siswa, BK itu lebih ke pendampingan. 

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Iya, biasanya kami ke waka, wali kelas dengan STP2K. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Di SK sudah dibatasi bahwa BK tidak memberikan poin. 

Sedangkan di program baru berupa draf, tapi BK sudah 

masuk dalam perencanaan untuk memperkuat posisi BK di 

sekolah. Rencananya draf itu disahkan paling lamvat 

sebelum semester ini. Target kami 3 tahun lah, BK bisa baik 

dan eksis. 

7. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Iya, jadi acuannya kebijakan nasional BK, itu kita adopsi 

kemudian kita kembangkan sendiri disini. 

8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Kalau kami melihat baru sekitar 40 %. Karena kebiasaan 

yang sudah lama itu masih terbawa. Ya memang harus ada 

komitmen dari kepala sekolah untuk betul-betul 

memandirikan BK tidak nyampur dengan STP2K.  

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Dilihat dari ideal kinerja BK. Dari beberapa permasalahan 

yang terjadi masih agak sering itu kadang ketika membahas 

keterlambatan siswa itu berkaitan dengan pelanggaran. Nah 

ini kan BK seharusnya tidak boleh seperti itu. Cara yang 

lain itu dilihat dari keberhasilan bimbingan. Dalam 
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pemantauan pelanggaran siswa itu masih banyak nasehat. 

Selain itu 40 % itu dilihat dari 6 orang guru BK itu yang 

betul-betul jalan baru 2 orang. Karena yang 3 itu adalah 

guru mapel yang merangkap BK. karena kurang 

kompetensinya sehingga pembimbingannya kurang 

maksimal. Dan yang 1 lagi baru masuk disini belum ada 1 

bulan jadi belum terlihat kinerjanya. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ada pertemuan berkala dan kadang insidental. Pertemuan 

insidental itu biasanya kami dilakukan setelah kami pantau 

melalui adanya keterlambatan siswa yang mencolok, 

kemudian kami cek ke BK sejauh ini bagaimana 

penanganannya. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas masih agak minim, kami baru ada ruang BK, tetapi 

belum ada ruang konsultasi. Kemudian di dalamnya masih 

ada ruang UKS. 

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Yang pertama adalah guru yang berlatar belakang 

pendidikan BK, yang kedua adalah mengutamakan alumni 

karena kepeduliannya lebih ada. Sementara BK hanya satu 

yang sudah PNS. Yang lalu guru yang kurang jam itu 

nambah jadi BK, ini kami lihat kompetensi 

pendampingannya yang kurang karena memang bukan dari 

BK. untuk selanjutnya kami menghendaki untuk guru 

mapel ditarik kembali tidak jadi BK, dan mengadakan 

rekruitment untuk guru BK. 

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Masuk ke anggaran secara umum. Kalau anggaran sarana 

kami juga mengacu ke perancanaan anggaran secara umum. 

Jadi tidak ada anggaran khusus untuk BK. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

BK kita fasilitasi untuk bimbingan kelas klasikal itu satu 

jam per minggu untuk semua kelas masuk. Karena 

permintaan dari guru melalui MGBK. 
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15. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Masih ditunjuk oleh sekolah karena beliau satu-satunya 

yang sudah PNS. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Kemudahan yang saya berikan itu : (a) BK diberi akses data 

siswa tentang kehadiran dan poinnya sehingga BK tahu 

update data siswa yang diampu; (b) BK diberi kebebasan 

kalau home visit sehari off tidak masuk sekolah dan bisa 

melakukan homevisit kapan saja dan ada dananya; (c) selalu 

mendorong informasi yang keluar kepada siswa itu sudah 

dikoordinasikan; (d) Perijinan MGBK sangat saya 

mudahkan. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

BK sendiri dengan kesiswaan. Minimal dengan kesiswaan 

untuk memberikan data siswa. Kepala sekolah masuk 

koordinasi secara berkala. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ? Bagaimana 

prosedurnya? 

1 semester sekali. Prosedurnya yaitu dijadwalkan terlebih 

dahulu, kemudian diberitahu kisi-kisi yang harus disiapkan 

apa saja dan bidang yang akan disupervisi apa saja, setelah 

itu baru pelaksanaan supervisinya, dan diakhiri dengan 

diskusi dan follow up. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Tidak, saya melarang guru BK untuk memarahi siswa. 

Kesadaran siswa juga sudah sedikit mulai muncul untuk ke 

BK, tetapi masih banyak siswa yang malu untuk 

berkonsultasi. Anggapan guru mapel lain masih ada 

beberapa guru yang menganggap guru BK tidak ada 

kerjaannya. 
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20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Kepada siswa melalui wali kelas dan BK itu sendiri, bahwa 

BK bukan tempat orang bermasalah tetapi tempat orang 

yang ingin berhasil. Kepada guru menjelaskan bahwa BK 

itu bidangnya bimbingan dan pendampingan, sedangkan 

kepada orang tua sosialisasi pada saat orang tua ada di 

sekolah atau ketika homevisit. 

21. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Biasanya tes psikologi dengan lembaga psikodata, dari 

kampus untuk sosialisasi perguruan tinggi, lembaga bimbel 

untuk persiapan ujian. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 19 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Joko Mulyanto, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Rembang 

Alamat sekolah : Jl. Monumen Jend. Soedirman 

 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Ide dan bisa dari mana saja termasuk  kepala sekolah, 

setelah itu dibahas pada review KTSP. Jadi hal ikhwal yang 

terkait dengan pengelolaan di sekolah khususnya 

pembelajaran diatur semuanya dalam KTSP. KTSP kan 

prosedurnya mereview yang lalu, jadi istilahnya tambal 

sulam. Setelah selesai direview kemudian ditegaskan dan di 

sosialisasikan kepada guru-guru. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Lebih kepada substansi dan disesuaikan dengan kurikulum 

serta kesesuaian jam.  

3. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

Ya yang jelas guru, anak-anak, dan komite yang jadi mitra 

sekolah dari masyarakat. Ya semua stakeholder sekolah. 



 

 
 

227 

siapa saja? 

4. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Masuk kedalam program sekolah. Babonnya di KTSP itu. 

Imlpementasi lebih detailnya ya mereka guru BK. Ada 

koordinatornya disana, mereka yang menjabarkan langkah 

sendiri. Kalo kebijakan umum memang dari atas tapi untuk 

pelaksanaanya di jabarkan sendiri. 

5. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kalo nasional itu kan hanya secara global saja. Artinya di 

sekolah harus ada pengembangan diri. Pengembangan diri 

itu kan bisa melalui BK bisa juga lewat ekstrakurikuler. 

Frame besarnya dari sana, dari Jakarta, tetapi di 

kembangkan sendiri oleh sekolah. Formulasi BK mau 

seperti apa ya disini, termasuk cara menyajikan 

bimbingannya seperti apa, ada yang mau masuk kelas apa 

engga, dilakukan secara periodik atau tidak. 

6. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

 

Baik, cukup signifikan kalau saya menilai. Terbukti dari 

contohnya jumlah siswa yang melanjutkan ke perguruan 

tinggi. Untuk ukuran sekolah pinggiran seperti Rembang ini 

yang melanjutkan ke perguruan tinggi lebih dari 60 % itu 

sudah cukup bagus. 

7. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Variabelnya kan banyak, contohnya kelulusan bertambah, 

yang melanjutkan perguruan tinggi semakin banyak, 

prestasi anak-anak meningkat, permasalahan siswa 

membaik. Khusus kelas XI ekstrakurikuler disisipi 

pengembangan diri. 

8. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai ? 

Ya paling-paling evaluasi dilakukan secara intern, yaitu 

dikomunikasikan dengan guru BK. 

9. Apakah di sekolah ini 

disediakan fasilitas untuk 

BK seperti ruang BK, dll ? 

Selalu kita kembangkan dan berusaha dicukupi. Ada TV, 

LCD proyektor, komputer, dll. 

10. Bagaimana prosedur Kebetulan kan empat-empatnya sudah PNS. Ya 
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pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

pengangkatannya pemerintah, kalo mapel yang lain kan 

masih ada yang kurang gurunya jadi mengundang guru 

tambahan. Tapi untuk BK empat sudah cukup. Insyaallah 

sudah berkompeten, kalaupun ada kekurangan ya namanya 

manusia tidak ada yang sempurna tapi kalo untuk tugas 

pokok sudah berjalan, selalu kita motivasi dan diingatkan 

kepada target. 

11. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Dalam APBS dianggarkan, dari komite. Tergantung 

permintaan karena itu sifatnya tinggal menambahi dari 

fasilitas yang telah ada.  

12. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak semua masuk kelas. Untuk kelas XII diusahakan 

masuk kelas karena untuk pembimbingan karir, informasi 

perguruan tinggi, arahan anak-anak yang terbaik untuk 

kemana. Kelas X diupayakan masuk kelas karena sasaran 

yang ingin dicapai adalah untuk penyesuaian dan terkait 

dengan arahan tentang pembelajaran di SMA. Sedangkan 

untuk kelas XI difokuskan ke ekstrakurikuler, ada ekstra 

wajib dan pilihan. Karena pengembangan diri bisa 

dilakukan melalui eksta\ra, tidak harus BK. sebenarnya 

inginnya kelas XI juga masuk kelas, cuma tidak kebagian. 

13. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

 

Biasanya diusulkan dari guru BK dan disampaikan ke saya. 

Secara periodik kan diganti. Sebenarnya kan yang paling 

senior, tapi mereka menginginkan gantian. Jadi diusulkan 

dari mereka, saya yang memutuskan. 

14. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Banyak, suport psikologis jelas ada, kemudian support 

material juga ada. Misalnya ada undangan pelatihan ya kita 

kirim. Ya kita fasilitasi, selama guru yang bersangkutan 

tidak sedang bertugas. 

15. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

Secara periodik. Kalau terjadwal itu kan setahun dua kali, 

satu semester sekali. Tapi untuk tahun kemarin satu tahun 

hanya satu kali. Supervisinya meliputi supervisi 
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program BK ?  administratif BK.  

16. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Sepanjang pengamatan saya tidak. BK menempatkan 

dirinya bukan sebagai polisi terapi diupayakan sebagai 

teman dan orang yang dipercaya oleh anak-anak. Kaitannya 

dengan sanksi itu yang memberikan STP2K dibawah 

koordinasi kesiswaan. BK pendekatannya bukan ke 

pemberian sanksi itu, BK hanya memantau dan melihat 

kalau ada siswa yang terlihat punya masalah. Tergantung 

pada jadwal piket, kalau pas guru BK yang piket ya tetap 

memberi sanksi, tapi itu dibawah kesiswaan, bukan atas 

nama BK. Kalo yang masalah guru menganggap begitu ya 

relatif lah, orang yang tidak paham akan ke BK an ya bisa 

menganggap seperti itu. Yang dia lihat itu kan guru BK 

tidak mengajar. Ya mungkin ada yang masih beranggapan 

begitu, tapi yang tidak ya lebih banyak. Bagi saya tidak 

masalah yang penting kerjaan selesai dan target tercapai. 

17. Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Kalo kepada siswa si kita sampaikan terutama pada saat 

MOS itu disampaikan peranan BK. tapi kalo untuk guru 

secara tidak formal disinggung pada saat rapat. 

18. Apakah diadakan 

kerjasama dengan instansi 

lain yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BK ? 

Diadakan kerjasama dengan lembaga psikologi dan tes 

peminatan terutama untuk siswa kelas X. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Anjar Suanto, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kejobong 

Alamat sekolah : Jl. Raya Gumiwang Kejobong 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Kami menempatkan BK itu bukan sebagai polisi sekolah. 

Selama ini kan anak kalau ketemu BK sangat takut, maka 

kami menempatkan BK adalah yang membantu siswa dan 

penasehat siswa. Saya meminta kepada guru BK untuk 

mengetahui peta permasalahan siswa setiap kelas. 

Harapannya dengan mengetahui petasiswa, jadi guru BK 

bisa mengambil tindakan bilamana ada permasalahan siswa. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Saya meminta kepada guru BK agar menjadi orang yang 

pertama dan terakhir yang berada di sekolah, jadi guru BK 

tau permasalahan siswa dari awal sampai akhir.  

3. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

Saya brefing kan di rapat dengan guru-guru lain. Ya tidak 

hanya guru BK lah yang saya suruh berangkat awal, semua 

guru saya harapkan datang lebih awal dan pulang lebih 

akhir. Yang utama ya guru BK. 
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langkah yang ditempuh ?  Kadang terjadi benturan antara kesiswaan yaitu satgas 

ketertiban. Jadi setiap pagi itu ada piket untuk mengawasi 

anak yang tidak sesuai dengan peraturan, misalnya sepatu, 

seragam, dsb. Hal ini otomatis akan diberi sanksi oleh 

kesiswaan. Padahal tugas guru BK itu membela siswa, jadi 

kalau BK tidak tahu betul tugasnya ia tidak tahu apa yang 

harus dilaukan. 

4. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Ya dilakukan dengan guru-guru lain. 

5. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Setiap guru BK harus mempunyai program BK, seperti 

satuan layanan. Itu harus tercakup keseluruhannya itu harus 

seperti apa. Jadi program BK itu merupakan bagian dari 

program sekolah. Di program sekolah sudah ada, tetapi 

tidak detail, detailnya di program BK itu sendiri. Sekolah 

hanya membuat program sekolah tataran kebijakan, 

implementasinya dalam program pada masing-masing guru. 

Sekolah hanya globalnya saja. 

6. Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kadangkala jujur saja, kembali kepada motivasi dan 

mentalitas guru. Kadangkala guru hanya membreak down, 

mengadaptasi. Malah kadangkala tidak melihat kondisi 

lingkungan. Yang pyur membuat sendiri dan dipadukan 

dengan kondisi setempat jarang ada. 

7. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Kalau disangkutkan dengan kondisi riil disini, ada sampai 

tindakan kami mengeluarkan siswa. Ketika proses 

pembimbingan guru BK sampai ke peringatan pertama 

kedua dan ketiga tidak diindahkan oleh siswa, sehingga 

nanti guru BK mengajukan kepada kepala sekolah secara 

tertulis nanti kita bahas dengan guru BK dan wali kelas dan 

waka yang terkait. Maka proses berikutnya dikembalikan 
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orang tua. 

8. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Kami lihat dari kontrol kehadiran siswa saja, itu kan 

sebagian tugas dari BK untuk memotivasi anak belajar. 

Memantau dari keterlambatan siswa itu juga merupakan 

salah satu cara mengidentifikasi. Kenaikan nilai karena 

mendapat motivasi dari guru BK. 

9. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Evaluasi ke wali kelas. Harusnya wali kelas lebih tau 

permasalahan siswa dari BK, karena wali kelas sebagai 

tempat curahan hati siswa. Wali kelas yang berhasil bisa 

menjadi orang tua siswa di sekolah. Kalau siswa ada 

permasalahan, itu larinya ke wali kelas, bukan ke BK. BK 

itu nanti kalau permasalahannya tidak bisa diatasi oleh wali 

kelas, setelah itu dikoordinasi dengan BK. wali kelas 

sebagai jembatan antara siswa dengan BK. 

10. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Kalau ruang tersendiri sudah ada. Ada ruang konsultasi, 

ruang tamu, ruang bimbingan kelompok, komputer. 

11. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru 

pembimbing yang 

berkompeten dan 

profesional? 

 

Dulu kami punya 3 guru BK, 2 PNS dan 1 GTT. Karena 

seiring berjalannya waktu harus ada sertifikasi guru maka 

guru harus minimal mengajar 24 jam, untuk BK 150 siswa. 

Kalau dibagi untuk 3 guru siswa disini tidak cukup, 

sehingga yang satu dipindah ke sekolah lain. Basic dari 

kedua guru BK nya bukan dari jurusan BK yaitu dari 

psikologi. Karena kedua guru tersebut PNS, dan PNS itu 

kebijakan dari pemerintah, yang melakukan seleksi itu dari 

pemerintah, syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi guru 

BK mereka yang menetapkan. Saya belum puas melihat 

kinerja mereka, belum sesuai dengan keinginan sekolah. 

Mungkin karena dulu tidak diajari ke paedagogikan, karena 

kita ini di dunia kependidikan, sedangkan mereka tidak dari 

kependidikan. 
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12. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Kami tidak menganggarkan, karena mereka butuh kertas ya 

tinggal mengambil. Karena kami setiap tahun 

menganggarkan hanya untuk kebutuhan semuanya, jadi 

misalnya kertas itu untuk semua guru. Cuma kami setiap 

tahun dilakukan koordinasi dengan waka sarpras, hal-hal 

apa yang dibutuhkan oleh guru. Nah nanti yang dibutuhkan 

itu dimasukkan dalam RAPBS. Jadi apa yang dianggarkan 

di RAPBS itu berdasarkan apa yang diusulkan oleh-guru-

guru. 

13. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

1 jam masuk kelas perminggu. 

14. Bagaimana prosedur 

penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

Senioritas, yang telah lebih dulu berada disini. Belum 

pernah ada pergantian karena hanya ada 2 guru. 

15. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Kalau saya selalu minta berinovasilah sepanjang tidak 

melanggar aturan. Kalau itu sudah diprogramkan ya 

jalankan. Dikomunikasikan jika ada kesulitan, bisa kepada 

waka maupun kepala sekolah. 

16. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

 

Koordinasi dilakukan dengan TU, guru BK, dan kurikulum. 

Selain itu juga guru BK berkoordinasi dengan orang tua 

siswa, biasanya dalam hal menyampaikan informasi 

perguruan tinggi dan informasi tentang UN. 

17. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Tidak mesti saya, memang seharusnya kan satu semester 

sekali. Paling saya hanya minta perangkat BK nya, hal-hal 

apa saja yang sudah dibuat. Saya hanya mensupervisi 

administrasinya karena BK tidak mengajar. 

18. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Tidak dianggap sebagai polisi sekolah. Buktinya anak 

banyak datang ke ruang BK. Anggapan guru lain yang 

menganggap bahwa BK tidak ada kerjaannya itu kembali 
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Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

pada mentalitas masing-masing guru BK. Adanya omongan 

seperti itu karena perilaku gurunya. Bisanya terjadi begitu 

karena tidak ada action apapun dari guru BK nya. Jadi sah-

sah saja kalau guru lain menganggap demikian. Kalau guru 

BK menunjukkan kinerjanya maka tidak akan ada omongan 

demikian. Saya masih bisa memaklumi kala masih ada 

omongan seperti itu. 

19. Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Sering melakukan sosialisasi pada saat brefing. Kepada 

siswa pada saat upacara maupun di kelas, bahwa guru BK 

itu pendamping, penasehat dan pembela siswa.  

20. Apakah Bapak 

mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

Kalau kami kerjasama biasanya dengan lembaga psikodata 

Jogja untuk melakukan tes potensi akademik siswa. Lalu 

untuk tingkat kenakalan anak yang mengkhawatirkan ya 

kami koordinasi dengan kepolisian. 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BKnya 

Sasaran   : Kepala sekolah 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 16 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah 

Nama Responden : Purwito, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kemangkon 

Alamat sekolah : Jl. Raya Panican Kemangkon 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur 

penempatan permasalahan 

BK pada agenda sekolah? 

 

Ya itu si memang masuk dalam agenda program kerja 

sekolah untuk program bimbingan dan konseling karena 

sekolah ngopeni siswa kan permasalahan yang paling utama 

itu berada di siswa, sehingga permasalahan terkait dengan 

itu nanti masuk ke dalam program sekolah walaupun 

penanganannya nanti di BK. 

2. Bagaimana cara 

merumuskan alternatif 

kebijakan untuk mengatasi 

masalah? 

Jadi nanti prosedur untuk program itu kita kan di akhir 

tahun akan ada evaluasi (termasuk program BK), kemudian 

dari evaluasi itu akan muncul rekomendasi. Rekomendasi 

itu termasuk didalamnya yang perlu perbaikan, semua 

bidang nanti masuk ke program sekolah. 

3. Strategi apa yang 

digunakan dalam 

mengadopsi alternatif 

kebijakan? 

Alurnya nanti dari guru BK, jadi guru BK dengan segala 

permasalahannya nanti akan terakumulasi menjadi program 

sekolah. Jadi ada proses pengusulan yang berawal dari guru 

BK, yang paling tahu tentang ke BK-an, nanti diserap 
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kedalam program sekolah. Karena bagian yang paling 

memahami itu kan tetap dari yang bersangkutan, atau 

istilahnya itu buttom up. Bagusnya kan semacam itu, ya kita 

kolaborasi kadang buttom up, kadang top down, tergantung 

kepentingannya seperti apa. Tapi yang jelas kita 

mengadopsi dari guru BK itu sendiri, sehingga kebutuhan-

kebutuhan itu lebih riil daripada sekedar arah kebijakan. 

4. Untuk mewujukan dan 

merealisasikan keputusan 

yang telah menjadi 

kebijakan, apa saja 

langkah yang ditempuh ?  

Prosesnya sampai munculnya sebuah kebijakan kan itu bisa 

dari bawah, pengusulan dsb. Tapi ketika sudah diketok 

palu, itu sudah menjadi keputusan dari atas. Ini sebuah 

proses saja, proses demokrasi lah.  

5. Apakah selalu diadakan 

pengkomunikasian 

kebijakan dengan pihak-

pihak terkait ? Biasanya 

siapa saja? 

Secara formalnya melalui rapat guru untuk review KTSP. 

Dengan wali kelas, staf guru. Sedangkan secara informal 

dilakukan ketika terjadi suatu permasalahan. Jadi kalau 

untuk sosialisasinya ya pada saat workshop diputuskan 

review KTSP. Kita komunikasikan dengan semua guru, 

wali kelas, termasuk didalamnya guru BK, sehingga 

memang harus muncul kesepakatan,  sebuah kebijakan 

diambil itu sudah mengikat semuanya dan semuanya harus 

patuh dan mendukung itu. 

6. Bagaimana kebijakan 

diimplementasikan dalam 

bentuk program sekolah ? 

Untuk sementara ini, masuk ke dalam program sekolah 

tetapi belum semuanya tertuliskan. Saya sebut belum 

optimal karena harus lebih dilengkapi dalam bentuk yang 

tertulis.  

7. 

Apakah di sekolah ini 

mengimplementasikan 

kebijakan turunan dari 

kebijakan pendidikan 

nasional? 

Kalo dari prosedur kita ikut dari pusat termasuk dalam 

pengadministrasian. Terkait dengan aturan kita tetap 

mengikuti dari sana. Itu kan kebijakan hanya untuk 

aplikasinya. Jadi prinsip kalo hal-hal yang diatur, standart 

proses dan standart nasional pendidikan itu tetap ikut 

kesana, hanya soal pelaksanaannya saja yang kita 

kembangkan sendiri. 
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8. Bagaimana keberhasilan 

ketercapaian tujuan 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan ? 

Sejauh ini yang jelas anak sudah tidak menganggap sebagai 

polisi sekolah, hanya kalau terkait dengan person itu kan 

memang sifat, misalnya guru BK wataknya kok seperti itu, 

itu kan soal sifat person. tetapi kalau itu soal sifat, itu kan 

tidak terkait langsung dengan kebijakan. Paling ya kita 

komunikasi personal antara kepala sekolah dengan guru 

BK.  

9. Bagaimana cara 

mengidentifikasi tingkat 

keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan 

sasaran? 

Pertama, penilaian langsung, saya tanya ke siswa secara 

lisan kadang di kelas atau kadang pas sedang santai, 

dikantin. Atau kadang tertulis ketika dikelas saya suruh tulis 

dikertas komentar siswa. Selain itu yang kedua yaitu 

pengamatan dari teman-teman guru. 

10. Apakah selalu diadakan 

evaluasi dan dipelajari 

pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah dicapai? 

Ya diadakan dengan guru BK dan dikomunikasikan, apakah 

bisa berjalan dengan kondisi begini. 

11. Apakah di sekolah ini 

disediakan ruang BK, 

seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Masih kurang representatif, karena kondisi jadi belum 

optimal. Ruangnya baru adanya segitu.  

12. Bagaimana prosedur 

pengangkatan / 

pememilihan guru BK 

yang berkompeten dan 

profesional? 

Karena keduanya PNS ya otomatis mengikuti prosedur dari 

pusat.  

13. Apakah disediakan alokasi 

khusus anggaran dana 

untuk BK ? Dari mana 

anggaran dananya? 

Masuk anggaran sekolah, contoh yang tahun ini adalah 

pengadaan kursi tamu. Tahun ini dianggarkan untuk BK. 

14. Apakah di sekolah ini ada 

jam BK masuk kelas? 

Tidak semua ada jam masuk kelas, karena kondisi, terutama 

kelas XII yang dipadatkan untuk materi UN.  

15. Bagaimana prosedur Kepala sekolah berunding dengan waka dan guru BK untuk 
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penetapan koordinator BK 

yang bertanggung jawab? 

menentukan siapa yang menjadi koordinator. Dilihat juga 

dari senioritas. 

16. Kemudahan apa saja yang 

Bapak/Ibu berikan bagi 

terlaksananya program BK 

di sekolah ? 

Saya berikan kemudahan dalam hal waktu, saya beri 

keleluasaan waktu untuk melaksanakan program. Dalam hal 

ijin, misalnya mau diadakan tes psikologi juga saya beri 

kemudahan. Untuk dana ketika BK ada pelatihan, 

workshop, seminar itu saya berikan anggaran dana. 

17. Apakah dilakukan 

koordinasi mengenai 

segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan 

siapa saja koordinasi 

biasanya dilakukan ? 

Dengan waka kurikulum, guru BK dan berbagai pihak yang 

terkait. 

18. Apakah Bapak/Ibu 

melakukan supervisi 

terhadap pelaksanaan 

program BK ?  

Satu semester sekal. Biasanya supervisi administrasi, 

dengan pengamatan monitoring dan menanyakan kepada 

guru BK. Belum optimal saya rasa supervisinya. 

19. Apakah di sekolah ini BK 

masih dianggap sebagai 

polisi sekolah oleh siswa ? 

Apa upaya Bapak agar 

tidak menjadikan guru BK 

sebagai polisi sekolah ? 

Dan apakah masih ada 

anggapan dari guru mapel 

lain yang menganggap BK 

tidak ada kerjaannya? 

Kesan BK sebagai polisi sekolah di siswa sudah sangat 

minim. 

Guru yang menganggap seperti itu  masih ada tapi 

prosentasenya tidak banyak dan ini disosialisasikan biar 

semua tahu bahwa semua ada standartnya.  

20. 

 

Bagaimana upaya Bapak 

memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, 

dan orangtua/ masyarakat? 

Kalau saya sosialisasi yang jelas, sosialisasi itu barang yang 

maha penting, karena apabila sosialisasinya lemah, 

komunikasinya terputus dan terbatas, biasanya muncul miss 

komunikasi. 

21. Apakah Bapak Yayasan Bina psikodata, BNN, dengan polsek dan koramil 
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mengadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang 

terkait dengan pelaksanaan 

kegiatan BK ? 

untuk sosialisasi ketertiban lalu lintas.  
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 22 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dra. Waode Husniah 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bukateja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Purwandaru Bukateja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Kebijakannya sama dengan yang diatur oleh 

pemerintah pusat. Karena kepala sekolah dari 

BK, jadi beliau sangat memperhatikan BK. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas BK sudah cukup memadai. Sudah ada 

ruang konseling kelompok sendiri, konseling 

individu, ruang tamu. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 6 guru BK termasuk kepala sekolah. Yang 1 

dari psikologi, dan yang 5 dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana masuk ke RAPBS. Biasanya 

guru mengusulkan apa saja yang dibutuhka, 

kemudian diajukan ke sekolah. Contoh untuk 

home visit dianggarkan Rp. 20.000,- 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Semua guru masuk kelas. 

6. Bagaimana prosedur penetapan Musyawarah dengan guru BK, siapa yang akan 
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koordinator BK yang bertanggung 

jawab? 

ditetapkan menjadi koordinator, baru setelah itu 

diputuskan oleh kepala sekolah. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Sangat memberi kemudahan karena kepala 

sekolah sudah memahami tugas dan fungsi BK. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program selalu dilakukan guru BK 

dengan kepala sekolah. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi dilakukan 1 semester sekali. Supervisi 

meliputi supervisi administrasi dan supervisi 

layanan dengan dilihat masuk kelas. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Anggapan sebagai polisi sekolah sudah tidak 

ada, siswa juga kalau punya masalah larinya ke 

BK. guru BK tidak memberi poin kepada siswa. 

Untuk anggapan guru mapel lain, sudah jarang 

guru yang beranggapan BK tidak ada 

kerjaannya. Kita sering berangkat lebih pagi dan 

pulang paling sore. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Mensosialisasikan kepada guru pada saat rapat, 

dengan masyarakat pada saat pertemuan orang 

tua siswa, sedangkan dengan siswa pada saat 

layanan dan pada waktu kelas X pertama kali 

masuk. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan perguruan tinggi, lembaga psikodata, 

kepolisian. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dra. Agustin Purnama 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. MT. Haryono No.19 Purbalingga 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Tiap tahun ada pembagian tugas mengajar guru. 

Guru BK mengampu 150 siswa yang setara 

dengan 24 jam mengajar. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruang BK sekarang dalam tahap renovasi total, 

nanti hasilnya akan bagus. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Terdapat 4 guru BK dimana satu diantaranya 

berpendidikan administrasi perkantoran, dan 

yang  3 dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana ada dalam RAPBS, contohnya 

untuk pembangunan ruang BK yang sekarang 

sedang berlangsung. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Tidak ada. Dasarnya karena dalam struktur 

kurikulum tidak diharuskan masuk kelas. 

Padahal sebenarnya kita juga membutuhkan. 
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6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Biasanya musyawarah dengan kepala sekolah 

juga. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah memberikan kemudahan untuk 

BK dengan melengkapi fasilitas, ada yang 

kurang apa selalu dipenuhi. Tetapi kurang 

memberikan kemudahan dalam hal pemberian 

jam masuk kelas. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program dilakukan dengan pihak 

yang terkait dengan program. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi yang dilakukan adalah supervisi 

administrasi biasanya per semester.  

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Sudah tidak menganggap sebagai polisi sekolah 

karena BK tidak diberi tugas untuk menghukum. 

Siswa disini juga merupakan siswa yang pintar 

sehingga masalah yang muncul masih dalam 

taraf yang sangat normal, karena ini merupakan 

sekolah unggulan. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Sosialisasi ketika rapat dengan guru.  

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan motivator, kepolisian, perguruan tinggi, 

lembaga psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 24 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dra. Ari Mudiyati 

Nama sekolah  : SMA Negeri 2 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. Pucung Rumbak  Bancar 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Program BK diimplementasikan ke dalam 

program sekolah 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Iya diberikan ruang, dan nanti katanya mau 

diperluas lagi rencananya. Sementara ini fasilitas 

yang diberikan untuk BK sudah cukup bagus ya, 

di SMA Negeri 2 Purbalingga ini ruang BK nya 

termasuk lengkap dan bagus dibandingkan 

dengan sekolah lain ada yang masih belum 

seperti ini. Disini ada ruang bimbingan 

kelompoknya sendiri, ruang konseling 

perorangan juga sendiri, ada ruang tamu juga. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Tidak, yang dari BK hanya satu yaitu Bu Asih, 

Sedangkan Bu Lutfi itu D3 Ketrampilan tetapi 

S1 mengambil BK. Kalau saya, S1 Ketrampilan 
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juga. Kenapa saya bisa menjadi guru BK, itu 

dulu ceritanya mata pelajaran ketrampilan 

dihapuskan, dan guru-guru ketrampilan alih 

fungsi disuruh untuk memilih sendiri mau 

masuk menjadi guru apa. Saya memutuskan 

untuk menjadi guru BK, setelah itu mendapatkan 

pelatihan BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Disediakan dana khusus untuk BK. biasanya 

untuk membeli buku, membuat papan 

bimbingan, baru-baru ini juga dibelikan kipas 

angin, dan korden. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Kelas XI dan XII masuk kelas 1 jam per 

minggu. Sedangkan kelas X tidak ada jam 

masuk kelas, karena kelas X sudah 

menggunakan kurikulum 2013. Semester ini 

tidak masuk kelas, alasan kepala sekolah adalah 

karena belum ada kepastian dari pusat yang 

menyampaikan atau memerintahkan BK masuk 

kelas. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK yang bertanggung 

jawab? 

Koordinator BK gantian setiap 2 tahun sekali. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah sangat memperhatikan untuk 

dibuatkan ruang yang nyaman. Bapak familiar 

dan sangat memberi kemudahan bagi 

terlaksananya program, yang penting ada ijin dan 

alasannya jelas. Bapak sama sekali tidak 

mempersulit. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Iya, koordinasi program dilakukan dengan 

kepala sekolah. 
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9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Sering dilakukan supervisi. Hampir setiap 

minggu. Supervisinya santai, kepala sekolah 

sering ke BK dan kita ngobrol ringan. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Tidak menganggap sebagai polisi sekolah, 

terutama kelas XI dan XII. Untuk kelas X masih 

banyak yang menganggap kalau ke BK itu pasti 

orang yang mempunyai masalah. Mungkin 

karena bawaan dari SMP. Tapi disini kita 

berusaha mengarahkan dan membimbing. 

Kesadaran kelas X masih kurang karena tidak 

ada jam masuk kelas. 

Guru mapel lain masih pada menganggap guru 

BK tidak ada kerjaannya, hanya satu dua orang 

yang tahu kalau BK ada kerjaan administrasi 

banyak. Upayanya dengan menunjukan kinerja 

kita. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Mensosialisasikan kepada guru, siswa dan 

masyarakat tentang peranan BK. apalagi bapak 

kepala sekolah juga orang BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan kepolisian terkait dengan ketertiban lalu 

lintas, dengan perguruan tinggi untuk informasi 

studi lanjut, dengan lembaga psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 28 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dewi Astuti, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Padamara 

Alamat sekolah : Jl. Raya Padamara 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Permasalahan siswa diketahui paling awal oleh 

wali kelas, kalau tida selesai baru ke BK. kepala 

sekolah mengarahkan kalau BK itu mengatasi 

masalah. Tetapi guru BK sudah tidak masuk ke 

dalam tim STP2K. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruangan sudah lumayan memadai, dibandingkan 

dengan ruang yang dulu yang sangat sempit. 

Sekarang sudah lumayan luas dan ada ruang 

konselingnya.  

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 3 guru BK, yang 1 psikologi dan yang 2 

dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ?  

Kalau BK butuh sesuatu diusulkan ke sekolah. 

Biasanya dana berasal dari kesiswaan. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Jam BK tidak ada, karena mengacu pada 

kurikulum 2013. Kami sebenarnya merasa 
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sangat kesulitan tidak bisa berinteraksi langsung 

dengan siswa di kelas. Kesulitan dalam memberi 

materi terutama kelas XII untuk informasi 

perguruan tinggi dan SNMPTN. Guru BK 

sebenarnya sudah siap untuk masuk kelas, tetapi 

tidak ada jam, jadi paling hanya mengambil jam 

kosong. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Dari kepala sekolah yang menetapkan. Dari dulu 

sampai sekarang belum pernah ada pergantian. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah tidak mempersulit, mau 

membantu menangani masalah siswa. Hanya 

yang disayangkan itu kenapa tidak diberi jam 

BK masuk kelas. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan? Dengan siapa 

saja? 

Program hanya diinformasikan dan minta tanda 

tangan ke kepala sekolah. Koordinasi dilakukan 

hanya yang sifatnya insidental dan akan 

dilaksanakan program tertentu, itu baru 

dilakukan koordinasi. 

9. 
Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Biasanya dari dinas, tidak dari kepala sekolah. 

Paling kepala sekolah hanya evaluasi secara 

global. Atau kalau ada kasus yang telah 

ditangani baru dievaluasi. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ? Dan apakah masih 

ada anggapan dari guru mapel lain 

yang menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Tidak sebagai polisi sekolah. Paling hanya kelas 

X karena masih terbawa dari SMA. Siswa 

memaksimalkan manfaat BK. tapi guru BK 

kesulitan karena tidak masuk kelas, dan 

anggapan bahwa BK adalah tempanya orang 

bermasalah itu masih ada. Guru mapel lain juga 

masih menganggap kalau BK tidak ada 

kerjaannya, makan gaji buta, apalagi sekarang 

BK tidak ada jam masuk kelas. 

11. Bagaimana upaya kepala sekolah Kepala sekolah belum begitu memperkenalkan 
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 memperkenalkan peranan BK? peranan BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan lembaga psikodata, lembaga bimbel dan 

kepolisian, RS untuk sosialisasi narkoba, 

perguruan tinggi. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 23 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Feni Martinawati, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kutasari 

Alamat sekolah : Jl. Raya Tobong Kutasari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Masuk ke dalam kurikulum pengembangan diri. BK 

disini juga tidak masuk ke dalam tim STP2K. BK 

hanya melakukan pembinaan dan pengarahan. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas sudah lumayan OK, walaupun ya masih 

berantakan seperti ini, belum ada ruang tamu, tapi 

sudah ada ruang konseling individu dan kelompok. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 3 guru BK, yang 2 PNS dan yang 1 GTT. 

Kebetulan yang 2 PNS itu dari psikologi, dan yang 

GTT dari BK. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana biasanya dari kesiswaan, yang 

khusus untuk BK tidak ada. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Kelas X dan XI diberi kesempatan untuk masuk 

kelas, tetapi untuk kelas XII tidak karena untuk 

pemadatan materi UN. Tapi pembinaan tetap ada 
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diluar KBM. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Koordinator BK sampai sekarang belum ditunjuk 

oleh kepala sekolah. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kepala sekolah sangat mendukung, kalau menurut 

beliau baik ya mendukung. BK sangat dibantu oleh 

kepala sekolah. Bapak kepala sekolah mau 

mendengarkan ketika ada masalah, ya pokoknya 

tidak menghambat program BK. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program dilakukan dari BK dahulu, lalu 

ada kesepakatan bersama baru setelah itu konsultasi 

ke kepala sekolah. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi biasanya dilakukan 1 tahun 2 kali. Tapi 

berhubung bapak kepala sekolah yang sekarang itu 

baru, jadi belum dilakukan supervisi. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Untuk anggapan sebagai polisi sekolah sudah tidak 

ada, karena kita tidak masuk dalam tim STP2K. Tapi 

siswa masih ada yang menganggap bahwa masuk 

BK adalah orang yang bermasalah. Untuk anggapan 

guru mapel lain, sudah jarang guru yang ngomong 

kalau BK tidak ada kerjaannya. BK harus jadi 

partner yang baik bagi guru-guru lain. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Mensosialisasikan kepada guru dengan menyelipkan 

peranan BK pada saat rapat atau brefing. Kalau 

untuk ke siswa belum terlihat, mungkin secara 

personal ata kelompok oleh beliau sendiri. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan perguruan tinggi, biasanya dari alumni yang 

datang kesini menawarkan diri untuk sosialisasi. 

Selain itu juga dengan lembaga psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 26 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Mardiana, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bobotsari 

Alamat sekolah : Jl. Majapura Bobotsari 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

BK tidak untuk menghukum siswa. Semua guru bisa 

memberikan poin kepada siswa ketika mereka 

melihat pelanggaran pada siswa. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruangan BK baru, semenjak kepala sekolah yang 

baru ini. Lebih luas dan ada ruang konseling 

individu dan kelompok tersendiri. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 6 guru BK, yang 2 dari psikologi dan 4 dari 

pendidikan bimbingan dan konseling. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana guru BK mengusulkan ke sekolah 

apa saja yang dibutuhkan oleh BK. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Masuk kelas sudah dari dulu ada dan dipertahankan 

sampai sekarang. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK yang bertanggung 

Koordinator kebetulan sudah pensiun dan sampai 

sekarang belum ditunjuk lagi. 
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jawab? 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kemudahan yang diberikan kepala sekolah antara 

lain diberi fasilitas ruangan yang memadai. Bapak 

kepala sekolah juga sangat welcome dengan BK. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi biasanya per personal antara guru BK 

dengan kepala sekolah sendiri. Sekaligus melakukan 

evaluasi. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi diadakan satu semester sekali. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Sebagian ada yang menganggap BK polisi sekolah 

terutama kelas X. Karena mungkin masih terbawa 

dari SMP. Kesadaran siswa untuk mendatangi BK 

sudah lumayan meningkat. 

Untuk anggapan guru mapel lain masih ada juga 

yang menganggap BK tidak ada kerjaannya, 

terutama guru yang tidak pernah interaksi dengan 

BK, jadi tidak tahu. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Kepada guru ketika brefing, menjelaskan peranan 

BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Perguruan tinggi untuk sosialisasi, lembaga 

psikodata. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 25 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Tety Krisnawati, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Karangreja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Karangreja 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

BK sahabat siswa, BK sebagai pembimbing, yang 

memberi poin tim STP2K. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ruangan masih seadanya, baru rencana mau 

dipindah. Sekarang masih seperti ini, tidak ada 

ruangan konsultasi dan ruang BK masih bergabung 

dengan UKS. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Disini yang PNS hanya ada 1 dari psikologi. Yang 

GTT dari BK ada 2, satu diantaranya masih baru 

beberapa minggu masuk sini. Sedangkan tiga guru 

BK lainnya adalah guru mata pelajaran yang 

merangkap menjadi BK. yaitu guru mata pelajaran 

ekonomi, sejarah dan PKn. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ?  

Anggaran dana masuk ke dalam anggaran 

kesiswaan. 
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5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Ada 1 jam per minggu, baru mulai semester ini, 

tidak tahu untuk semester depan. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Dari kepala sekolah yang menunjuk koordinator. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kemudahan yang diberikan kepala seklah, yaitu 

kemudahan dalam ijin keluar untuk mengikuti 

MGBK. Selain itu kepala sekolah sekarang juga 

lebih memperhatikan BK. Membuat barner juga 

difasilitasi. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan? Dengan siapa 

saja? 

Konsultasi tetap berjalan. Biasanya dengan waka 

kurikulum, kesiswan, wali kelas, kepala sekolah, 

STP2K. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi di awal semester. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ? Dan apakah masih 

ada anggapan dari guru mapel lain 

yang menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Kesadaran siswa untuk memanfaatkan BK sudah 

lumayan membaik. Sekarang siswa sudah bisa lebih 

terbuka dengan bercerita ke guru BK. permasalahan 

siswa juga sudah bisa ditekan. 

Sudah jarang guru mapel yang masih pada 

menganggap kalau BK tidak ada kerjaannya. Guru 

sudah menyadari tugas pokok masing-masing. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK? 

Kepada siswa kadang menyelipkan ketika 

pembinaan di upacara. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Lembaga psikodata, lembaga bimbel, kepolisian. 
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HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 19 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Dwi Sumarno, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Rembang 

Alamat sekolah : Jl. Monumen Jend. Soedirman 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Kebijakan langsung diputuskan dari kepala 

sekolah, contohnya tidak ada jam BK masuk 

kelas. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas sudah cukup baik, ada ruangan BK 

sendiri yang di dalamnya ada ruang konseling 

individu dan perangkat komputer. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Terdapat 4 guru BK, yang 2 berpendidikan BK, 

yang satu psikologi dan yang satunya lagi seni 

rupa. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Guru menulis apa saja yang dibutuhkan, nanti 

masuk ke dalam RAPBS. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

Hanya kelas XII saja yang masuk kelas. Itu 

berlangsung sudah 4 tahun ini. Alasannya karena 

di SMA Negeri 1 Purbalingga saja BK tidak 
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masuk kelas. Selain itu permasalahan setiap 

siswa tidak sama, jadi BK tida perlu masuk 

kelas, hanya untuk kelas XII saja yang 

diperlukan untuk bimbingan karir. Padahal 

idealnya semua masuk kelas. Kami merasa 

sangat kesulitan tidak ada jam masuk kelas 

untuk kelas X dan XI. Akibatnya siswa jadi 

susah mengenal BK. apalagi kelas X yang masih 

baru, harusnya masu kelas untuk pengenalan 

BK. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Koordinator BK giliran, inisiatif dari guru BK 

sendiri, bukan kepala sekolah yang menunjuk. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Sedang-sedang saja, tidak ada kemudahan, ya 

hanya sewajarnya saja lah. Contohnya untuk 

masuk kelas saja tidak ada. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Buat program tidak koordinasi dengan kepala 

sekolah. Dibuat sendiri nanti baru minta tanda 

tangan kepala sekolah. Jadi program ya apa 

adanya, alasannya program mau dibuat sebagus 

apapun juga percuma karena tidak masuk kelas. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi dilakukan setiap satu semester, yaitu 

supervisi administrasi. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Sudah tidak dianggap sebagai polisi sekolah. 

Hanya BK masih dianggap sebagai tempat 

penyelesaian masalah saja. Orang yang masuk 

BK adalah siswa yang bermasalah. Kalau 

anggapan guru mapel lain, ya masih ada yang 

menganggap dan ada yang tidak. Hal seperi itu 

wajar terjadi, karena dalam suatu komunitas 

yang banyak pasti ada pro dan kontra. 
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11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

orangtua/ masyarakat? 

Kurang sosialisasi, mayoritas kepala sekolah 

kurang respek terhadap guru BK. suara dari guru 

BK belum menyentuh hati kepala sekolah. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Lembaga bimbel, perguruan tinggi, motivator, 

tes psikodata. 



 

 
 

259 

HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 14 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Evi Sulistyanti, S.Psi 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kejobong 

Alamat sekolah : Jl. Raya Gumiwang Kejobong 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

BK diposisikan bukan sebagai polisi sekolah, 

tetapi BK untuk membantu siswa. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Ada ruang BK, dan sudah lumayan memadai, 

hanya lokasinya saja yang tidak strategis karena 

terpencil di belakang pojok sekolah. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Kedua guru BK di sini dari psikologi. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Tidak ada anggaran khusus. Hanya apa yang 

dibutuhka untuk diusulkan ke sekolah sehingga 

nanti dianggarkan dalam RAPBS. 

5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

1 jam masuk kelas. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Koordinator kepala sekolah yang menunjuk, 

sesuai keputusan kepala sekolah, tidak 
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musyawarah terlebih dahulu. Alasan kepala 

sekolah menunjuk Bu Evi sebagai koordinator 

karena masa kerjanya lebih lama. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Kalau ada konverensi kasus yang harus 

melibatkan kepala sekolah, beliau siap 

mendampingi. Kepala sekolah berusaha 

mencukupi fasilitasnya walaupun ada beberapa 

hal yang belum dipenuhi tapi itu wajar. Selain itu 

apa saja yang diperlukan selalu disampaikan di 

awal. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi program paling dilakukan ketika 

guru BK mengusulkan dan meminta persetujuan 

program kepada kepala sekolah. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi administrasi per semester. Kalau 

evaluasi tidak secara resmi, biasanya bareng 

dengan pengajuan program baru di awal tahun.  

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Guru BK sendiri yang harus merubah image, 

pada awalnya masih ada anggapan seperti itu, 

tapi sekarang tidak. BK tidak dijadikan sebagai 

tukang poin dan menghukum, hanya sebatas 

mengingatkan tidak menghukum. Siswa sudah 

banyak yang datang untuk curhat, masalah 

dengan cowo, teman, orang tua, dll. Kalau untuk 

kelas XIIlebih ke karir. 

Anggapan guru lain masih ada beberapa guru 

yang menganggap BK tidak ada kerjaannya, 

karena mereka tidak pernah mendatangi BK dan 

tidak tahu apa saja pekerjaannya. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK kepada guru, siswa, dan 

Mengoptimalkan tugas STP2K dibantu dengan 

guru piket, jadi guru BK tidak dianggap sebagai 

polisi sekolah 
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orangtua/ masyarakat? 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Dengan lembaga bimbel, perguruan tinggi, 

psikodata. 



 

 
 

262 

HASIL WAWANCARA GURU BK 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan 

kepala sekolah terhadap BK 

Sasaran   : Guru BK 

Komponen  : 1. Tahapan kebijakan 

     2. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terhadap BK 

Waktu Wawancara : 16 Oktober 2013 

Tempat Wawancara : Ruang BK 

Nama Responden : Suharti, S.Pd 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kemangkon 

Alamat sekolah : Jl. Raya Panican Kemangkon 

 

No PERTANYAAN DESKRIPSI JAWABAN 

1. Bagaimana prosedur penempatan 

permasalahan BK pada agenda 

sekolah? 

Masuk dalam program sekolah. BK ditempatkan 

tidak untuk menghukum siswa. Hanya memantau 

anak-anak asuhnya apabila ada yang terlambat atau 

melanggar peraturan. 

2. Apakah di sekolah ini disediakan 

ruang BK, seperti ruang konseling 

individu, kelompok,dll ? 

Fasilitas masih belum lengkap, masih seadanya 

sekali seperti ini. 

3. Apakah semua guru BK disini 

berlatar belakang pendidikan BK? 

Ada 2 guru BK, saya D3 Dedakti Kurikulum, dan 

S1 ambil Pengembangan Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan, sedangkan Bu Septi S1 Psikologi. 

4. Apakah disediakan alokasi khusus 

anggaran dana untuk BK ? Dari 

mana anggaran dananya? 

Anggaran dana minta ke sekolah, dari guru BK 

mengusulkan ke sekolah, masuk ke APBS, 

contohnya untuk home visit. Tapi kalau untuk 

membuat buk pribadi siswa kadang-kadang siswa 

suruh bayar iuran sendiri. 
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5. Apakah di sekolah ini ada jam BK 

masuk kelas? 

1 jam per minggu semua kelas ada. 

6. Bagaimana prosedur penetapan 

koordinator BK? 

Kepala sekolah yang menunjuk. Karena kita hanya 

ada dua, dan saya sudah menjadi bendahara sekolah, 

sehingga Bu Septi yang jadi koordinatornya. 

7. Kemudahan apa saja yang Bapak 

kepala sekolah berikan bagi 

terlaksananya program BK di 

sekolah ? 

Semua program BK selalu diberi kemudahan oleh 

kepala sekolah dan selalu mendukung tidak pernah 

menghambat. 

8. Apakah dilakukan koordinasi 

mengenai segenap  kegiatan yang 

diprogramkan ? Dengan siapa saja 

koordinasi biasanya dilakukan ? 

Koordinasi dengan kepala sekolah dan waka. 

9. Apakah kepala sekolah 

melakukan supervisi terhadap 

pelaksanaan program BK ?  

Supervisi dilakukan setiap satu semester sekali. 

10. Apakah di sekolah ini BK masih 

dianggap sebagai polisi sekolah 

oleh siswa ?  

Dan apakah masih ada anggapan 

dari guru mapel lain yang 

menganggap BK tidak ada 

kerjaannya? 

Kelas X masih ada beberapa yang menganggap 

polisi sekolah, karena mungkin bawaan dari SMP. 

Tapi kesadaran memanfaatkan peranan BK sudah 

mulai tinggi terutama kelas XII. Sekarang sudah 

banyak yang masuk BK untuk konsultasi. Anggapan 

guru mapel, masih ada sebagian kecil guru yang 

menganggap BK tidak punya kerjaan. 

11. 

 

Bagaimana upaya Bapak kepala 

sekolah memperkenalkan peranan 

BK? 

Memberikan sosialisasi, biasanya pada saat rapat 

guru menyinggung tentang peranan BK. 

12. Apakah diadakan kerjasama 

dengan instansi lain yang terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BK? 

Kepolisian, Lembaga bimbel, perguruan tinggi, tes 

psikodata. 
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Lampiran 6 

HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bukateja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Purwandaru Bukateja 

Hari/Tanggal  : 22 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

SMA Negeri 1 Bukateja terletak di tepi 

Jalan Raya Purwandaru Bukateja, yang 

membuat sekolah ini sangat strategis 

karena berada di jalan yang merupakan 

jalur besar penghubung kabupaten 

Purbalingga dengan Banjarnegara, 

Wonosobo.  

2. Jumlah Siswa 

 

Berjumlah 794 Siswa meliputi 306 siswa 

kelas X (133 laki-laki dan 173 

perempuan), 294 siswa kelas XI (125 

siswa laki-laki dan 169 siswa perempuan), 

serta 194 siswa kelas XII (78 siswa laki-

laki dan 116 siswa perempuan) 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK berjumlah 6 orang. 2 orang guru 

BK laki-laki dan 4 orang guru BK 

perempuan. Salah satu guru BK tersebut 

adalah kepala sekolah. Dari 6 guru tersebut 

yang sudah PNS berjumlah 5 orang 

sedangkan yang masih GTT hanya 1 orang 

4. Lokasi Ruang BK Ruang BK berada di deretan depan 
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 sekolah, yaitu disamping lobi sekolah yang 

bersebelahan dengan ruang TU. 

5. Luas Ruang BK 

 

Ruang BK cukup luas dengan ukuran 

sekitar 6 x 8 meter. Warna dinding ruang 

BK berwarna orange semu coklat yang 

terang. Sedangkan untuk ruang konseling 

nya berwarna putih cerah. 

6. Kondisi Ruang BK 

 

Kondisi ruang BK bersih dan rapih 

terutama untuk ruang konseling individu 

dan ruang konseling kelompoknya. Meja 

kerja konselor kurang rapi. Untuk ventilasi 

sudah bagus karena banyak terdapat 

jendela sehingga sirkulasi udara lancar.  

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana ruang BK tenang dan nyaman 

karena tidak dekat dengan ruang kelas 

sehingga tidak gaduh. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. MT. Haryono No.19 Purbalingga  

Hari/Tanggal  : 10 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

SMA Negeri 1 Purbalingga terletak di 

dekat pusat kota. Akses menuju sekolah ini 

sangat mudah karena berada di jalan kota 

yaitu Jalan MT Haryono No.19 

Purbalingga. Merupakan sekolah terfavorit 

di Purbalingga 

2. Jumlah Siswa 

 

Jumlah keseluruhan siswa di SMA Negeri 

1 Purbalingga adalah berjumlah 1042 

siswa. 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK berjumlah 4 orang. Dua guru BK 

perempuan dan 2 laki-laki. Keempat guru 

BK tersebut sudah PNS dimana 3 orang 

diantaranya berlatar belakang pendidikan 

BK, sedangkan yang 1 non BK. 

4. Lokasi Ruang BK Ruang BK sedang dalam renovasi.  

5. Luas Ruang BK Ruang BK sedang dalam renovasi. 

6. Kondisi Ruang BK Ruang BK sedang dalam renovasi. 

7. Suasana Ruang BK Ruang BK sedang dalam renovasi. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 2 Purbalingga 

Alamat sekolah : Jl. Pucung Rumbak Bancar  

Hari/Tanggal  : 24 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

SMA Negeri 2 Purbalingga terletak di 

Jalan Pucung Rumbak Bancar. Jalan ini 

bukan merupakan jalur utama. Walaupun 

merupakan sekolah yang berada di kota, 

tapi sekolah ini tidak nampak 

keberadaannya karena tidak berada di jalan 

besar. Depan sekolah terdapat taman 

kanak-kanak (TK) sedangkan di samping 

dan belakang sekolah merupakan sawah. 

2. Jumlah Siswa 

 

Jumlah siswa keseluruhan yaitu 833 siswa. 

Kelas X berjumlah 302 siswa (110 siswa 

laki-laki dan 192 siswa perempuan), kelas 

XI berjumlah 273 siswa ( 102 siswa laki-

laki dan 171 siswa perempuan), sedangkan 

kelas XII berjumlah 258 siswa (104 siswa 

laki-laki dan 154 siswa perempuan). 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK berjumlah 4 orang. 3 orang 

perempuan dan 1 orang laki-laki yang juga 

sebagai kepala sekolah. Keempat guru 

tersebut sudah PNS. Dua orang berlatar 

belakang pendidikan BK dan 2 orang 
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lainnya non BK. 

4. Lokasi Ruang BK 

 

Ruang BK terletak di bagian depan 

sekolah, yaitu bersebelahan dengan ruang 

kepala sekolah dan ruang guru.  

5. Luas Ruang BK 

 

Luas ruang BK berukuran 7 x 7 meter. 

Warna dinding ruang BK biru terang. 

Ventilasi cukup banyak, sirkulasi udara 

juga cukup, hanya di ruang konseling 

individu yang kurang sirkulasi udaranya 

karena tidak ada jendela. 

6. Kondisi Ruang BK 

 

Ruang BK rapih dan bersih, semua tertata 

pada tempatnya.  

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana tenang dan nyaman, tetapi banyak 

orang keluar masuk, terutama guru-guru 

yang sering mengunjungi BK. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Padamara 

Alamat sekolah : Jl. Raya Padamara  

Hari/Tanggal  : 28 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

SMA Negeri 1 Padamara terletak dipinggir 

jalan raya Padamara yang merupakan jalur 

alternatif dari Purbalingga menuju 

Purwokerto. Banyak kendaraan yang 

berlalu lalang sehingga suasana menjadi 

bising. 

2. Jumlah Siswa 

 

Siswa berjumlah 516 siswa. Dengan 

jumlah siswa kelas X berjumlah 170 siswa, 

kelas XI berjumlah 192 siswa dan kelas 

XII berjumlah 154 siswa 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK berjumlah 3 orang. 1 orang guru 

laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari 

ketiga guru BK tersebut yang sudah PNS 

berjumlah 2 orang dan yang 1 masih GTT.  

4. Lokasi Ruang BK 

 

Ruang BK terletak di samping kiri sekolah. 

Jauh dari ruang guru, TU dan ruang kepala 

sekolah. Ruang BK berada di deretan 

ruang kelas. Belakang ruang BK terdapat 

lahan kosong. 

5. Luas Ruang BK 

 

Ruang BK cukup luas, sekitar 5 x 6 meter. 

Warna dinding ruang BK orange muda 
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cerah. Ventilasi ruang BK sudah bagus, 

terdapat banyak jendela sehingga sirkulasi 

udaranya bisa keluar masuk.   

6. Kondisi Ruang BK 

 

Ruang BK bersih dan rapi, hanya 

kelengkapannya masih kurang. 

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana ruang BK agak sedikit ramai 

terutama pada saat istirahat karena berada 

di dekat ruang kelas. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kutasari 

Alamat sekolah : Jl. Raya Tobong Kutasari  

Hari/Tanggal  : 23 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

Terletak di Jalan Tobong Kutasari. Jalan 

ini merupakan jalan kecamatan, yaitu jalan 

penghubung dari desa ke desa. Sekolah ini 

termasuk bukan di daerah keramaian. 

2. Jumlah Siswa 

 

Jumlah siswa keseluruhan berjumlah 454 

siswa. Kelas X berjumlah 153 siswa, kelas 

XI berjumlah 155 siswa dan kelas XII 

berjumlah 146 siswa.  

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK berjumlah 3 orang yang 

semuanya berjenis kelamin perempuan. 2 

orang diantaranya sudah PNS dan yang 1 

masih GTT. 

4. Lokasi Ruang BK 

 

Lokasi ruang BK berada di tengah-tengah 

sekolah, yang berdekatan dengan ruang 

kelas. Depan, belakang, dan samping ruang 

BK adalah ruang kelas. 

5. Luas Ruang BK 

 

Luas ruang BK seukuran dengan ruang 

kelas lainnya, karena ruang BK ini 

sebelumnya adalah ruang kelas. Warna 

dindingnya hijau terang. Sirkulasi 

udaranya cukup baik karena banyak 
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ventilasi, tetapi untuk ruang konseling 

individu sedikit pengap karena tidak ada 

ventilasi. 

6. Kondisi Ruang BK 

 

Ruang BK sedikit berantakan, terutama di 

ruang kerja konselor karena sempit. Bagian 

konseling kelompoknya terlalu luas dan 

kosong karena tidak terdapat barang 

apapun disitu, hanya meja dan beberapa 

kursi. 

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana ruang BK sedikit gaduh karena 

berdekatan dengan ruang kelas. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Bobotsari 

Alamat sekolah : Jl. Raya Majapura Bobotsari  

Hari/Tanggal  : 26 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

Sekolah ini tidak terletak di jalan raya 

utama Bobotsari. Sehingga tidak terlalu 

bising oleh kendaraan yang lewat. Depan 

sekolah terdapat sebuah lapangan sepak 

bola yang besar. Total luas lahan sekolah 

27.806 m
2
. Luas lahan kosong 15.357 m

2
 

2. Jumlah Siswa 

 

Siswa keseluruah berjumlah 936 siswa. 

Dengan rincian kelas X berjumlah 319 

siswa (91 siswa laki-laki dan 228 siswa 

perempuan), kelas XI berjumlah 315 siswa 

(93 siswa laki-laki dan 222 siswa 

perempuan), dan kelas XII berjumlah 302 

siswa (96 siswa laki-laki dan 206 siswa 

perempuan). 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK berjumlah 6 orang. 2 orang guru 

laki-laki dan 4 orang perempuan. Dari 6 

guru, yang sudah PNS 3 orang dan 3 

lainnya GTT. 4 orang dengan latar 

belakang pendidikan BK, 2 orang non BK. 

4. Lokasi Ruang BK 

 

Ruang BK terletak di samping sekolah dan 

paling pojok. Agak terpencil karena 
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letaknya di belakang koperasi siswa. 

5. Luas Ruang BK 

 

Ruang BK luas. Di dalamnya juga terdapat 

ruang konseling kelompok yang luas juga 

dan dibatasi tembok, bukan sekat-sekat 

papan biasa. Begitu juga ruang konseling 

individunya. Warna dinding cream terang. 

Ventilasi juga sudah cukup baik. Hanya 

sedikit pengap di ruang konselingnya. 

6. Kondisi Ruang BK 

 

Ruang BK bersih dan rapi, buku-buku di 

rak tertata rapi, meja kerja konselor juga 

rapi. 

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana ruang BK sepi, karena jauh dari 

keramaian seperti ruang kelas. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Karangreja 

Alamat sekolah : Jl. Raya Karangreja  

Hari/Tanggal  : 25 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

Sekolah ini berada di jalan raya Karangreja 

yang merupakan jalur utama penghubung 

Kabupaten Purbalingga dengan Pemalang. 

Berada di dataran tinggi yang berhawa 

dingin. Belakang sekolah terdapat 

perbukitan kebun pinus yang sangat sejuk 

dipandang. 

2. Jumlah Siswa 

 

Keseluruhan jumlah siswa di SMA Negeri 

1 Karangreja adalah 471 Siswa. 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK berjumlah 6 orang. 5 orang 

berjenis kelamin perempuan dan 1 laki-

laki. Dari 6 guru BK hanya 1 yang sudah 

PNS, lainnya GTT, bahkan 3 orang 

diantaranya adalah guru mata pelajaran 

yang diberi tugas untuk menjadi guru BK 

4. Lokasi Ruang BK 

 

Lokasi ruang BK berada tepat di tengah 

sekolah. Depan ruang BK adalah lapangan 

olahraga dan samping kiri adalah kelas. 

5. Luas Ruang BK 

 

Ruang BK tidak begitu luas, karena harus 

dibagi dengan ruang UKS. Warna dinding 

ruang BK adalah cream cerah. 
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Ventilasinya sudah cukup karena banyak 

terdapat jendela. 

6. Kondisi Ruang BK 

 

Ruang BK bersih dan rapi, hanya saja 

terlihat kosong, karena hanya ada satu set 

meja kursi tamu dan meja kerja konselor. 

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana tidak kondusif untuk melakukan 

proses konseling karena tidak terdapat 

ruang konselingnya, selain itu juga ramai 

oleh para pengguna UKS karena siapa saja 

yang akan ke UKS otomatis melewati 

ruang BK 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Rembang 

Alamat sekolah : Jl. Monumen Jend. Soedirman 

Hari/Tanggal  : 29 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

SMA Negeri 1 Rembang merupakan 

sekolah yang sangat asri dan sejuk, karena 

terdapat banyak sekali pepohonan hijau 

yang menghiasi di sekitar sekolah. Sekolah 

ini juga pernah dinobatkan menjadi juara 2 

sekolah sehat tingkat nasional. Sekolah ini 

terletak di dekat monumen Jendral 

Soedirman. Samping kanan sekolah 

terdapat lapangan yang luas. Walaupun 

berada di kecamatan yang jauh dari kota, 

tetapi sekolah ini juga sudah cukup maju. 

2. Jumlah Siswa 

 

Jumlah keseluruhan siswa di SMA Negeri 

1 Rembang adalah 640 siswa. 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK di sekolah ini berjumlah 4 orang 

yang semuanya sudah menjadi PNS. 2 

orang guru berjenis kelamin perempuan 

dan 2 orang berjenis kelamin laki-laki. 

4. Lokasi Ruang BK 

 

Ruang BK terletak di bagian tengah 

sekolah. Bersebelahan dengan ruang guru. 

5. Luas Ruang BK 

 

Ruang BK cukup luas dengan ruang-ruang 

konseling di dalamnya. Warna dinding 
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setiap ruang berbeda, ruang konseling 

individu berwarna orange, ruang tamu 

berwarna hijau, sedangkan ruang relaksasi 

berwarna merah muda. Ventilasinya juga 

cukup karena banyak jendela. 

6. Kondisi Ruang BK 

 

Ruang BK kurang tertata dengan baik, 

terutama meja kerja konselor dan ruang 

administrasi. 

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana ruang BK tenang karena tidak 

berada di dekat ruang kelas. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kejobong 

Alamat sekolah : Jl. Raya Gumiwang Kejobong 

Hari/Tanggal  : 14 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

Sekolah ini terletak di kecamatan 

Kejobong. Berada dipinggir jalan utama 

kecamatan yang menghubungkan antar 

desa. Namun jalan raya ini tidak begitu 

besar dan tidak ramai. 

2. Jumlah Siswa 

 

Siswa di sekolah ini keseluruhan 

berjumlah 321 siswa. Kelas X berjumlah 

126 siswa (34 siswa laki-laki dan 92 

siswaperempuan) yang terbagi menjadi 6 

rombel/kelas, kelas XI berjumlah 93 siswa 

(23 siswa laki-laki dan 70 siswa 

perempuan) yang terbagi menjadi 5 

rombel/kelas. Sedangkan kelas XII 

berjumlah 102 siswa (22 siswa laki-laki 

dan 80 siswa perempuan) yang terbagi 

dalam 5 rombel/kelas. 

3. Jumlah Guru BK 

 

Guru BK di sekolah ini hanya ada 2 orang, 

hal ini dikarenakan jumlah siswa di ekolah 

ini sedikit sehingga dua orang guru BK 

saja sudah cukup. Kedua guru tersebut 

sudah PNS, yang satu perempuan dan 
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satunya lagi laki-laki. 

4. Lokasi Ruang BK 

 

Ruang BK terletak di pojokan belakang 

sekolah. Letaknya sangat terpencil dan 

tidak strategis. Depan ruang BK adalah 

ruang kelas. 

5. Luas Ruang BK 

 

Ruang BK tidak begitu luas. Warna 

dindingnya adalah putih terang. 

Ventilasinya kurang sehingga menjadi 

pengap dan kurang sirkulasi udara. 

6. Kondisi Ruang BK 

 

Penataan ruang BK kurang baik, karena 

sangat berantakan. Brosur-brosur 

berserakan dan tidak berada pada 

tempatnya, ruang konseling individu dan 

kelompok juga tidak terawat. 

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana ruang BK tidak kondusif karena 

sempit dan banyak barang-barang yang 

berantakan membuat tidak nyaman. Selain 

itu depan ruang BK juga ruang kelas 

sehingga ramai dan gaduh. 
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HASIL OBSERVASI 

 

Topik  : Kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan  

dan konseling di sekolah 

Tujuan : Untuk mengetahui apa saja kebijakan kepala sekolah 

terhadap BK dan bagaimana pelaksanaan kebijakannya 

Nama sekolah  : SMA Negeri 1 Kemangkon 

Alamat sekolah : Jl. Raya Panican Kemangkon 

Hari/Tanggal  : 16 Oktober 2013 

No Indikator Hasil Observasi 

1. Kondisi Geografis 

 

Sekolah ini berada di kecamatan 

Kemangkon. Letak sekolahnya berada di 

pinggir jalan raya dan tidak berdekatan 

dengan pemukiman penduduk. 

2. Jumlah Siswa 

 

Siswa di sekolah ini keseluruhannya hanya 

berjumlah 257 siswa. 

3. Jumlah Guru BK 

 

Karena jumlah siswa yang sedikit, maka 

guru BK yang ada hanya 2 orang saja, 

itupun salah satu gurunya merangkap 

mengajar di sekolah lain karena masih 

kekurangan siswa. Kedua guru tersebut 

berjenis kelamin perempuan dan sudah 

PNS. 

4. Lokasi Ruang BK 

 

Ruang BK berada di samping kiri sekolah 

dan berada tepat di antara ruang-ruang 

kelas. 

5. Luas Ruang BK 

 

Ruang BK sangat sempit dan tidak ada 

ruang konseling serta ruang tamunya. 

Warna dindingnya hijau terang. Sirkulasi 

udara sudah cukup baik karena banyak 

ventilasi udaranya. 
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6. Kondisi Ruang BK 

 

Ruang BK rapi dan bersih akan tetapi 

fasilitasnya belum memadai dan masih 

sangat minim. 

7. Suasana Ruang BK 

 

Suasana di sekitar ruang BK sangat gaduh 

karena berada sangat dekat dengan ruang-

ruang kelas. 
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Ruang Tamu 

 

 

Ruang Kerja Konselor 

 

 

Ruang Administrasi 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 1 BUKATEJA 

Lampiran 8 



109 
 

 
 

 

 

 

 

Ruang Konseling Individu 

 

 

Ruang Konseling Kelompok 

 

 

Perangkat Komputer 
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Ruang Tamu 

 

 

Tampilan Kepustakaan 

 

 

Ruang Konseling Kelompok 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 2 PURBALINGGA 
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Ruang Administrasi 

 

 

Ruang Konseling Individu 

 

 

Ruang Kerja Konselor 
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Ruang Kerja Konselor 

 

 

Ruang Administrasi 

 

 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 1 KUTASARI 
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Ruang Konseling Kelompok 

 

 

Ruang Konseling Individu 

 

 



114 
 

 
 

 

 

 

Ruang Tamu 

 

 

Ruang Konseling Individu 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 1 BOBOTSARI 
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Ruang Kerja Konselor dan Administrasi 

 

 

Ruang Konseling Kelompok 
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Ruang Tamu 

 

 

 

 

Meja Kerja Guru BK 

 

 

 

 

 

 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 1 KARANGREJA 
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Meja Kerja Guru BK 

 

 

 

 

Ruang UKS di dalam Ruang BK 
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Ruang Tamu 

 

 

Ruang Konseling Individu 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 1 REMBANG 
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Ruang Administrasi 

 

 

Perangkat Komputer 
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Ruang Tamu 

 

 

Ruang Administrasi 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 1 KEJOBONG 
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Ruang Kerja Konselor 

 

 

Ruang Konseling Individu 
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Ruang Konseling Individu dan Kelompok disekat dengan Papan dan Almari 

 

 

 

Meja Kerja Konselor 

 

 

 

 

 

 

 

RUANG BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMA NEGERI 1 KEMANGKON 
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Ruang BK tampak depan 

 

 

 

 

Perangkat Komputer 
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI BUKTI WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

 

Wawancara dengan kepala SMA Negeri 1 Purbalingga 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Kejobong 
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Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Bukateja 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Kemangkon 
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Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Padamara 

 

 

 

Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Rembang
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Wawancara dengan Kepala 

SMA Negeri 1 Karangreja 

 

 

 

 
 Wawancara dengan Kepala 

SMA Negeri 1 Kutasari 

 

 

Wawancara dengan Kepala 

SMA Negeri 2 Purbalingga 

 

 

 

 
Wawancara dengan Kepala 

SMA Negeri 1 Bobotsari
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BUKTI WAWANCARA DENGAN GURU BK 
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Lampiran 10 

DAFTAR SMA NEGERI SE-KABUPATEN PURBALINGGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Sekolah 
Kepala Sekolah 

(Nama/NIP) 
Alamat Sekolah 

1. SMA Negeri 1 Purbalingga 
Heriyanto, S.Pd, M.Si 

19680214 199103 1 014 

Jl. MT. Haryono No.19 

Pubalingga 

2. SMA Negeri 2 Purbalingga 
Drs. Kustomo 

19610413 198602 1 003 
Jl. Pucung Rumbak  Bancar  

3. SMA Negeri 1 Rembang 
Joko Mulyanto, S.Pd 

19651023 198901 1 001 

Jl. Monumen Jend. 

Soedirman 

4. SMA Negeri 1 Bobotsari 
Sukirto, S.Pd, M.Si 

19660416 198903 1 013 
Jl. Majapura Bobotsari 

5. SMA Negeri 1 Karangreja 
Nur Samsudin, S.Pd 

19680217 200604 1 005 
Jl. Raya Karangreja 

6. SMA Negeri 1 Kutasari 
Joko Suryanto, S.Pd 

19691114 199301 1 001 
Jl. Raya Tobong - Kutasari 

7. SMA Negeri 1 Padamara 
Muryana, S.Pd 

19620430 198803 1 005 
Jl. Raya Padamara 

8. SMA Negeri 1 Bukateja 
Drs. Suranto, M.Pd 

19550630 197903 1 002 

Jl. Raya Purwandaru 

Bukateja 

9. SMA Negeri 1 Kemangkon 
Purwito, S.Pd 

19740927 199903 1 004 

Jl. Raya Panican 

Kemangkon 

10. SMA Negeri 1 Kejobong 
Anjar Suanto, S.Pd 

19680215 199512 1 004 

Jl. Raya Gumiwang 

Kejobong 



227 

DAFTAR NAMA GURU BK SMP NEGERI SE-KABUPATEN PURBALINGGA 

NO NAMA GURU NIP JK 
PENDIDIKAN 

NAMA SEKOLAH LAINNYA 
TERAKHIR 

1 Drs. Agung Suroso TC 
19600812 198603 1 021 L 

S1 Administrasi 

Perkantoran 
SMAN 1 PURBALINGGA   

2 Dra. Agustin Purnama 19660801 199303 2 006 P 
S1 BK 

SMAN 1 PURBALINGGA   

3 Dra. Dewi Indrawati 19661222 199702 2 002 P 
S1 BK 

SMAN 1 PURBALINGGA 
 4 Pranowo, S.Pd 19601010 198003 1 021 L 

S1 BK 
SMAN 1 PURBALINGGA   

5 Drs. Kustomo  19610314 198602 1 003 L 
S1 BK 

SMAN 2 PURBALINGGA   

6 Dra. Asih Unteari 19630217 199302 2 001 P 
S1 BK 

SMAN 2 PURBALINGGA   

7 Widijanti Luthfiani, S.Pd 19620518 198803 2 002 P 
D3 Ketrampilan 

SMAN 2 PURBALINGGA S1 BK  

8 Dra. Ari Muldiyati 19590914 198603 2 008 P 
S1 Ketrampilan 

SMAN 2 PURBALINGGA   

9 Drs. Ah Sutejo 19540505 198611 1 001 L 
S1 BK 

SMAN 1 BOBOTSARI   

10 Mardiana, S.Psi 19800326 200903 2 004 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 BOBOTSARI   

11 Eliatin, S.Pd 19840721 201001 2 017 P 
S1 BK 

SMAN 1 BOBOTSARI   

12 Sri Adi Nurhayati, S.Psi, M.M - P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 BOBOTSARI S2 Manajemen  

13 Yosi Indrias Sari, S.Pd - P 
S1 BK 

SMAN 1 BOBOTSARI   

14 Arif Setiawan, S.Pd - L 
S1 BK 

SMAN 1 BOBOTSARI   

15 Drs. Suranto, M.Pd 
19550630 197903 1 002 L 

S1 BK 
SMAN 1 BUKATEJA 

S2 Teknologi 
Pendidikan  

16 Drs. Saefudin 19600119 198702 1 007 L 
S1 BK 

SMAN 1 BUKATEJA   

17 Solechah, S.Pd 19650928 200501 2 001 P 
S1 BK 

SMAN 1 BUKATEJA   

18 Dra. Waode Husniah 19630812 199002 2 001 P 
S1 BK 

SMAN 1 BUKATEJA 
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19 Wahyu Pranataria, S.Psi 19831221 201001 2 014 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 BUKATEJA   

20 Nur Rahmawati, S.Pd - P 
S1 BK 

SMAN 1 BUKATEJA   

21 Drs. Diyanto 19630718 199003 1 002 L 
S1 BK 

SMAN 1 PADAMARA   

22 Dewi Astuti, S.Psi 19800822 201001 2 007 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 PADAMARA   

23 Widya Dara Arum, S.Pd - P 
S1 BK 

SMAN 1 PADAMARA 
 24 Dwi Sumarno, S.Pd 19610922 199203 1 002 L 

S1 Seni Rupa 
SMAN 1 REMBANG  

25 Listianto Edi P, S.Pd 19640823 198903 1 009 L 
S1 BK 

SMAN 1 REMBANG  

26 Agusthin Esthi Rahayu, S.Psi 19830818 201001 2 022 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 REMBANG  

27 Siti Nurlaela, S.Pd 19691205 200801 2 012 P 
S1 BK 

SMAN 1 REMBANG  

28 Evi Sulistyanti, S.Psi 19800618 200501 2 015 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 KEJOBONG  

29 Heru Sujarwoko, S.Psi  19790607 201001 1 017 L 
S1 Psikologi 

SMAN 1 KEJOBONG  

30 Feni Martinawati, S.Psi 19750323 200903 2 002 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 KUTASARI  

31 Oyinah, S.Psi 19780426 201001 2 005 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 KUTASARI  

32 Nur Hasanah, S.Pd - P 
S1 BK 

SMAN 1 KUTASARI  

33 Tety Krisnawati, S.Psi 19841026 201001 2 019 P 
S1 Psikologi 

SMAN 1 KARANGREJA  

34 Rusmiyati, S.Pd - P 
S1 Pend. Sejarah 

SMAN 1 KARANGREJA  

35 Arisatun Manfangati, S.Pd - P 
S1 BK 

SMAN 1 KARANGREJA  

36 Eti Nurhandayani, S.Pd - P 
S1 Pend PMP-KN 

SMAN 1 KARANGREJA  

37 Titin Amiyati, S.Pd - P 
S1 Pend Ekonomi 

SMAN 1 KARANGREJA  

38 Abdul Mufid, S.Pd - L 
S1 BK 

SMAN 1 KARANGREJA  

39 Suharti, S.Pd 19570212 198003 2 002 P 
S1 Pengemb Kur TP 

SMAN 1 KEMANGKON  

40 Septi Dwi Priswanti, S.Psi 19830926 201001 2 012 P 
S1. Psikologi 

SMAN1 KEMANGKON  
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